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KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah
memberikan rahmat dan berkahNya sehingga buku PEDOMAN KHUSUS
KESELAMATAN DAN KEAMANAN PELAYARAN dapat diwujudkan.

Buku ini diterbitkan berdasarkan Surat keputusan Kalakhar Nomor:
Skep—077/Kalakhar/Bakorkamla/VIII/2009 dengan maksud untuk menjadi
pedoman bagi PEMBELAJARAN DAN PEMAHAMAN bagi seluruh pihak‘yang
berkepentingan dan bertanggung jawab terhadap keamanan dan keselamatan di
laut. Dengan demikian panduan pengetahuan ini akan memberikan makna
yang lebih dalam bagi seluruh pemangku kepentingan.

Buku Pedoman Penegakkan Hukum di Bidang Keamanan,»Keselamatan dan
Perlindungan Lingkungan di laut/maritim tediri dari\beberapa seri yang
merupakan satu kesatuan dan buku ini merupakan ‘buku seri ke delapan
menjadi salah satu acuan pengetahuan.

Pada kesempatan ini, kami mengucapkan terima kasih secara khusus kepada
Pimpinan Bakorkamla karena beliau yang mendorong terbitnya buku ini. Tidak
lupa kepada teman teman team sejawat dan kepada semua pihak yang telah
membantu terwujudnya buku ini, yang tidak dapat kami sebutkan satu per satu.

Khusus kepada Pemerintah Republik Indonesia melalui Badan Koordinasi
Keamanan dan Keselamatan4Laut, seluruh Pimpinan dan staf yang terlibat,
kontributor penulis, kami twengucapkan banyak terima kasih atas segala
bantuannya untuk dijadikan contoh dalam mengimplementasikan buku
pedoman ini. Akhirul kalam, kami berharap agar buku ini bermanfaat bagi
seluruh pemangku¢kepentingan dalam upaya peningkatan keselamatan dan
keamanan, serta lingkungan maritim.

Tiada gading yang tak retak, penyusun menyadari bahwa buku ini masih jauh
dari sempurna, kritik dan saran membangun kami harapkan dari sidang
pembaca,

Jakarta, 29 Desember 2009

Penyusun



Paket Seri Buku:

Penegakan Hukum di Bidang Keselamatan, Keamanan dan
Perlindungan Lingkungan Laut/Maritim
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Makna Negara Kepulauan

Hukum Laut, Zona Zona Maritim Sesuai Unclos 1982 dan Konvensi
Konvensi Bidang Maritim

Sistim Administrasi Pemerintahan Negara di Laut

Penegakan Hukum Maritim

Kebijakan Keselamatan dan Keamanan Transportasi Laut

Kewenangan dan Identitas Lembaga Penjaga Laut dan Pantai Sebagai
Penegak Hukum Keselamatan

Penuntun Keselamatan Perlindungan Lingkungan LCaut«dan Bela Negara
Pedoman Khusus Keselamatan dan Keamaitan Pelayaran

Studi Kasus Penyelesaian Konflik Kewenangantdi‘Eaut Dalam Penegakan
Hukum, Keselamatan dan Keamanan serta Rerlindungan Laut/Maritim



Republik Indonesia
Kata Sambutan

Kepala Pelaksana Harian
Badan Koordinasi Keamanan dan Keselamatan Laut

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, atas perkenan-
Nya buku Pedoman Khusus Keselamatan dan Keamanan Pelayaran akhirnya terbit
juga. Buku ini merupakan salah satu dari produk-produk strategis dalam menggugah
kesadaran kita semua tentang arti pentingnya penegakan peraturan-perundang-
undangan hukum di laut.

Buku ini juga merupakan satu dari sepuluh buku yang disusun oleh Tim¢yang ditunjuk
berdasarkan Surat Keputusan Kalakhar Bakorkamla untuk ¢menienuhi berbagai
kebutuhan dan kepentingan yang  berkaitan dengan Kegiatan-kegiatan yang
dilaksanakan oleh Badan Koordinasi Keamanan Laut (BAKORKAMILA).

Buku ini berisi tentang pengaturan untuk bidang,Keselamatan dan Keamanan
Pelayaran sebagaimana dimaksud Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17
Tahun 2008 tentang Pelayaran memuat ketentuag=yang mengantisipasi kemajuan
tehnologi dengan mengacu pada konvensi internasional yang cenderung menggunakan
peralatan mutakhir pada sarana dan prasarana ’keselamatan pelayaran, disamping
mengakomodasi ketentuan mengenai sistem kedmanan pelayaran yang termuat dalam
ISOS Code 2002.

Saya selaku Kepala Pelaksana Hagiany BAKORKAMLA, menghimbau kepada semua
pihak yang berkepentingan untuk merjadikan buku ini sebagai tambahan rujukan di
bidang keselamatan dan keamanan laut serta lingkungan maritim, karena buku-buku
rujukan seperti ini langka®sdan sulit kita jumpai di toko-toko buku maupun
perpustakaan umum. Mudah-mudahan buku ini dapat ikut memperkaya pengetahuan
kita tentang kelautan dalam arti luas.

Dengan memiliki 4pengetahuan yang memadai, semua pihak diharapkan dapat
menyamakan pandangan, sikap dan perilaku yang sejalan dengan kepentingan bangsa
dan negara tentang arti pentingnya laut nusantara kita. Sehingga kedepan tidak ada
lagi menomjelkan ego sektoral dan tumpang tindih kewenangan dalam upaya
peningkatan Keselamatan dan kemanan laut serta perlindungan lingkungan maritim di
Indonesiat

Demikian sambutan saya, tidak lupa saya menyampaikan penghargaan dan ucapan
terima kasih kepada Tim Penyusun yang dengan kerja keras dan dedikasi yang tinggi
berhasil menyusun dan merampungkan buku ini. Sumbangan pemikiran dan peran
serta mereka merupakan dharma bakti bagi bangsa dan negara khususnya bagi
kejayaan di laut nusantara sebagaimana harapan para founding fathers negeri ini.
Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan rahmat dan hidayah-Nya
kepada seluruh rakyat dan bangsa Indonesia
Jakarta,29 Desember 2009

BUDHI HARDJO
Laksamana Madya TNI
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BAB 1
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Negara Keasatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud referensi
menimbang huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun
2008 Tentang Pelayaran adalah Negara kepulauan yang berciri Nusantara
yang disatukan oleh wilayah perairan sangat luas dengan batas-batas, hak-
hak, dan kedaulatan yang ditetapkan dengan Undang-Undang.

Bahwa dalam upaya mencapai tujuan nasional berdasarkan Pancasila dan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, untuk
mewujudkan Wawasan Nusantara serta memantapkan ketahanan nasional
sebagaimana dimaksud huruf b Undang-Undang ini, diperlukan sistem
transportasi nasional untuk mendukung pertumbuhan ekonomi,
pengembangan wilayah dan memperkukuh kedaulatan negara.

Bahwa pelayaran yang terdiri atas angkutan di perairan, kepelabuhanan,
keselamatan dan keamanan pelayaran serta perlindungan
lingkungan maritim sebagaimana dimaksud huruf ¢ Undang-Undang
ini, merupakan bagian dari sistem transportasi nasional yang harus
dikembangkan potensi dan peranannya untuk mewujudkan sistem
transportasi yang efektif dan efisien, serta membantu terciptanya pola
distribusi nasional yang mantap dan dinamis.

Dalam huruf d Undang-Undang ini, disebutkan: bahwa perkembangan
lingkungan strategis mnasional dan internasional menuntut
penyelenggaraan pelayaran yang sesuai dengan perkembangan ilmu
pengetahuan dan tehnologi, peran swasta dan persaingan usaha,
otonomi daerah, dan akuntabilitas penyelenggara negara dengan tetap
mengutamakan keselamatan dan keamanan pelayaran demi
kepentingan nasional.

Selanjutnya dalam huruf ¢ Penyelasan Atas Undang-Undang Pelayaran ini,
disebutkan: Pengaturan untuk bidang keselamatan dan keamanan
pelayaran memuat ketentuan yang mengantisipasi kemajuan
tehnologi dengan mengacu pada konvensi internasional yang cendrung
menggunakan peralatan muntahir pada sarana dan prasarana
keselamatan pelayaran, disamping mengakomodasi ketentuan
mengenai sistem keamanan pelayaran yang termuat dalam
“International Ship and Port Fasility Security Code”.

Ketentuan tersebut diatas, menunjukkan adanya suatu perubahan penting
didalam pendekatan industri maritim internasional terhadap penerbitan
keamanan dalam sektor transportasi maritim. Untuk itu kepada industri
maritim internasional, agar mereka boleh memberikan tambahan
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tanggung jawab yang signifikan kepada Negara-negara peserta tertentu.
Pentingnya kerja sama tehnis untuk membantu Negara-negara peserta
untuk meneterapkan ketentuan ini secara penuh.

Implementasi dari ketentuan-ketentuan tersebut, diperlukan kerja sama
dan pemahahaman yang efektif dan terus menerus diantara semua yang
terkait dengan atau menggunakan kapal dan fasilitas pelabuhan yang
mencakup personil kapal, personil pelabuhan, para penumpang,
kepentingan muatan kapal serta manajemen pelabuhan serta mereka baik
Otoritas Nasional (Coastal State/Sea And Coast Guard) dan Otoritas
Lokal (Port State/Harbour Master dan Flag State/Master’s Authority) di
dalam kepentingan wuntuk meningkatkan keamanan maritim
(keselamatan dan keamanan pelayaran).

Di dalam kepentingan untuk meningkatkan keamanan maritim
(keselamatan dan keamanan pelayaran) tersebut, maka tanggung jawab
tambahan harus dilakukan oleh industri pelayaran dan pelabuhan serta
Otoritas Nasional dan Otoritas Lokal, terutama dalam merancang dan
menetapkan langkah-langkah praktis disamping yang telah ditetapkan
IMO untuk mencegah dan menekan tidakan-tindakan pelanggaran hukum
terhadap pelayaran dalam arti luas.

Oleh karena itu dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan pelayaran
secara optimal sebagaimana yang diamanatkan Pasal 274 ayat (1); dan (4)
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran: masyarakat
memiliki kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk
berperan serta dalam kegiatan pelayaran; dan ikut
bertanggungjawab menjaga ketertiban serta keselamatan dan
keamanan pelayaran.

Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud Pasal 274 ayat (1)
diperlukan untuk:

a. Memantau dan menjaga ketertiban penyelenggaraan kegiatan
pelayaran;

b. Memberikan masukan kepada Pemerintah dalam penyempurnaan
peraturan, padoman dan standar tehnis di bidang pelayaran;

c. Memberikan masukan kepada Pemerintah, Pemerintah Daerah dalam
rangka pembinaan, penyelenggara dan pengawasan pelayaran;

d. Menyampaikan pendapat dan pertimbangan kepada pejabat yang
berwenang terhadap kegiatan penyelenggaraan pelayaran yang
mengakibatkan dampak penting terhadap lingkungan; dan/atau

e. Melaksanakan gugatan perwakilan terhadap kegiatan pelayaran
yang mengganggu, merugikan dan/atau membahayakan
kepentingan umum.



Kegiatan pelayaran sebagaimana dimaksud Pasal 274 ayat (1) huruf e
diatas, juga telah diatur secara tegas dan jelas dalam ISPS Code 2002
Lampiran 1 Keputusan Akhir Konfrensi IMO antara lain disebutkan:

Mengingat tujuan dan azas Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang
pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional serta peningkatan
persahabatan dan kerja sama antar Negara-negara.

Menimbang dengan sangat suatu ekskalasi global tindakan teroris dalam
segala bentuknya yang membahayakan atau menghilangkan jawa manusia,
membahayakan kebebasan azasi dan menurunkan kedaulatan manusia.

Mengingat pentingnya dan beratinya pelayaran bagi perdangan
dan perekonomian dunia, diputuskan untuk menjaga mata
rantai suplai keseluruh dunia dari segala tindakan pelanggaran
yang berasal dari serangan teroris terhadap kapal, pelabuhan,
terminal lepas pantai dan fasilitas-fasilitas lainnya.

Memperhatikan bahwa tindakan pelanggaran hukum terhadap
pelayaran yang membahayakan keamanan dan keselamatan jiwa
manusia dan harta benda, telah menjadi keprihatin serius
seluruh masyarakat internasional, demikian pula mengingat
pentingnya pergerakan perdagangan dunia yang ekonomis dan
efisien.

Oleh karena itu, pelayaran sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran, dikuasai
Negara dan pembinaannya oleh Pemerintah yang meliputi
pengaturan, pengendalian dan pengawasan.

Pemerintah dimaksud dalam melaksanakan fungsi pembinaan yang
meliputi pengaturan, pengendalian dan pengawasan di bidang
keselamatan dan keamanan di laut sebagaimana dimaksud Pasal 276 ayat
(1) dan ayat (2) dan Pasal 277 ayat (1) dan ayat (2) undang-undang
tersebut diatas, dilakukan oleh Penjaga Laut Dan Pantai (Sea And Coast
Guard).

Penjaga Laut Dan Pantai tersebut sebagaimana dimaksud Penyelasan Atas
Undang-Undang Tentang Pelayaran, merupakan pemberdayaan Badan
Koordinasi Keamanan Laut dan perkuatan Kesatuan Penjagaan Laut Dan
Pantai.

Pembinaan pelayaran sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (6) huruf b
undang-undang ini, dilakukan dengan memperhatikan seluruh aspek
kehidupan  masyarakat dan  diarahkan untuk  meningkatkan
penyelenggaraan kegiatan angkutan di perairan, kepelabuhanan,
keselamatan dan keamanan serta perlindungan lingkungan
maritim sebagai bagian dari keseluruhan moda transportasi dengan
memanfaatkan perkembangan ilmu pengetahuan dan tehnologi.

Selanjutnya dalam Pasal 5 ayat (6) huruf f disebutkan: mewujudkan
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sumber daya manusia yang berjiwa bahari, professional dan mampu
mengikuti perkembangan kebutuhan penyelenggaraan pelayaran; dan
memenuhi perlindungan lingkungan maritim dengan upaya pencegahan
dan penanggulangan pencemaran yang bersumber dari kegiatan angkutan
di perairan, kepelabuhanan, serta keselamatan dan keamanan
sebagaimana dimaksud huruf g Undang-Undang Pelayaran ini.

1.2. Maksud dan Tujuan

Pedoman Khusus Keselamatan dan Keamanan Pelayaran ini dimaksudkan
untuk:

a.

membekali para taruna/taruni Sekolah Tinggi Ilmu Maritim yang wajib
memilik kwalifikasi dan kopetensi di bidang manajemen
keselamatan dan keamanan pelayaran sebagaimana dimaksud
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 Tentang
Pelayaran, sesuai dengan standar-standar keamanan maritim
Internasional terbaru sebagaimana dimaksud ISPS Code 2002.

membantu para perusahaan pelayaran nasional Indonesia dalam
menerbitkan kebijaksanaan perusahaan yang bertalian dengan
pengoperasian kapal yang aman, pencegahan pencemaran,
perlindungan jiwa manausia dan harta benda dalam memastikan
bahwa system manajemen keselamatan dan keamanan pelayaran
dilaksanakan pada semua tingkat organisasi baik diatas kapal maupun
di darat (pelabuhan).

membantu para aparat penegakan hukum di laut untuk meningkatkan
pengetahuan di bidang keselamatan dan keamanan serta perlindungan
lingkungan maritim sesuai peraturan perundang-undangan yang
berlaku baik nasional maupun internasional.

Tujuannya

a.

Untuk mendeteksi terhadap ancaman keselamatan dan keamanan
kapal berupah langkah-langkah pencegahan terhadap insiden keamanan
yang mempengaruhi kapal atau fasilitas pelabuhan yang digunakan untuk
perdagangan baik nasional maupun internasional.

Untuk mempertegas tanggung jawab dan peran masing-masing petugas
keamanan perusahaan yang terdiri dari petugas keamanan didarat,
petugas keamanan kapal untuk memastikan keamanan kapalnya dalam
kondisi yang aman.

Untuk memudahkan pengumpulan dan pertukaran informasi yang
efektif di antara semua yang terkait atau menggunakan kapal dan
fasilitas pelabuhan.

d. Untuk menyediakan suatu sistim penilaian akan keselamatan dan
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keamanan kapal yang ditempatkan pada setiap kantor perusahaan
berada dan harus memiliki suatu perencanaan dan prosedur untuk
mengambil langkah-langka perubahan tingkat keamanan yang
diperlukan.

Untuk memastikan bahwa prosedur keselamatan dan keamanan kapal
serta penceagahan pencemaran sesuai ketentuan yang berlaku secara
nasional sebagaimana dimaksud Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran dan internasional
sebagaimana dimaksud International Safety Management Code 1998,
dan International Ship and Port Fasility Security Code 2002.

1.3. Ruang Lingkup

Untuk mencapai tujuan tersebut di atas, diperlukan sejumlah persyaratan
fungsional yang meliputi :

a.

Pengumpulan data mformasi berkenan dengan ancaman terhadap
keselamatan dan keamanan kapal, dan fasilitas pelabuhan serta
pertukaran infonnasi dengan petugas-petugas keamanan perusahaan,
nakhoda-nakhoda dan petugas-petugas keamanan fasilitas pelabuhan
terkait.

Kewajiban pemeliharaan protokol komunikasi untuk kepentingan
keselamatan dan keamanan kapal, dan fasilitas pelabuhan.

Prosedur pencegahan terhadap orang-orang yang tidak berkepentingan
ke kapal dan fasilitas pelabuhan serta area terlarang untuk umum dan
mencegah pembawaan senjata api yang tidak memiliki ijin, alat pembakar
atau bahan peledak, termasuk barang-barang yang terlarang lainnya
seperti narkoba (candu/cocain) termasuk minuman keras.

Menyediakan peralatan alarm kapal yang dapat dibunyikan sewaktu-
waktu sebagai reaksi terhadap ancaman keselamatan dan keamanan kapal
atau insiden keamanan.

Para perusahaan pelayaran dalam membuat perencanaan keselamatan
dan keamanan kapal tidak semuanya sama karena masing-masing kapal
beroperasi dalam kondisi yang berbeda sehingga dalam membuat
rancangan keamanan kapal dan fasilitas pelabuhan harus berdasarkan
pada hasil penilaian keamanan yang jelas.

Petugas keamanan perusahaan yang berpangkalan di darat dan
petugas keamanan kapal harus mempunyai pengetahuan dan
mendapatkan pelatihan.

Pemenuhahn persyaratan fungsional tersebut pada huruf a s/d f
diatas adalah merupakan kunci yang sangat penting dalam peningkatan
mutu pelayanan perusahaan pelayaran nasional Indonesia kepada
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masyarakat pengguna jasa angkutan laut.

1.4. Hasil Yang Diharapkan

Pedoman Khusus Kaselamatan dan Keamanan Pelayaran ini diharapkan dapat
membantu para perwira keamanan perusahaan (CSO), para nakhoda, para
perwira keamanan kapal (SSO), para perwira keamanan fasiltas pelabuhan
(PFSO) dan para taruna/taruni Sekolah Tinggi Ilmu Maritim pada waktu
melaksanakan tugas praktek berlayar, dalam memenuhi tanggung jawab akan
tugas-tugas mereka di bidang keselamatan dan keamanan pelayaran
yang meliputi keselamatan dan keamanan angkutan di perairan
(kapal), pelabuhan (fasilitas pelabuhan) dan perlindungan
lingkungan maritim (pencegahan pencemaran dari kapal)
sebagaimana dimaksud Pasal 116 Undang-Undang RI Nomor 17
Tahun 2008 Tentang Pelayaran, ISM Code 1998 dan ISPS Code
2002.
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BAB 2
KETENTUAN UMUM

Dalam pedoman ini, yang dimaksud dengan :

1.

Keselamatan dan keamanan pelayaran adalah suatu keadaan terpenuhinya
persyaratan keselamatan dan keamanan yang menyangkut angkutan di
perairan, kepelabuhanan dan lingkungan maritim;

Keselamatan kapal adalah keadaan kapal yang memenuhi persyaratan
material, konstruksi, bangunan, permesinan dan perlistrikan, stablitas, tata
susunan serta perlengkapan termasuk perlengkapan alat penolong dan
radio elektronik kapal, yang dibuktikan dengan sertifikat setelah dilakukan
pemeriksaan dan pengujian;

Navigasi adalah proses olah gerak kapal dari satu titik ketitik lain dengan
aman, selamat dan lancar serta untuk menghidari bahaya dan/atau
rintangan pelayaran;

. Alur pelayaran adalah perairan yang dari segi kedalaman, lebar dan bebas

hambatan lainnya dianggap aman dan selamat untuk dilayari;

Telekomunikasi pelayaran adalah telekomunikasi khusus untuk keperluan
dinas pelayaran yang merupakan setiap pemancaran, pengiriman atau
penerimaan tiap jenis tanda, gambar, suara dan informasi dalam bentuk
apa pun melalui sistem kawat, optic, radio atau sistem elektromagnetik
lainnya dalam dinas bergerak pelayaran yang merupakan bagian dari
keselamatan pelayaran;

Pemanduan adalah kegiatan pandu dalam membantu memberikan saran
dan informasi kepada nakhoda tentang keadaan perairan setempat yang
penting agar navigasi pelayaran dapat dilaksanakan dengan selamat, tertib
dan lancar demi keselamatan kapal dan lingkungan;

Salvage adalah pekerjaan untuk memberikan pertolongan terhadap kapal
dan/atau muatannya yang mengalami kecelakaan kapal atau dalam
keadaan bahaya di perairan termasuk mengangkat kerangka kapal atau
rintangan bawah air atau benda lainnya;

. Syahbandar adalah pejabat pemerintah di pelabuhan yang memiliki

kewenangan tertinggi untuk menjalankan dan melakukan pengawasan
terhadap dipenuhinya ketentuan peraturan perundang-undangan untuk
menjamin keselamatan dan keamanan pelayaran;

. Mahkama Pelayaran adalah panel ahli yang berada dibawah dan

bertanggung jawab kepasda Menteri yang bertugas untuk melakukan
pemeriksaan kecelakaan kapal,
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10.Penjaga Laut Dan Pantai (Sea And Coast Guard) adalah lembaga yang
melaksanakan fungsi penjagaan dan penegakan peraturan dan perundang-
undangan di laut dan pantai yang dibentuk dan bertanggung jawab kepada
Presiden;

11. Organisasi Negara peserta adalah : Organisasi Maritim Internasional
(IMO);

12.STCW adalah Standarts of Training Certification and Watchkeeping and
Certification for Seafarers 1978 (Standard Pelatihan, Sertifikasi & Tugas
Jaga Bagi Pelaut).

13.ISM Code adalah : International Safety Management Code (Koda
Internasional tentang Manajemen Keselamatan}.

14.ISPS Code adalah Internatonal Ship and Port Facility Security Code
(Koda Internasional tentang Keamanan Kapal dan Fasilitas Pelabuhan.

15. UNCLOS adalah United Nations Convention On The Law Of The Sea
(Konvensi Perserikatan Bangsa Bangsa Tentang Hukum Laut).

16. Perusahaan Pelayaran adalah sebagai organisasi yang memikul tanggung
jawab atas pengoperasian kapal-kapal.

17. Pemerintah adalah pemerintah suatu negara yang benderanya digunakan
oleh suatu kapal.

18.Nakhoda adalah salah seorang dari Awak Kapal yang menjadi pimpinan
tertinggi di kapal dan mempunyai wewenang dan tanggung jawab tertentu
sesuai peraturan perundang-undangan.

19.Awak Buah Kapal adalah Awak Kapal selain Nakhoda.

20.Lintas damai adalah sepanjang tidak merugikan keselamatan, ketertiban
atau keamanan negara pantai.

21.Konvensi adalah Konvensi Internasional Tentang Keselamatan Jiwa di Laut
1974 sebagaimana telah diamandemen.

22 Peraturan adalah peraturan pada konvensi dan peraturan negara peserta
sebagaimanan yang dimaksud ISPS Code 2002.

23. Perwira keamanan kapal adalah orang diatas kapal yang bertanggung jawab
kepada nakhoda yang ditunjuk oleh perusahaan sebagai perwira yang
bertanggung jawab untuk keamanan kapal.

24.Perwira keamanan perusahaan adalah orang yang ditunjuk oleh perusahaan

untuk memastikan bahwa suatu penilaian keamanan kapal dilaksankan
sesuai ketentuan.
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25. Perwira keamanan fasilitas pelabuhan adalah orang yang ditunjuk oleh
perusahaan  untuk Dbertanggung jawab dalam penegembangan
implementasi, revisi dan pemeliharan perencanaan keamanan fasilitas
pelabuhan dan untuk koordinasi dengan para petugas keamanan kapal
dan para petugas keamanan perusahaan.

26.Tingkat siaga 1 adalah tingkatan dimana pencegahan keamanan minimum
harus dipelihara secara terus menerus sebagaimana yang ditentukan
Konvensi.

27.Tingkat siaga 2 adalah tingkatan-tingkatan dimana tindakan tambahan
pencegahan keamanan minimum yang sesuai dan harus dipelihara untuk
masa waktu tertentu sesuai penilaian atas resiko dari suatu insiden
keamanan .

28.Tingkat siaga 3 adalah tingkatan dimana tindakan pencegahan
keamanan yang bersifat spesifik yang perlu ditindak lanjut dan dipelihara
untuk suatu periode waktu yang terbatas ketika suatu insiden keamanan
segera terjadi atau mungkin terjadi, walaupun tidak mungkin untuk
mengidentiflkasi target yang spesifik sebagaimana yang ditentukan
Konvensi.
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BAB 3
MANAJEMEN KESELAMATAN DAN KEAMANAN
PELAYARAN

Dalam memahami Manajemen Keselamatan Dan Keamanan pelayaran ini , ada
dua hal pokok yang harus diketahui, yakni berkaitan dengan Manajemen
Keselamatan dan Pencegahan Pencemaran dari Kapal, dan manajemen keamanan
kapal:

3.1. Manajemen Keselamatan Dan Pencegahan Pencemaran Dari
Kapal.

Dalam Pasal 169 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17
Tahun 2008 Tentang Pelayaran disebutkan: Pemilik atau Operator Kapal
yang mengoperasikan kapal untuk jenis dan ukuran tertentu, harus
memenuhi persyaratan manajemen keselamatan dan pencegahan
pencemaran dari kapal.

Kapal yang telah memenuhi persyaratan manajemen keselamatan dan
pencegahan pencemaran dari kapal sebagaimana dimaksud ayat (1) diatas,
diberikan sertifikat.

Sertifikat manajemen keselamatan dan pencegahan pencemaran dari kapal
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatas, berupa Dokumen Penyesuaian
Manajemen Keselamatan (Document of Compliance-DOC) untuk
perusahaan dan Sertifikat Manajemen Keselamatan (Safety Management
Certificate/SMC) untuk kapal.

Pengaturan di bidang manajemen keselamatan dan pencegahan pencemaran
dari kapal ini, memuat ketentuan yang mengantisipasi perkembangan
lingkungan strategi nasional dan internasional yang sesuai dengan
perkembangan ilmu pengetahuan dan tehnologi, dengan mengakomodasikan
ketentuan internasional terkait seperti International Safety Management
Code (ISM Code) dan International Convention for the Prevention of
Polution from Ships IMO.

Hal ini adalah merupakan kunci yang sangat penting dalam peningkatan
mutuh pelayanan bagi suatu Perusahaan Pelayaran yang bertaraf
internasioal di bidang manajemen keselamatan dan pencegahan pencemaran
dari kapal sebagaimana yang diamanatkan Pasal 169 diatas untuk
melaksanakan pada semua tingkat organisasi baik di laut (kapal) maupun
didarat (pelabuhan).

Sistem tersebut dirancang untuk menjamin terselenggaranya perlindungan
yang efektif dari kemungkinan resiko dan bahaya yang dapat diperkirakan
dan diantisipasi sebagai penyebab korban luka, kematian, gangguan
kasehatan, harta benda dan pengrusakan lingkungan yang tidak seharusnya
terjadi pada kegiatan operasi perusahaan sehari-hari.
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Semua personil harus lebih sadar akan keselamatan dan perlindungan
lingkungan maritim yang memuat ketentuan mengenai keselamatan dan
pencegahan pencemaran dari kapal sebagaimana dimaksud Pasal 169 UU
No.17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran, dan secara lebih efektif terlibat dalam
kasus dan pelatihan, penyelidikan dan analisa serius tentang kecelakaan atau
kecelakaan yang nyaris terjadi berikut langka korektif yang dilakukan dan
sebagainya untuk menjamin peningkatan sistem manajemen keselamatan
yang berkesinambungan dan berlanjut, dengan mengacu kepada konvensi
internasional sebagaimana dimaksud ISM Code  dan International
Convention for the Prevention of Polution from Ships.

Tujuan Koda, Konvensi dan Undang-Undang Pelayaran tersebut diatas,
adalah untuk membekali SDM maritim Indonesia di bidang manajemen
keselamatan dan pengoperasian kapal serta pencegahan pencemaran yang
bertaraf internasional.

Landasan manajemen keselamatan yang baik adalah keterlibatan dari
tingkat atas. Berbicara tentang keselamatan dan pencegahan pencemaran,
hasilnya ditentukan oleh keterlibatan kemampuan sikap dan motifasi dari
individu pada semua lapisan sebagaimana yang diuraikan pada semua
tingkat organisai baik di darat maupun di kapal sebagai berikut:

3.1.1. Tugas dan Tanggung Jawab Perusahaan Pelayaran
(Presiden Direktur).

a. Presiden Direktur bertanggung jawab menerbitkan kebijaksanaan
perusahaan yang bertalaian dengan pengoperasian kapal yang
aman dan pencegahan pencemaran dari kapal;

b. Memastikan bahwa sistem manajenen keselamatan (SMS)
perusahaan dilaksanakan pada semua tingkat organisasi baik
didarat maupun kapal,

c. Melaksanakan tinjauan manajemen paling kurang dua belas bulan
sekali;

d. Terlibat dalam manajemen keselamatan yang baik dalam hal
keselamatan dan pencegahan pencemaran untuk pengoperasian
kapal yang aman;

e. Bertanggung jawab terhadap kelangsungan perusahaan;

f. Melaksanakan laporan secara teratur kepada Komisaris dan
Pepegang Saham atas status operasi perusahaan;

g. Bertanggung jawab terhadap Pemegang Saham atas efisiensi,
keamanan dalam pengoperasian kapal dan keuntungan dari
perusahaan;
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3.1.2.

h. Memelihara semangat kerja perusahaan;
i. Memastikan agar citra perusahaan terjaga;

j. Memberi wewenang kepada Manajer Operasi untuk menerbitkan
dokumen tambahan pengdistribusian dan pengontrolan dokumen;

k. Memastikan hal tanggung jawab wewenang dan hubungan antara
semua personil yang mengelola, melaksanakan dan menentukan
pekerjaan yang berhubungan dengan dan berpengaruh terhadap
keselamatan dan pencegahan pencemaran;

l. Bertanggung jawab untuk memastikan sumber daya yang
memadai dan dukungan pihak darat agar “orang yang ditunjuk
(Disignated Person/DP)” atau DP dapat melaksanakan fungsinya.

Manajer Operasi.

a. Manajer Operasi bertanggung jawab pada Presiden Direktur atas
pengoperasian armada kapal yang aman dan efisien;

b. Bertanggung jawab memasukan kesiapan mekanisme tanggap
darurat untuk aksi segera didalam hal gawat darurat;

c. Bertanggung jawab bertindak sebagai wakil DP dan mengambil
alih peristiwa saat DP berhalangan;

d. Bertanggung jawab memastikan bahwa harus selalu ada personil
yang memadai dalam tim tanggap darurat yang bertanggung jawab
dan berwenang cukup untuk membuat keputusan-keputusan
dalam saat keadaan darurat;

e. Memastikan pengoperasian armada kapal yang aman dan efisien;
f. Memastikan catatan-catatan dan informasi/data dan dokumentasi
yang terbaru yang berkaitan dengan operasi kapal, survey dan

sertifikasi dan pemeliharaan perlengkapan (keselamatan kapal);

g. Memperbaiki/memperbaharui semua peta-peta kapal atas alur
pelayaran dimana kapal bersangkutan beroperasi;

h. Memastikan kesiapan tim tanggap (repon) darurat;

i. Pengkoordinasi utama dalam situasi darurat;

j. Berhubungan dengan badan-badan hukum Negara Bendera (Flag
State), Biro Klasifikasi (Lloyd/BKI) untuk perpanjangan sertifikat

dan survey seperti yang diperlukan;

k. Bekerjasama dengan Bagian Tehnik dan Mesin dalam hal jadwal
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perawatan, survey dan penggantian kapal darurat;
l. Inspeksi dan penilaian rutin diatas kapal;
m. Mengawasi laporan buku jurnal (Log Book) harian kapal;
n. Penilaian terhadap kelayakan pelayanan kapal;

0. Memastikan pelatihan yang tepat atas ABK (kru) dan staf
pendukungnya;

p. Melakukan penyelidikan atas kejadian dan/atau ketidak sesuaian;

g.- Berkoordinasi dengan Bagian Tehnik Dan Mesin untuk dukungan
layanan tehnis darat termasuk fasilitas tambat/labuh;

r. Berkoordinasi dengan Manajer Keuangan untuk perekrutan
personil darat;

s. Berhubungan dengan DP untuk memastikan perkembangan
pelaksanaan dan perawatan Sistem Manajemen Keselamatan
(Safety Management System/SMS) perusahaan;

t. Bertanggung jawab atas perubahan dokumen, perubahan
dokumen tambahan dan pengdistribusian termasuk meninjau dan
mengontrol atas perubahan-perubahan dokumen;

u. Menyerahkan wewenang kepada Surpervisor Operasi Kapal untuk
melaksanakan tugas dan tanggung jawab bila Manajer Operasi
berhalangan tugas.

3.1.3. Asisten Manajer

Asisten Manajer bertanggung jawab atas pengkoordinasian bawahan
yang bertugas untuk membantu tugasdan tanggung jawabManajer
Operasi.

3.1.4. Manajer Mesin
a. Manajer Mesin bertanggung jawab atas perawatan tehnis kapal;

b. Bertanggung jawab atas perawatan kapal sesuai provesi undang-
undang, peraturan, panduan industry maritim yang bersangkutan dan
segala persyaratan tambahannya;

c. Bertanggung jawab untuk memastikan sumber daya yang memadai
seperti perlengkapan keselamatan, suku cadang, bahan bakar, minyak
pelumas dan perbekalan persediaan perjalanan untuk pengoperasian
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3.1.5.

yang aman dan pencegahan pencemaran dari setiap kapal;

Memastikan bahwa kapal bersamaan dengan mesin dan perlengkapan
diopersikan dan dirawat dalam kondisi aman dan laiklaut setiap saat
sesuai dengan peraturan perundangan dan persyaratan kelas;

Pengaturan pekerjaan perbaikan/perawatan yang diluar cakupan
kemampuan perawatan diatas kapal untuk dilaksanakan oleh
kontraktor luar;

Peninjauan persyaratan perlengkapan kapal;

Perawatan perlengkapan navigasi, radio komunikasi, radar, struktur
lambung kapal, tangki dan alat-alat keselamatan serta pemadam
kebakaran.

Orang Yang Ditunjuk (Disignated Person-DP).

Perusahaan harus sudah menunjuk seorang DP yang bertanggung
jawab atas pelaksanaan dan pemeliharaan Sistem Manajemen
Keselamatan (SMS) Perusahaan.

Sasaran dari penunjukan ini asdalah untuk memastikan keselamatan
pengoperasian kapal dan dalam hal ini menarik garis hubungan
antara Perusahaan dan mereka yang berada diatas kapal.

DP mempunyai hubungan langsung dengan lini tertinggi dari
Manajemen dan dalam hal ini menarik garis hubungan antara para
Nakhoda dan Manajemen Senior di darat;

DP bertanggung jawab atas pemeliharaan harian SMS dan untuk
memastikan bahwa:

1) Sistem diterapkan secara efektif dan dicermati;
2) Kekurangan dilaporkan kepada lini manajemen yang tepat;

3) Mengidentifikasikan orang yang memperbaiki kekurangan dalam
SMS.

DP harus memenuhi syarat yang memadai dan bertanggung jawab
dalam aspek-aspek pengendalaian keselamatan dan pencemaran dari
operasi kapal,

DP memiliki kebebasan dan berwenang untuk melaporkan
kekurangan-kekurangan yang ditemui pada tingkat manajemen
tertinggi;

DP bertanggung jawab untuk mengorganisasikan audit keselamatan
internal baik di kantor maupun di kapal dan memastikan bahwa
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3.1.6.

seluruh audit dilaksanakan oleh auditor yang ditunjuk dan telah
memperoleh sertifikat Audit SMS;

. DP harus memastikan bahwa tindakan korektif dilaksanakan atas

kekurangan-kekurangan dengan segera dan dalam kurun waktu
tertentu;

DP memonitor aspek-aspek Keselamatan dan Pencegahan
Pencemaran dari kapal dan mempunyai wewenang untuk memastikan
bahwa sumber daya dan dukungan pangkalan darat yang memadai
diaplikasikan sebagaimana diperlukan;

DP mempunyai tanggung jawab wewenang penuh untuk memastikan
bahwa tindakan korektif dilaksanakan pada semua kekurangan yang
didapatkan pada SMS.

Prosedur Dan Personil.

Prosedur ini berlaku bagi seluruh personil yang pertama kali
bergabung di kapal;

Untuk memastikan Kkotinuitas operasi diatas kapal dan untuk
memastikan keselamatan ABK, penumpang dan lingkungan
terlindungi, seluruh personil yang bergabung dengan kapal harus
membiasakan diri mereka dengan seluruh aspek tanggung jawab
mereka dan peralatan dan mesin di kapal;

Prosedur ini menjabarkan sistem yang memastikan adanya personil
dan sumber daya yang memadai untuk mengelola kantor di darat dan
personil yang berkwalifikasi dan sehat secara medis di kapal;

Prosedur juga menjabarkan kegiatan dan control yang diperlukan
untuk penerimaan dan pelatihan personil yang dipekerjakan
Perusahaan dengan dilengkapi catatan-catatan yang bersangkutan;

Tanggung Jawab:

1) Manajer Operasi bertanggung jawab kepada Presiden Direktur
untuk personil kantor. Hal ini mencakup rekruitmen staf di luar
kantor, kondisi pekerjaan, kesejahteraan staf, catatan cuti,
perencanaan SDM, investigasi keluhan sehubungan prilaku
personil dan pengaturan training personil darat;

2) Nakhoda bertanggung jawab untuk memastikan bahwa kapal
diawaki oleh pelaut yang berpengalaman sesuai persyaratan yang
ditentukan Konvensi Internasional Tentang Standar Pelatihan,
Sertifikasi dan Tugas Jaga bagi Pelaut (SCTW) 1978 dan sehat
secara medis.
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3.1.7.

a.

3.1.8.

3.1.9.

Rekuitment Personil Darat

Apabila ada lowongan pekerjaan di kantor Perusahaan, Manajer
Operasi akan membahas situasi dengan Kepala Bagian Personil untuk
memutuskan apakah memungkinkan untuk mempromosikan personil
yang ada atau menerima dari luar:

Dalam hal tersebut Manajer Operasi akan memberikan semua calon
pelamar dengan formulir permohonan lamaran kerja Perusahaan.

Bila pelamar yang paling sesuai telah diwawancarai dan diseleksi,
mereka akan dimintai untuk melengkapi Lembaran Cacatan Data
Personil Perusahaan yang stndar;

Selanjutnya karyawan dibuat memahami akan Sistem Manajemen
Keselamatan Perusahaan dan prosedur yang menyangkut tugas dan
tanggung jawabnya.

Rekuiment Personil Kapal.

Perusahaan bertanggung jawab penuh atas pengawakan kapal dengan
pelaut yang berkualifikasi yang memadai sebagaimana dimaksud
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 Tentang
Pelayaran dan SCTW 1978 serta sehat secara medis sesuai dengan:

1) Persyaratan kapal berbendera Indonesia;
2) Persyaratan Internasional;

3) Persyaratan ISM Code; dan

4) Persyaratan bendera lain yang berlaku.

Perusahaan memelihara pencatatan seluruh staf laut dan mengatur
agar mereka melengkapi Lembaran Catatan Personil.

Pengangkatan Nakhoda.

Peruahaan berkebijaksanaan sedapat mungkin mempromosikan
Nakhoda dari dalam perusahaan sehingga kenajuan secara alami akan
pekerjaan, pengalaman dan penilaian terpelihara. Bekerja didampingi
untuk masa periode penyesuaian sepatutnya akan diadakan.

Perusahaan mengetahui pentingnya pengangkatan Nakhoda kapal
dan memastikan bahwa setiap pengangkatan dilaksanakan secara
terkontrol dan dengan sikap tanggung jawab yang dapat diverifikasi
dan diaudit.

SMS memastikan bahwa dukungan dan wewenang yang diperlukan,
diberikan kepada Nakhoda agar ia dapat sepatutnya melaksanakan
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tanggung jawabnya.

Perusahaan mendorong para Perwira untuk menjadi Nakhoda dengan
memberikan training untuk membantu pengembangan karir staf laut.

Apabila perusahaan perlu menerima Nakhoda dari luar perusahaan, ia
akan resmi diinterview oleh Bagian Operasi Kapal dan DP untuk
memastikan bahwa ia memenuhi semua persyaratan perusahaan,
kwalifikasi, memenuhi semua peraturan perundang-undangan yang
terkait dan ia harus mempunyai surat keterangan kasehatan. Nakhoda
yang baru dipromosikan tetap berada dibawah pengawasan senior
manajemen dan DP sampai terbukti akan kemampuannya.

Seluruh Nakhoda harus diberikan pengarahan sepenuhnya di kantor
mengenai kebijaksanaan Perlindungan Lingkungan dan Keslamatan
Perusahaan dan SMS oleh DP.

Nakhoda diberikan tenggang waktu serah terima yang secukupnya
secara praktek untuk memastikan pengenalan yang memadai akan
kapal yang dipimpinnya dan seluruh kriteria pengoperasiannya.

. Seluruh Nakhoda tidak hanya memahami akan Kebijaksaan

Keselamatan dari perusahaan, prosedur dan sistem
pendokumentasian pekerjaan kapal, tapi juga bertanggung jawab atas
penerapannya di kapal.

Sistem SMS telah dirancang dengan cermat untuk memastikan bahwa
manajemen di darat memberikan dukungan yang diperlukan kepada
Nakhoda agar ia dapat melaksanakan semua tanggung jawabnya.

3.1.10. Pengawakan Kapal dan Kwalifikasi.

a.

Perusahaan terlibat untuk memastikan kapal diawaki oleh pelaut yang
berkwalifikasi, bersetifikat dan sehat secara medis sesuai dengan
persyaratan nasional dan internasional.

Bagian Operasi bekerja sama erat dengan DP dan Bagian Administrasi
Kru bertanggung jawab atas permintaan Perwira dan kelasi.

Untuk memastikan kelanjutan penempatan karyawan Perusahaan
harus berusaha mempromosikan dari dalam. Kebijaksanaan ini
memastikan pelaksanaan berkelanjutan pengawasan dan penilaian
pekerjaan Perwira dan Kelasi.

Seluruh Perwira dan Kelasi diperikasa untuk memastikan bahwa
mereka sehat secara medis.

Penerimaan personil baru akan diwawancarai oleh Bagian Kru untuk
menyamain kwalifikasinya.
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f.

Disamping Lembaran Catatan Personil semua Perwira dan Kelasi
yang diterima, diminta untuk melengkapi format-format yang
bersangkutan.

Pengisian Awak Kapal sesuai dengan Sertifikasi Keselamatan Awak
Kapal walaupun setiap saat dapat ditingkatkan bila beban pekerjaan
tinggi dan persyaratan pelayaran memerlukannya.

. Salinan seluruh kwalifikasi Perwira dan Kelasi serta keterangan

dokter harus disimpan di kantor.

3.1.11. Pengenalan Personil Baru Dengan Tugasnya.

a.

Seluruh Perwira dan Kelasi yang bekerja di kapal pertama kali
diperkenalkan dengan tugas dan tanggung jawab, peralatan kapal
sesuai dengan tanggung jawab mereka.

Cek list familiarisasi (pengenalan) keselamatan telah dibentuk oleh
DP. Nakhoda dan KKM untuk memastikan proses pengenalan yang
memadai dan praktis dilaksanakan secara tepat sesuai kapalnya.

Perusahaan dimana memungkinkan berusaha mengatur periode serah
terima selayaknya.

Tidak ada satupun Perwira dan Kelasi diizinkan bertugas jaga
sendirian di kapal untuk pertama kali tanpa pengenalan yang tepat
dan training yang cukup.

Catatan pengenalan dilaksanakan oleh Nakhoda dan tersedia untuk
Internal Audit Keselamatan.

Seluruh Perwira dan Kelasi dibuat supaya memahami akan
Kebijaksanaan Keselamatan Dan Lingkungan.

Seluruh Perwira baru akan diikut sertakan dengan yang lam selama
kurun waktu tertentu untuk pengenalan umum sebelum mereka
dilepas bertugas sendiri.

. Nakhoda menyusun latihan keadaan darurat secara teratur dan

realitas untuk memastikan seluruh Perwira dan Kelasi dapat
menanggapi keadaan darurat.

3.1.12. Ketetapan, Peraturan, Koda dan Garis Haluan

a.

Perusahaan.

Adalah merupakan kebijaksanaan Perusahaan untuk memastikan
bahwa hanya personil yang berkwalifikasi dan terlatih, dan
mempunyai pemahaman yang memadai tentang ketetapan dan
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peraturan, koda dan garis haluan Perusahaan yang dipekerjakan di
kapal.

Perusahaan sudah harus mengadakan perpustakaan panduan tehnik
baik daidarat maupun diatas kapal dan personil dianjurkan untuk
membaca referensi tersebut.

3.1.13. Pelatihan.

a.

Perusahaan harus berpegang pada prinsip bahwa berlatih dalam
bekerja adalah bentuk pelatihan terbaik dan selain dari pengenalan
Perwira dan kelasi baru, kapal dan peralatannya, latihan berkala
adalah praktek yang realities untuk pengoperasian kapal dan
keselamatan pelayaran;

Pelatihan ini dikendalikan oleh Nakhoda dan bila didapatkan
kelemahan, pelatihan akan diulang sehingga para Perwira dan kelasi,
mencapai standar pelatihan yang dapat diterima;

Pertemuan Panitia Keselamatan (Safety Committee Meetings) bulana
diadakan dikapal dan pertemuan-pertemuan tersebut mencakup
pembahasan pelatihan dalam agendanya serta pengaturan-
pengaturannya yang dibuat sepatutnya;

Pelatihan keselamatan yang dilakukan didarat maupun di laut adalah
amat penting terutama dalam menghadapi keadaan darurat yang
mungkin terjadi agar dapat dilaksanakan dengan tujuan untuk
memastikan staf darat dan laut memenuhi persyaratan SMS. Catatan
pelatihan tersebut disimpan dan dipelihara sebagaimana messtinya;

Hasil audit dari pelatihan keselamatan dan analisa kecelakaan,
timbulnya bahaya dan ketidak sesuaian membantu Perusahaan untuk
memastikan kebutuhan pelatihan tambahan atau kemungkinan
perubahan SMS;

Menindak lanjutan implementasi SMS sebuah lampiran/format
Kursus Pelatihan Internal Audit agar sudah disusun untuk
memastikan sejumlah staf di darat dan di laut yang memadai dan
mampu melaksanakan audit independent terhadap Koda SMS.

3.1.14. Komunikasi, Dokumentasi dan Bahasa.

a.

Sistem Manajemen Keselamatan (SMS) yang terdokumentasi
seluruhnya dalam bahasa Inggris dan bagian tertentu diterjemahkan
kedalam bahasa Indonesia untuk memastikan kegiatan terkoordinir
secara efektif;

Untuk memastikan agar setiap orang memahami sepenuhnya akan
Sistem Manajemen Keselamatan (SMS) bagi yang tidak pandai
berbahasa Inggris akan dijelaskan dengan bahasa Indonesia;
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C.

Perusahaan harus berusaha untuk memastikan bahwa seluruh
Dokumentasi Sistem Manajemen Keselamatan telah ditulis secara
jelas dan mudah dimengerti.

3.1.15. Izin Cuti awak kapal (crew).

a.

Nakhoda bertanggung jawab untuk menyetujui/menolak izin cuti
semua awak kapal;

Setelah mendapat persetujuan dari Nakhoda, masing-masing awak
kapal harus melapor kepada Bagian Operasi;

Setiap pelanggaran terhadap peraturan cuti tersebut harus dicatat
oleh Nakhoda dan catatan itu harus diserahkan kepada Bagian
Operasi.

3.1.16. Tanggung Jawab Dan Kewenangan Nakoda.

Perusahaan memberikan wewenang pokok kepada Nakhoda atas:

a.

Melaksanakan kebijaksanaan keselamatan dan perlindungan
perusahaan;

Memotifasi kru (ABK) dalam mematuhi kebijaksanaan ini;

Mengeluarkan perintah dan instruksi yang tepat dengan jelas dan
sederhana;

Mengawasi bahwa persyaratan teertentu dipatuhi; dan

Peninjauan Sistem Manajemen Keselamatan dan pelaporan
kekurangannya kepada manajemen darat;

Wewenanang yang didahulukan dalam membuat keputusan yang
berhubungan dengan keselamatan dan pencegahan pencemaran, serta
meminta bantuan perusahaan sebagaimana yang diperlukan,;

Bertanggung jawab atas masalah-masalah personil dan prilaku ABK
diatas kapal dan melaksanakan tindakan disiplin sebagaimana
mestinya;

. Pengoperasian kapal sesuai dengan semua perundang-undangan

maritim yang berlaku di Pelabuhan, Klasifikasi, peraturan, ketentuan
serta persyaratan pelabuhan setempat ditambah dengan segala
undang-undang dan peraturan-peraturan, Security Clearance dan izin
operasi pelabuhan setempat;

Pengawasan pelaksanaan pekerjaan bawahan langsung seperti
Mualim I (Perwira I) dan Kepala Kamar Mesin (KKM);
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j- Mengenali dan melaksanakan persyaratan pelatihan untuk perwira
dan ABK sehingga semua diatas kapal bisa mengikuti perubahan
tehnologi;

k. Memastikan semua awak kapal (ABK) sepenuhnya siap untuk
menangani masalah darurat dengan mengatur latihan praktek secara
teratur.

3.1.17. Prosedur Anjungan Diatas Kapal.

a. Nakhoda bertanggung jawab terhadap keselamatan pelayaran kapal
yang dia pimpin/tangani;

b. Pada saat tugas jaga Mualim I (Chief Officer) bertanggung jawab
terhadap pelayaran yang aman. Dia harus membantu Nakhoda
sebagai pimpinan diatas kapal;

c. Nakhoda dan Mualim I diperlengkapi dengan peralatan alat bantu
navigasi untuk membantu memastikan pelayaran kapal yang aman.
Alat bantu tersebut tidak akan efektif dan bahkan bisa menimbulkan
bahaya kalau tidak digunakan dengan benar sesuai dengan
kemampuan dengan keterbatasannya. Sedapatnya bila
memungkinkan posisi kapal yang didapat dengan satu cara, harus
selalu diperiksa dengan cara yang lain. Pelampung-pelampung
(Buoys) bisa bergeser dari posisinya dan tidak bisa dijadikan sebagai
patokan penentu posisi kapal;

d. Adalah bahaya menggunakan petunjuk automatic (automatic pilot)
pada perairan yang padat dengan daratan dan perjalanan pendek.
Jadi alat tersebut tidak perlu digunakan,;

e. Peraturan internasional tentang pencegahan tubrukan di laut harus
selalu dipatuhi;

f. Nakhoda harus menulis perintah berjalan (standing order) dengan
jelas dan tepat dan ditandatangani, serta diberi tanggal yang
disediakan Mualiml.

g. Semua personil kapal harus beristirahat dengan cukup sebelum
melakukan tugas jaga Tugas jaga tidak harus diserahterimakan kalau
petugas jaga pengganti kurang sehat secara medis.

3.1.18. Rencana Berlayar

a. Adalah bahaya menggunakan peta yang kadaluarsa atau yang belum
dikoreksi. Peta yang dipakai haruslah peta edisi terakhir dan dikoreksi
menurut terbitan yang paling akhir yang terdapat pada
Pemberitahuan Bagi Pelaut (Notice to Mariners/NTM) secara
mingguan;

b. Untuk memastikan bahwa peta yang digunakan diatas kapal, telah
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dikoreksi. Star Bagian Operasi akan memastikan bahwa kapal
dilengkapi dengan peta edisi terbaru. Mereka juga harus memastikan
bahwa semua peta navigasi telah dikoreksi sesuai NTM yang terbaru;

Haluan atau alur pelayaran yang harus digunakan saat berlayar dari
satu tempat ketempat lain akan ditandai pada peta. Hal ini
merupakan tanggung jawab dari personil Bagian Operasi.

3.1.19. Tugas Jaga Keselamatan Navigasi.

a.

b.

Nakhoda harus berada dianjungan dalam situasi seperti:
1) Saat tiba di terminal (pelabuhan);

2) Saat akan keluar dari pelabuhan;

3) Saat legoh jangkar atau hibob jangkar;

4) Saat berada didaerah padat lalu lintas kapal,;

5) Saat jarak pandang terbatas;

6) Saat mendekati daratn;

7) Saat cuaca buruk.

8) Ketika ada pemberitahuan dari Mualim Jaga

Ketika Nakhoda mengambil alih komando, dia harus
memberitahukan Mualim I secara jelas.

3.1.20. Komunikasi Antara Bagian Deck Dan Kamar Mesin.

a.

b.

Komunikasi erat antara bagian deck dan kamar mesin harus dijaga;

Nakhoda akan berkomunikasi dengan Masines untuk menentukan
RPM (putaran) mesin yang tepat;

Sebelum beroperasi harian (daily), Nakhoda harus berhubungan
dengan KKM untuk memastikan bahwa sistem dan peralatan kapal
bekerja dengan baik;

Nakhoda akan menambah atau mengurangi kecepatan berlayar bila
dianggapnya perlu;

Ketika berlayar dijalur yang sempit, hujan badai keras, embun atau
kabut atau berbagai kondisi lainnya yang membatasi jarak pandang,
Nakhoda harus sebelumnya menginstruksikan Masines agar standby
dan siap untuk mengambil langkah mengendalikan kecepatan kapal
dengan segera;
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f.

Kalau kapal tidak berlayar dengan kecepatan yang memadai, Nakhoda
harus memberitahukan Masines untuk memperbaikinya segera;

Masines harus memberitahu Nakhoda jika kecepatan berlayar yang
diminta dibawah keadaan darurat bisa menyebabkan kerusakan pada
mesin. Akan tetapi Masines tetap harus mematuhi keputusan terakhir
dari Nakhoda yang akan bertanggung jawab penuh atas hal tersebut;

. Masines akan memperoleh persetujuan sebelumnya dan Nakhoda

untuk mengalihkan generator dari yang satu ke yang lainnya.

3.1.21. Keselamatan Navigasi

a.

Nakhoda harus menyatakan secara jelas dan tegas, batas terendah
jarak pandang dimana ia mengharuskan mengambil langkah yang
tepat, bila jarak pandang berkurang dan diperkirakan terjadi dan
pematuhan peraturan yang terkait tentang pencegahan tubrukan di
laut;

Semua perusahaan pelayaran yang mengoperasikan kapalnya harus
mematuhi peraturan perundang-undangan internasional tentang
pencegahan tubrukan di laut;

Peraturan-peraturan ini dilengkapi oleh panduan keselamatan
bernavigasi yang dikeluarkan oleh Maritime Departement.

3.1.22. Keselamatan Penumpang.

a.

Keselamatan seluruh penumpang merupakan fungsi pokok seluruh
anggota crew kapal.

Penerapan yang benar prosedur lainnya pada manual ini (mis.
Prosedur anjungan, prosedur kamar mesin) akan memastikan
keselamatan operasi kapal, keselamatan penumpang dan crew.

Pengontrolan pergerakan penumpang setiap waktu sangatlah penting
untuk memastikan mereka merasakan pengalaman pelayaran yang
tidak terlupakan dan aman.

3.1.23. Boarding Penumpang

a.

Merupakan hal penting bahwa penumpang naik ke kapal secara
teratur.

Tanggung jawab atas pengontrolan penumpang dimulai sebelum
mereka menaiki tangga.

Sebelum penumpang naik pemeriksaan berikut dilakukan oleh
Mualim I :
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1. Akomodasi penumpang aman dari gangguan.

2. Bermacam-macam sampah telah dibersihkan.

3. Tangga telah dicek dan diposisikan dengan aman.

. Personil berada pada posisi stasiun 2 sbb :

1. Seorang crew di dermaga disamping gangway/tangga.
2. Seorang crew di kapal disamping gangway/tangga.

. Saat penumpang mulai naik ke kapal crew di dermaga disamping
gangway/tangga harus:

1. Mengambil kembali sisa potongan Boarding Pass dari penumpang
untuk memastikan bahwa seluruh penumpang menaiki kapal yang
benar.

2. Memastikan bahwa penumpang masuk ke kapal dengan teratur.

3. Membantu penumpang yang mendapat kesulitan menaiki kapal.

Crew yang berada di kapal disamping gangway/tangga harus:

1. Memastikan bahwa penumpang naik dengan selamat.

2. Memastikan bahwa penumpang melintasi gangway/tangga dengan
cepat untuk memberikan kesempatan kepada penumpang

dibelakangnya yang belum naik.

3. Mengklarifikasikan tempat duduk dan hal-hal lain yang
meragukan penumpang.

. Ketika penumpang selesai naik kekapal dengan selamat hal-hal
berikut harus di cek:

1) Gangway/tangga harus disimpan dan pintu samping kapal ditutup
dan dikunci.

2) Seluruh gang diantara kursi bebas dari bagasi untuk memastikan
penumpang bisa bergerak bebas dan selamat diatas kapal.

3) Bagasi berat atau besar disimpan dengan aman.

. Jumlah boarding penumpang kapal dipastikan oleh inspector
pelabuhan dengan menggunakan meter pintu putar atau sistem
computer pengontrol tiket. Jumlah penumpang harus diserahkan
kepada kapten ketika kapal meninggalkan terminal. Penting bagi
Nakhoda harus tahu persis jumlah pasti penumpang dan awak kapal
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ketika kapal dalam perjalanan.
Informasi Keselamatan

. Penting bagi penumpang diberikan informasi keselamatan sebelum
kapal berlayar ke perairan terbuka.

. Nakhoda atau mualim I bertanggung jawab untuk mengumumkan
atau menyetel rekaman informasi keselamatan melalui audio sistim

pada saat kapal berangkat dari terminal.

Untuk memastikan bahwa penumpang tergerak untuk mendengarkan
rekaman tersebut. Pengumuman diberikan kepada penumpang:

1. Ingatkan mereka akan pentingnya prosedur keselamatan.
2. Memberitahu mereka lokasi lifejackets.

3. Memberitahu mereka tentang tanda-tanda informasi keselamatan
dan poster.

4. Memberitahu mereka untuk tetap tenang dalam keadaan darurat
dan mengikuti petunjuk dari kru yang telah terlatih.

. Anggota crew harus menjawab semua pertanyaan tentang
keselamatan dari penumpang. Jika ada keraguan dipihak crew, dia
harus menghubungi Nakhoda atau mualim I.

Selama Perjalanan

. Selama pelayaran ruang penumpang harus setiap saat dijaga paling
tidak oleh seorang crew.

. Anggota crew harus memastikan bahwa:
1. Para penumpang tidak ketempat yang terlarang bagi mereka.

2. Penumpang tidak bersandar kesisi kapal atau dengan cara lain
apapun membahayakan diri mereka.

3. Menyalah-gunakan peralatan keselamatan.
4. Anak-anak tetap dibawah pengawasan.

. Jika kapal ditunda karena alasan tertentu, penumpang harus
diberitahu dan tetap diberikan pemberitahuan yang terbaru.

. Bila penumpang membuat suara gaduh (mis. Radio, tape, alat music,
jeritan atau menyebabkan rasa terganggu terhadap penumpang lain)
maka crew akan menasehatkan penumpang untuk menghentikan
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perbuatan tersebut.

. Kru harus memberitahu penumpang untuk tidak merokok didalam
ruangan penumpang dan jika penumpang tidak mematuhinya, maka
kru harus melaporkan kepada Nakhoda yang akan segera
menghubungi inspector pelabuhan dan polisi.

Dalam hal penumpang luka/sakit berat atau melahirkan dikapal,
maka Nakhoda harus:

1. Minta bantuan melalui alat pemberitahuan umum dari
penumpang yang berpengetahuan medis atau pertolongan
pertama.

2. Meminta penumpang lain menyingkir dari tempat kejadian agar
bantuan secepatnya dapat diberikan kepada penumpang yang
membutuhkannya dan menginstruksikan crew agar mengontrol
kerumun manusia.

3. Selimuti penumpang yang luka atau sakit dengan selimut.

4. Hubungi perusahaan (operasi) dan terminal pelabuhan dengan
radio untuk menghubungi ambulan, polisi, dsb.

5. Jika penumpang yang luka atau sakit dalam keadaan sadar
tanyakan nomor telepon keluarga terdekatnya.

6. Jangan berikan obat apapun kepada penumpang yang luka atau
sakit karena hal tersebut mungkin akan menyebabkan pengaruh
sampingan yang tidak diinginkan.

7. Jika bantuan dari penumpang tidak ada maka Nakhoda akan;

8. Memberikan bantuan yang sesuai seperti pertolongan pertama
pada penumpang.

9. Laporkan hal tersebut kepada operasi dan minta bantuan yang
diperlukan dan laporkan polisi.

10. Rubah haluan ke pelabuhan terdekat agar penumpang dapat
secepatnya menerima perawatan medis di rumah sakit.

. Pada waktu hujan, mualim I dan crew menurunkan gorden dan
menyeka kering kursi penumpang dan deck.

. Hindarkan deck menjadi licin.

Sikap pelayanan
Sebagai transportasi umum, staff harus memberikan pelayanan yang
bermutu dan dapat berinteraksi dengan penumpang dari segala
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lapisan. Bekerja dengan semangat, berlaku sopan dan ramah.

Pada saat menerima keluhan tulus dari penumpang, Nakhoda harus
mendengarkan dengan sabar dan kemudian memerintahkan mualim
atau kelasi untuk meneliti dan memecahkan masalah dengan
memuaskan. Jika tidak ada penyelesaian yang memuaskan, Nakhoda
akan minta bantuan seperlunya dari perusahaan.

. Dalam menghadapi penumpang yang keterlaluan atau tidak
bekerjasama, Nakhoda akan memberikan penjelasan yang sesuai (mis.
Berkenaan dengan kebijaksanaan perusahaan dan peraturan hokum)
dengan sikap ramah dan bersahabat. Kata-kata kotor dilarang
dipergunakan.

Menghadapi penumpang yang masuk keanjungan tanpa izin untuk
komplain, Nakhoda akan:

1) Mengajaknya untuk meninggalkan anjungan demi keselamatan
navigasi pelayaran.

2) Yakinkan bahwa komplainnya akan ditangani setelah kapal
sandar.

3) Memberitahu pelabuhan dan ruang control untuk tindakan yang
tepat.

. Untuk komplain yang ditujukan terhadap perusahaan, sarankan
penumpang untuk menghubungi Dep. Operasi.

Penumpang turun
. Menjelang tiba didaerah tujuan seorang anggota crew harus berjaga
diposisi tangga dan penumpang harus dijaga jangan mendekati

daerah tangga.

. Sebelum merapatkan tangga Mualim I harus memastikan dulu bahwa
kapal benar-benar dalam posisi yang aman.

Setelah itu barulah perintah diberikan agar tangga diletakkan dengan
tepat.

. AB harus mengawasi tangga, untuk memastikan bahwa tangga
terletak aman untuk penumpang turun.

. Seorang crew harus ditempatkan pada sisi kapal dan seorang lagi
harus ditempatkan di dermaga disamping tangga.

Penumpang yang memerlukan bantuan pada waktu turun harus
benar-benar dibantu oleh crew.
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g. Pada waktu seluruh penumpang telah turun dari kapal, Mualim I
harus memerintahkan kru untuk memeriksa seluruh akomodasi
penumpang dan kamar kecil untuk memastikan:

1. Seluruh penumpang telah turun dengan selamat.

2. Penumpang telah mengambil seluruh bagasi / dan barang milik
mereka.

3. Akomodasi dalam keadaan bersih untuk boarding penumpang.
Membawa orang sakit (pasien) diatas kapal
Pasien dibawa keatas kapal sesuai dengan keadaan berikut:
1. Tempat tidur dan peralatan medis tersedia untuk pasien.
2. Pasien harus ada surat rekomendasi dari rumah sakit.

3. Nakhoda meminta operasi untuk menyediakan ambulan yang
menunggu di pelabuhan tujuan.

Membawa jenazah

Ketika membawa jenazah harus disertai dengan dokumentasi sebagai
berikut:

1. Surat keterangan kematian dari rumah sakit.
2. Surat keterangan kematian dari polisi

3. Surat keterangan kematian dari camat

4. Surat keterangan kematian dari karantina

Nakhoda harus meminta operasi menyediakan ambulan pada pelabuhan
tujuan.

3.2. Manajemen Keamanan Kapal.
3.2.1. Pemilik atau Operator kapal (Perusahaan Pelayaran)

Pemilik atau operator kapal yang mengoperasikan kapal untuk ukuran
tertentu sebagaimana dimaksud Pasal 170 ayat (1) undang-undang
tersebut butir 1 diatas harus memenuhi persyaratan manajemen
keamanan kapal.

Kapal yang telah memenuhi persyaratan manajemen keamanan kapal
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sebagaimana dimaksud ayat (1) diberi sertifikat.

Sertifikat Manajemen Keamanan Kapal sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) berupa Sertifikat Keamanan Kapal Internasional
(International Ship Security Certificate/ISSC).

Perusahaan Pelayaran sebagaimana dimaksud ayat (2) diatas adalah
sebagai organisasi yang telah memikul tanggung jawab atas
pengoperasian kapal dan telah menyetujui untuk melaksanakan
semua kewajiban dan tanggung jawab yang diwajibkan sebagaimana
yang ditentukan Bab XI-2 Bagian A ISPS Code 2002.

Perusahaan Pelayaran sesuai dengan kewajibannya, diharuskan untuk
mendokumentasikan tanggung jawab, wewenang dan hubungan
kerja antara seluruh personil yang mengatur, melaksanakan dan
memeriksa pekerjaan yang berkaitan serta yang berpengaruh
terhadap keselamatan keamanan kapal dan fasilitas pelabuhan serta
pencegahan pencemaran yang meliputi :

a. Pada keamanan tingkat siaga I, aktivitas yang harus dilaksanakan
dengan melalui cara-cara yang tepat, pada semua kapal dengan
berpadoman pada petujuk pelaksanaan yang terdapat pada bab XI-2
dan bagian A serta bagian B ISPS Code, dalam rangka
mengidentifikasi dan mengambil tindakan pencegahan terhadap
insiden keamanan seperi :

b. Untuk memastikan bahwa pelaksanaan semua tugas-tugas
keamanan kapal berada pada tempatnya.

c. Untuk mengawasi orang-orang yang tidak berkepentmgan naik di
atas kapal.

d. Mengawasi keberangkatan para penumpang kapal dan barang
bawaanya, dan memastikan bahwa hanya orang-orang yang
berkepentingan diberi hak naik ke atas kapal.

e. Mengawasi area diatas kapal dan area sekeliling kapal dengan
melakukan perondaan secara terus-menerus.

f. Mengawasi pcnanganan muatan barang-barang berbahaya diatas
kapal dan gudang yang terdiri dari cair, padat dan gas.

g. Memastikan bahwa komunikasi keselamatan dan keamanan kapal
dan fasilitas pelabuhan selalu dalam keadaan siap operasi.

h. Pada tingkat siaga 2 tindakan pencegahan tambahan, yang
ditetapkan dalam pedoman khusus ini harus diterapkan untuk
masing-masing kegiatan secara terinci sebagaimana yang dimaksud
huruf b tersebut diatas dengan memperhatikan petunjuk
pelaksanaan yang terdapat pada Bagian B ISPS Code.
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1.

Pada tingkat siaga 3 tindakan pencegahan khusus lebih lanjut, yang
ditetapkan dalam rancangan masing-masing Kkegiatan secara
terperinci sebagaimana yang dimaksud huruf b tersebut diatas.

Pada tingkat siaga 2 atau 3 keadaan darurat ini, perusahaan
pelayaran berkewajiban untuk mengikuti petunjuk-petunjuk yang
ditetapkan oleh Syahbandar selaku pemegang kuasa undang-undang
(Otoritas Negara) di Pelabuhan dimana kapal-kapalnya harus
mengikuti instruksi sesuai dengan perubahan tingkat keamanan
yang ditetapkan.

Sebelum memasuki suatu pelabuhan atau sedang berada dalam
suatu pelabuhan yang telah menetapkan tingkat siaga 2 atau 3,
maka setiap nakhoda kapal harus memperhatikan petunjuk-
petunjuk yang ditetapkan syahbandar (otoritas pelabuhan)
setempat dan harus mengkonfirmasikan kepada petugas keamanan
perusahaan dan petugas keamanan fasilitas pelabuhan setempat
tentang implementasi awal tindakan dan prosedur yang harus
dilakukan oleh para petugas keamanan kapal dan fasilitas pelabuhan.

Dalam kasus tingkat 3 harus memperhatikan dengan secara tepat
instruksi-instruksi yang dikeluarkan oleh negara-negara (otoritas)
pelabuhan setempat yang telah menetapkan tingkat siaga 3 dimana
setiap nakhoda kapal harus melaporkan berbagai kesulitan didalam
implementasi pelaksanaannya.

. Dalam situasi demikian petugas keamanan kapal dan petugas

keamanan fasilitas pelabuhan dianjurkan untuk berhubungan dan
berkoordinasi tentang tindakan yang akan diambil, jika suatu kapal
diwajibkan oleh Syahbandar / Otoritas negara pelabuhan setempat
dalam menetapkan, atau telah berada pada suatu tingkatan
keamanan yang lebih tinggi dibandingkan yang ditetapkan untuk
pelabuhan tempat kapal harus masuk atau dimana kapal telah
berada maka setiap nakhoda kapal, harus segera memberitahukan
kepada Syahbandar / Otoritas pelabuhan setempat.

Dalam situasi demikian maka petugas keamanan kapal dapat
bertindak sebagai penghubung dengan petugas keamanan fasilitas
pelabuhan.

Kapal yang mengibarkan benderannya diwajibkan untuk
menetapkan tingkat siaga 2 dimana kapal tersebut berada didalam
pelabuhan setempat dan harus menginformasikan kepada
Syahbandar (Habour Master) setempat dan kepada Negara
Pantai (Coastal State) yang terdekat tentang informasi yang
menarik perhatian mereka yang mungkin mempengaruhi
keselamatan keamanan maritim diwilayahnya.

Segera memberitahukan kepada nakhoda kapal tentang tingkat
keamanan yang bisa diterapkan Negara-Negara Pantai atau Negara
Bendera peserta konvensi, yang harus memperhatikan petunjuk
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pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada Bagian B ISPS Code
juga memberitahu nakhoda kapal tersebut tentang segala tindakan
keamanan yang harus mereka ambil dan jika diperlukan terhadap
tindakan yang telab diambil oleh negara-negara peserta konvensi
untuk dapat memberikan perlindungan terhadap ancaman
tersebut.

. Perusahaan Pelayaran harus memastikan bahwa rancangan
keamanan kapal berisi suatu statemen jelas yang menegaskan
bahwa nakhoda mempunyai otoritas untuk membatalkan atau
menolak dan bertanggung jawab untuk membuat keputusan
berkenan dengan keselamatan dan keamanan kapal, dan dapat
meminta bantuan kepada perusahaan atau kepada setiap Negara
peserta konfrensi apabila diperlukan.

Perusahaan Pelayaran wajib memastikan bahwa perwira keamanan
perusahaan, Nakhoda dan perwira keamanan kapal diberi dukungan
yang perlu untuk memenuhi tanggung jawab dan tugas-tugas
mereka sesuai bab XI-2 ISPS Code.

Perusahaan Pelayaran diharuskan mengangkat personil-personil
keamanan yang terdiri dari perwira keamanan perusahaan yang
berpangkalan di darat dan perwira keamanan kapal untuk
memberi dukungan sepenuhnya kepada nakhoda dalam memenuhi
tanggung jawab akan tugas-tugas mereka sebagaimana dirnaksud
bab 1-2 dan bagian A ISPS Code.

Perusahaan Pelayaran sesuai kewajiban harus mengembangkan
dan melaksanakan suatu sistem manajemen keselamatan dan
keamanan kapal sesuai persyaratan yang mencakup:

1. Kebijaksanaan keselamatan dan perlindungan lingkungan.
2. Instruksi dan prosedur untuk menjamin pengoperasian kapal
yang aman dan perlindungan lingkungan sesuai dengan

peraturan internasional dan nasional yang berlaku.

3. Menentukan tingkat jalur kewenangan dan jalur komunikasi
antara personil di darat dan dikapal.

4. Prosedur pelaporan kecelakaan dan penyimpangan terhadap
persyaratan sebaiknya dihidarkan dan tetap berpadoman pada
peraturan perundang undangan yang berlaku.

5. Prosedur untuk persiapan dan penanggulangan keadaan
darurat.

6. Prosedur audit intern dan tinjauan manajemen harus
dipelihara.
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Perusahaan Pelayaran sesuai kewajiban diharuskan menetapkan
suatu sistem dokumentasi sesuai tanggungjawab dan wewenang
dalam hubungan kerja antara seluruh personil yang mengatur,
melaksanakan dan memeriksa pekerjaan yang berkaitan dengan
keselamatan keamanan kapal serta pencegahan pencemaran.

Perusahaan Pelayaran bertanggung jawab untuk menjamin
tersedianya sumber daya yang memadai dan dukungan dari darat
agar petugas yang ditunjuk dapat melaksanakan tugasnya dengan
tepat dan benar.

Perusahaan Pelayaran diwenangkan untuk mengangkat petugas
keamanan perusahaan yang bertindak sebagai perwira untuk satu
kapal atau lebih tergantung pada jumlah atau jenis kapal yang
dioperasikan perusahaan dengan syarat secara tegas disebutkan
kapal yang mana tempat petugas tersebut bertanggungjawab.

Perwira Keamanan Perusahaan

Tugas dan tanggung jawab perwira keamanan perusahaan meliputi,
tetapi tidak terbatas pada :

Menyarankan tingkat ancaman yang tampaknya harus dihadapi
oleh kapal dengan menggunakan penilaian keamanan yang sesuai
dan informasi lain yang terkait.

Memastikan bahwa penilaian keamanan kapal dilaksanakan

Memastikan pengembangan ini, kepatuhan untuk persetujuan dan
sesudah itu implementasi dan pemeliharaan rancangan keselamatan
keamanan kapal.

Memastikan bahwa rancangan keselamatan keamanan kapal ini
dimodifikasi  sebagaimana  mestinya  untuk  mengoreksi
kekurangan-kekurangan dan mencukupi persyaratan keselamatan
keamanan kapal secara individual.

Mengatur audit intern dan tinjauan ulang aktifltas keamanan

Mengatur verifikasi kapal yang pertama dan selanjutnya oleh
administrasi atau orgamsasi keamanan yang diakui.

Memastikan bahwa  kekurangan-kekurangan dan tidak
kesesuaian yang ditemukan selama audit intern, tinjauan ulang
berkala, pemeriksaan keamanan dan verifikasi terhadap
pemenuhan persyaratan dengan segera dipenuhi dan dilengkapi.

Meningkatkan kesadaran dan kewaspadaan keselamatan dan
keamanan kapal.
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3.2.3.

Memastikan pelatihan yang cukup wuntuk personil yang
bertanggungjawab dalam keselamatan dan keamanan kapal.

Memastikan komunikasi dan kerjasama secara efektif antara
petugas keselamatan keamanan kapal dan para petugas
keselamatan keamanan fasilitas pelabuhan yang terkait.

Memastikan konsistensi antara persyaratan keselamatan dan
persyaratan keamanan.

. Memastikan bahwa jika rancangan keselamatan dan keamanan

kapal yang sejenis atau armada kapal, digunakan dalam
rancangan untuk masing-masing kapal harus menyehutkan
informasi khusus yang akurat.

Memastikan bahwa alternatif apapun atau pengaruh yang sama
yang disetujui untuk kapal tertentu atau kelompok kapal diterapkan
dan dipelihara.

Perwira Keamanan Kapal

Tugas dan tanggungjawab perwira keamanan kapal meliputi,
tetapi tidak terbatas pada :

Melakukan pemeriksaan keselamatan dan keamanan kapal secara
reguler untuk memastikan bahwa tatacara keamanan yang sesuai
tetap terjaga;

Menjaga dan mengawasi implementasi rancangan keselamatan
dan keamanan kapal termasuk setiap amandemen terhadap
rancangan dimaksud;

Mengkoordinir  aspek  keselamatan dan keamanan terhadap
kegiatan =~ bongkar = muat bangkar dan pergudangan dengan
personil diatas kapal lainnya dan dengan para petugas keamanan
fasilitas pelabuhan yang terkait;

Mengusulkan modifikasi terhadap rancangan keamanan kapal,;

Melaporkan kepada petugas keselamatan dan keamana perusahaan
mengenai kekurangan-kekurangan dan ketidak sesuaian-ketidak
sesuaian yang ditemukan selama audit internal, tinjauan ulang
berkala, pemeriksaan keamanan dan verifikasi pemenuhan dan
penerapan tindakan korektif;

Meningkatkan kesadaran dan kewaspadaan keselamatan keamanan
di atas kapal; dan memastikan bahwa pelatihan yang cukup telah
diberikan kepada personil diatas kapal, yang sesuai;

Mengkoordinir rancangan keamanan kapal untuk
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diiplementasikan dengan petugas keamanan perusahaan dan
petugas keamanan fasilitas pelabuhan yang terkait dan melaporkan
semua insiden keamanan kepada Syahbandar (otoritas pelabuhan)
terdekat; dan

i. Memastikan bahwa peralatan keselamatan dan keamanan dapat
dioperasikan dan harus diuji, dikalibrasi dan dipelihara dengan
baik, secara terus menerus.

3.2.4. Otoritas Nakhoda {Master’s Authority)
a. Kewenagan Nakhoda

Nakhoda sesuai bab XI-2 dan Bagian A ISPS Code, mempunyai
Otoritas membatalkan atau menolak dan bertanggung jawab untuk
membuat keputusan berkenan dengan keselamatan dan keamanan
kapal, dan untuk meminta bantuan perusahaan atau setiap Negara
Peserta apabila diperlukan.

Nakhoda untuk kapal motor ukuran GT 35 (tiga puluh lima Gross
Tonnage) atau lebih memiliki wewenang penegakan hukum dan
bertanggung jawab atas keselamatan, keamanan dan ketertiban kapal,
pelayar dan barang muatan sebagaimana dimaksud Pasal 137 ayat (1)
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 Tentang
Pelayaran.

Nakhoda sebagaimana dimaksud butir 1 huruf a diatas diberi tugas dan
kewenangan khusus yaitu:

1. membuat cacatan setiap kelahiran;

2. membuat catatan setiap kematian; dan

3. menyaksikan dan mencatat surat wasiat.

Nakhoda berwenang memberikan tindakan disiplin atas pelanggaran
yang dilakukan setiap Anak Buah Kapal yang:

1. Meninggalkan kapal tanpa izin Nakhoda;

2. Tidak kembali kekapal pada waktunya;

3. Tidak melaksanakan tugas dengan baik;

4. Menolak perintah penugasan;

5. Berperilaku tidak tertib; dan/atau berperilaku tidak layak

sebagaimana dimaksud Pasal 143 ayat (3) Undang-Undang No.17
Tahun 2008
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b. Hak dan Kewajiban Nakhoda :

Nakhoda sebagaimana dimaksud Pasal 138 ayat (3) Undang-Undang
RI Nomor 17 Tahu 2008 Tentang Pelayaran berhak menolak untuk
melayarkan kapalnya apabila mengetahui kapal tersebut tidak
memenuhi persyaratan kelaiklautan;

Untuk tindakan penyelamatan sebagaimana dimaksud Pasal 139
undang-undang tersebut diatas berhak menyimpang dari rute yang
telah ditetapkan dan mengambil tindakan lainnya yan diperlukan.

Nakhoda berkewajiban untuk melaksanakan secara efektif
yurisdiksi negara benderanya yang dipimpin mengenai
administratif, teknis dan sosial atas kapal yang mengibarkan
benderanya, sebagaimana dimaksud pasal 94 ayat 1 Hukum Laut
Internasional 1982.

Nakhoda wajib mengambil tindakan yang diperlukan bagi kapal
yang memakai benderanya untuk menjamin keselamatan di laut,
sebagaimana dimaksud pasal 94 ayat 3 Hukum Laut Internasional
1982.

Nakhoda yang sedang berlayar dan mengetahui adanya cuaca buruk
yang membahayakan keselamatan berlayar wajib memperluaskannya
kepada pihak lain dan/atau instansi pemerintah terkait sebagaimana
dimaksud Pasal 132 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran

Nakhoda wajib menolak dan memberitahukan kepada instansi yang
berwenang apabila mengetahui muatan yang diangkut tidak sesuai
dengan dokumen muatan sebagaimana dimaksud Pasal 137 ayat (4)
Undang-Undang Pelayaran No.17 Tahun 2008

Nakhoda diwajibkan bertindak dengan kecakapan dan kecermatan,
serta kebijaksanaan yang sedemikian sebagaimana yang diperlukan
untuk melakukan tugasnya. Ia bertanggung jawab untuk segala
kerugian yang ditrtbitkan olehnya dalam jabatannya kepda orang-
orang lain karena Kkesegajaan atau kesalahan yang besar
sebagaimana dimaksud Pasal 342 KUHD.

Nakhoda diwajibkan mentaati dengan cermat segala peraturan yang
lazim dan ketentuan-ketentuan yang berlaku guna menjamin
kesanggupan berlayar dan keamanan kapalnya, keamanan para
penumpang dan barang muatannya. Tidak dibenarkan Nakhoda
menempuh suatu perjalanan, kecuali apabila kapal yang sanggup
melaksanakan perjalanan itu, telah diperlengkapi sepatutnya dan
dianakbuahi secukupnya sebagaimana dimaksud pasal 343 KUHD;

Dimana saja itu diharuskan oleh peraturan-peraturan, undang-
undang, kebiasaan atau kewaspadaan, maka wajiblah Nakhoda
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memakai seorang pandu laut sebagaimana dimaksud Pasal 344
KUHD.

Nakhoda diwajibkan merawat barang-barang seorang penumpang
yang meninggal selama perjalanan, yang berada di kapal dan dari
barang-barang itu harus dibuatnya atau disuruh membuatnya suatu
daftar perincian dihadapan dua orang penumpangn, daftar mana
harus ditanda-tangani oleh Nakhoda dan dua orang penumpang itu
sebagaimana dimaksud Pasal 346 KUHD.

Nakhoda harus (wajib) menyimpan semua dokumen di kapal:

Surat-laut atau pas-kapal, surat-ukur dan suati ikhtisar dari register
kapal, yang memuat semua permintaan tempat yang mengenai
kapalnya sampai pada hari keberangkatan yang terakhir dari suatu
pelabuhan Indonesia;

Daftar anak-kapal, surat keteragan muatan, chapterparty dan semua
konosemen ataupun turunan-turunan dari surat itu;

Semua ketentuan undang-undang dan peraturan-peraturan yang
berlaku bagi perjalanan dan lain-lain surat yang diperlukan;

Mengenai chapterparty dan surat-surat konosemen, kewajiban ini
tidak berlaku dalam keadaan-keadaan yang ditetapkan oleh Menteri
Pelayaran (Menteri Perhubungan) sebagaimana dimaksud Pasal 347
KUHD.

Nakhoda harus (wajib) mengusahakan, supaya dikapalnya
diselenggarakan sebuah buku harian kapal (register harian atau jurnal),
dalam mana dicatat dengan cermat segala peristiwa yang cukup penting
yang terjadi selama perjalanan. Selain dari pada itu Nakhoda sebuah
kapal yang digerakkan dengan tenaga mesin, harus pula mengusahakan,
oleh seorang anggauta regu kamar mesin diselenggarakan sebuah buku
harian mesin sebagaimana dimaksud Pasal 348 KUHD.

Nakhoda dan pengusaha kapal diwajibkan, atas permintaan, memberikan
kesempatan kepada pihak-pihak yang berkepentingan untuk melihat
buku-buku harian tersebut, dan atas pembayaran biaya-biaya,
memberikan kepada mereka turunan-turunan dari buku-buku itu
sebagaimana dimaksud Pasal 350 KUHD.

Apabila Nakhoda, mengenai hal-hal yang penting, telah mengadakan
permusyawaratan dengan anak-anak kapal (ABK), maka nasehat-nasehat
yang telah diberikan, harus dicatat dalam buku harian kapal sebagaimana
dimaksud Pasal 351 KUHD.

Dalam waktu 48 jam setelah tibah disuatu pelabuhan darurat atau di
pelabuhan terakhir, maka Nakhoda diwajibkan memperlihatkan buku
harian kapalnya atau buku-buku harian kapalnya kepada pegawai
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pendaftaran anak kapal (Syahbandar) dan menyuruh menandatangani
olehnya sebagai tanda telah diperiksanya sebagaimana dimaksud
Pasal 352 KUHD.

Di dalam kapal harus ada suatu register hukuman, yang halaman demi
halaman dibubuhi parapnya pegawai pendaftaran anak kapal
(Syahbandar). Dalam register ini dilakukan pembukuan-pembukuan
yang dimaksudkan Pasal 390, sedangkan didalamnya dicatat pula segala
kejahatan yang dilakukan diluar wilayah Indonesia ditas kapal. Atas
permintaan yang dilakukan oleh atau atas nama Nakhoda, maka pegawai
pendaftaran anak-kapal (Syahbandar) akan membubuhi catatan
“melihat” yang ditanggali dan ditanda-tanganinya sebagaimana
dimaksud Pasal 352a KUHD.

Apabila muatannya telah menderita suatu kerugian, ataupun apabila
telah terjadi suatu peristiwa yang luar biasa, maka wajiblah Nakhoda
dalam waktu 3X24 jam setelah kapal itu tiba dalam suatu pelabuhan,
dimana terdapat seorang pegawai yang berkuasa (Syahbandar) untuk
membuat suatu keterangan kapal, setidak-tidaknya meminta membuat
suatu keterangan kapal sementara. Tiap-tiap keterangan sementara harus
dalam waktu tigapuluh hari disusuli dengan keterangan yang lengkap.
Diluar wilayah Indonesia, Nakhoda itu harus menghadap kepada pegawai
konsuler Indonesia, atau apabila pegawai yang demikian tidak ada,
kepada pengusa yang berwajib sebagaimana dimaksud Pasal 353 KUHD.

Sekalian ABK yang ditunjuk oleh Nakhoda diwajibkan dalam pembuatan
surat keterangan kapal, memberikan bantuan mereka dengan
memberikan suatu pernyataan tentang pendapat mereka sebagaimana
dimaksud Pasal 355 KUHD.

Dalam keadaan darurat Nakhoda berhak selama perjalanan, mengambil
bahan-bahan makanan yang menjadi kepunyaan para penumpang atau
termasuk muatan dengan memberikan ganti rugi, dengan maksud
memakai bahan-bahan tadi untuk kepentingan segenap orang yang
berada dalam kapal sebagaimana dimaksud Pasal 357 KUHD.

Kepada orang-orang yang berada dalam keadaan bahaya dan terutama
apabila kapalnya tersangkut dalam suatu peristiwa tubrukan, kepada
kapal-kapal lain yang tersangkut dalam penubrukan itu, dan orang-orang
yang berada didalamnya, wajiblah Nakhoda memberikan pertolongan
yang dapat diberikannya tanpa membawa kapal sendiri dan penumpang-
penumpangnya dalam bahaya yang besar. Selain dari itu wajiblah ia,
sekedar itu dapat didahulukannya, kepada kapal-kapal lainnya yang
tersangkut dalam peristiwa tadi, memberitahukan nama kapalnya
sendiri, nama pelabuhan dimana kapal itu terdaftar dan nama
pelabuhan-pelabuhan yang telah disinggahinya dan yang dituju oleh
kapalnya. Jika Nakhoda tidak memenuhi kewajiban-kewajiban ini, maka
yang demikian itu tidak member hak untuk menutut si pengusaha kapal
sebagaimana dimaksud Pasal 358a KUHD.
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Pasal 358a diatas, berkaitan erat dengan Pasal 478 KUHP dimana
disebutkan: Seorang Nakhoda kapal Indonesia yang sengaja tidak
memenuhi kewajibannya menurut ayat pertama Pasal 358a Kitab
Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) untuk memberikan
pertolongan kalau kapalnya terlibat dalam suatu tubrukan diancam
dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

Nakhoda sebuah kapal Indonesia, yang menuju Indonesia dan sedang
berada disuatu pelabuhan di luar wilayah Indonesia, iapun atas
permintaan pegawai konsuler Indonesia atau dimana telah asda pegawai
seperti itu, atas permintaan penguasa setempat, wajib membawa pelaut-
pelaut warganegara dan penduduk Indonesia yang membutuhkan
pertolongan disitu, ke Indonesia. Biaya-biaya untuk itu ditanggung oleh
Negara. Penetapan biaya-biaya-biaya itu dilakukan atas dasar yang
ditentukan oleh Menteri Pelayaran (Menteri Perhubungan) sebagaimana
dimaksud Pasal 358b KUHD.

Nakhoda wajib menyelenggarakan susunan anak buah (ABK) dan
menyelenggarakan segala apa yang berhubungan dengan pemuatan dan
perlengkapan kapalnya, termasuk didalamnya pemunggutan upah-upah
untuk itu, sebegitu jauh pengusaha kapal tidak telah menyuruh orang-
orang lain untuk melakukannya sebagaimana dimaksud Pasal 359
KUHD.

Ditempat-tempat dimana pengusaha kapal tidak mempunyai perwakilan,
sedangkan ia sendiri tidak bias mengambil tindakan-tindakan secara
mudah, maka berhaklah Nakhoda memperlengkapi kapalnya dengan
dengan segala apa yang diperlukan dan melakukan segala tindakan, yang
perlu berhubung dengan pemakaian kapal itu sesuai dengan tujuan yang
oleh pengusaha diberikan kepada kapal tersebut atau yang diperlukan
untuk menyelamatkan kapal itu. Namun demikian, terhadap pihak ketiga
dengan itikat baik telah mengadakan perjanjian-perjanjian dengan
Nakhoda, hal tidak berkuasanya Nakhoda, tak dapat dipertengkarkan
atas dasar bahwa pengusaha itu mempunyai perwakilan setempat atau
dengan mudah ia sendiri dapat mengambil tindakan-tindakan yang
diperlukan sebagaimana dimaksud Pasal 360 KUHD.

Di luar wilayah Indonesia, Nakhoda dapat digugat dimuka Hakim
tentang segala urusan yang mengenai kapalnya dan dapatlah ia berlaku
sebagai penggugat untuk si pengusaha. Pengusaha ini, setiap waktu dapat
mengoper perkaranya. Segala putusan Hakim yang diperoleh oleh atau
terhadap Nakhoda, harus dianggap telah diperoleh oleh atau terhadap
pengusaha. Di luar wilayah Indonesia maka segala surat panggilan
jurusita yang diperuntukkan bagi pengusaha dapat dijalankan di kapal
sebagaimana dimaksud Pasal 361 KUHD.

Nakhoda hanya berkuasa menyelenggarakan perbaikan-perbaikan luar
biasa memberani atau menjual kapalnya, apabila kapal itu berada di luar
wilayah Indonesia dan ada suatu kejadian yang begitu mendesak, hingga
tidak sepatutnya lagi untuk menunggu perintah-perintah dari pengusaha
atau dari seorang yang berkuasa untuk bertindak atas nama pengusaha.
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Penjualan tersebut diatas harus dilakukan dimuka umum sebagaimana
sebagaimana dimaksud Pasal 362 KUHD.

Terhadap pengusaha Nakhodapun selamanya harus bertindak menurut
ketentuan-ketentuan dengan mana ia telah diangkat dan menurut
perintah-perintah yang diberikan kepadanya berdasarkan pengangkatan
itu, asal saja ketentuan-ketentuan atau perintah itu tidak bertentangan
dengan kewajiban-kewajiban yang oleh undang-undang dibebankan
kepadanya sebagai pemimpin kapal. Iapun senantiasa harus melaporkan
kepada pengusaha tentang segala apa yang mengenai kapal dan
muatannya, dan meminta perintahnya, sebelum ia melakukan suatu
tindakan yang mempunyai kepentingan keuangan. Untuk selanjutnya
maka ketentuan Pasal-pasal 359-362 berlaku juga terhadap perhubungan
antara dia dan pengusaha sebagimana dimaksud Pasal 364 KUHD.

Apabila di luar wilayah Indonesia Nakhoda itu tidak mempunyai dana-
dana guna pembiayaan pengeluaran-pengeluaran yang perlu untuk
meneruskan perjalannya, sedangkan ia tidak dapat memperolehnya pula
dengan jalan memberikan wesel-wesel atas nama pengusaha, atau
dengan jalan lain, maka berhaklah Nakhoda itu meminjam uang dengan
mempertaruhkan kapalnya, sebagai jaminan, ataupun jikalau ini tidak
berhasil, menggadaikan atau menjual sebagian dari muatannya. Sebelum
melakukan satu nama lain wajiblah ia, apabila itu dapat dilakukan,
memberitahukan pengusaha dan semua pihak yang berkepentingan
dalam muatan, dan menunggu perintah-perintah mereka. Kepada pihak
ketiga yang dengan etikat baik, telah mengadakan suatu perjanjian
dengan Nakhoda, hal tidak dipenuhinya syarat-syaran yang disebutkan
dalam pasal itu tidak boleh dipertengkarkan. Perjanjian harus dilakukan
dimuka umum atau dibursa sebagaimana dimaksud Pasal 365 KUHD.

Apabila Nakhoda mendengar bahwa bendera dibawah mana ia berlayar,
tidak lagi bebas, maka wajiblah ia memasuki pelabuhan tak berpihak
yang paling dekat dan berlabuh disitu hingga ia dapat bertolak dengan
aman atau menerima perintah-perintah yang tegas dari pengusaha
sebagainana dimaksud Pasal 367 KUHD.

Apabila kepada Nakhoda ternyata, bahwa pelabuhan yang dituju oleh
kapalnya, berada dalam kepungan, maka wajiblah ia memasuki
pelabuhan yang paling mudah dapat dimasuki, yang terletak didekatnya
sebagaimana dimaksud Pasal 368 KHHD.

Apabila kapalnya diseret, ditahan atau disita, maka wajiblah Nakhoda
menuntut kembali kapal itu beserta muatannya dan mengambil segala
tindakan yang diperlukan untuk itu. Ia harus segera memberitahukan hal
itu kepada pengusaha dan pencarter kapal, dan ia harus bertindak
sedapat-dapatnya setelah berunding dengan mereka dan menurut
perintah mereka sebagaimana dimaksud Pasal 369 KUHD.

Nakhda diperbolehkan menyimpang dari haluan yang harus diturutnya
apabila itu diperlukan guna menolong jiwa manusia sebagaimana
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dimaksud Pasal 370 KUHD.

Nakhoda diwajibkan selama perjalanan menjaga kepentingan-
kepentingan para yang berhak atas muatannya,mengambil tindakan-
tindakan yang diperlukan untuk itu dan jika perlu untuk itu menghadap
dimuka Hakim. Tentang segala peristiwa yang mengenai muatan
tersebut, ia diwajibkan segera memberitahukannya kepada pencarter
kapal, ia harus bertindak sedapat-dapatnya setelah berunding dengan
dan menurut perintah-perintah pencarter itu. Dalam keadaan yang
mendesak ia diperbolehkan menjual muatan atau sebagian dari itu, atau
guna membiayai pengeluaran-pengeluaran yang dilakukan guna
kepentingan muatan tersebut, meminjam uang dengan mempertaruhkan
muatan itu sebagai jaminan sebagaimana dimaksud Pasal 371 KUHD.

Apabila selama perjalanan ditemukan seorang didalam kapal, yang tidak
mempunyai karcis perjalanan yang syah dan tidak bersedia atau tidak
mampu, atas tegoran pertama dari Nakhoda, untuk membayar upah
pengangkutan, maka Nakhoda berhak menyuruh orang itu untuk
melakukan pekerjaan di kapal, yang sanggup dilakukannya, dan
mengeluarkannya dari kapal, pada kesempatan pertam sebagaimana
dimaksud Pasal 371a KUHD.

Nakhoda tidak diperbolehkan mengangkut barang-barang dalam kapal
untuk tanggungannya sendiri, kecuali berdasarkan persetujuan atau
dengan izin dari pengusaha, dan ababila kapalnya telah dicarterkan, juga
dari pencarter. Apabila Nakhoda itu melakukan perbuatan-perbuatan
yang bertentangan dengan larangan ini, maka untuk barang-barang
tersebut harus dibayar upah pengangkutan yang tertinggi yang telah atau
sedianya dapat diperjanjikan pada waktu dilakukan pemuatan untuk
barang-barang semacam itu dengan tujuan yang sama, dan harus pula
diberikan penggantian untuk kerugian yang ditimbulkan selainnya itu
sebagaimana dimaksud Pasal 372 KUHD.

Seorang Nakhoda yang terhadap kapal muatan atau para penumpang
telah melakukan suatu kesalahan, iapun dengan keputusan Mahkama
Pelayaran selama suatu waktu tertentu, yang tidak melebihi dua tahun,
dapat dipecat dari kekuasaannya untuk berlayar sebagai Nakhoda dalam
sebuah kapal Indonesia. Pemeriksaan dalam hal ini tak boleh dilakukan
melainkan atas pengaduan pengusaha atau seorang penumpang, yang
dimasukkan dalam jangka waktu tiga minggu setelah tibanya kapal
diempat pertama yang disinggahi sesesudah terjadi perbutan salah itu.
Dalam wilayah Indonesia yang berlaku sebagai tempat demikian
hanyalah tempat dimana ada Syahbandar, dan di luar Indonesia
hanyalah tempat dimana ada seorang pegawai Konsular Indonesia.
Pengaduan tersebut diatas, untuk diteruskan kepada Menteri Pelayaran
(Menteri Perhubungan), guna memperoleh pertimbangan diserahkan
kepada Kejaksaan Agung. Ababila pejabat tersebut tidak menolak, atau
apabila Menteri Perhubungan menyetujui nasehat itu, maka pengaduan
tersebut diatas akan ditolak. Apabila nasehat tersebut tidak menolak,
atau apabila Menteri Perhubungan tidak menyetujui nasehat yang
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menolak, maka Menteri ini akan meneruskan pengaduan itu kepada
Mahkama Pelayaran guna dilakukan pemeriksaan dan diambil keputusan
sebagaimana dimaksud Pasal 373a KUHD.

Tanpa izin Nakhoda seorang ABK sebagaimana dimaksud Pasal 385
KUHD.

Nakhoda wajib mengambil semua tindakan pencegahan yang
diharuskan sifat perkara seperti tindakan-tindakan kejahatan yang
dilakukan oleh seorang penumpang atau lebih dan apabila si pelaku
membahayakan keselamatan orang lain, maka nakhoda dapat
memasukkan sipelaku kedalam tahanan sebagaimana dimaksud
pasal 394 a KUHD.

Nakhoda wajib berada diatas kapal selama berlayar; dan sebelum
kapal berlayar, Nakhoda wajib memastikan bahwa kapalnya, telah
memenuhi persyaratan kelaiklautan dan melaporkan hal tersebut
kepada Syahbandar; dan Nakhoda berhak menolak untuk
melayarkan kapalnya apabila mengetahui kapal tersebut tidak
memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud Pasal 138 ayat (1), (2)
dan (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008
Tentang Pelayaran.

Nakhoda atau pemimpin kapal untuk kapal motor ukuran 35 GT (tiga
puluh lima Gross Tonnage) atau lebih dan Nakhoda untuk kapal
penumpang sebagaimana dimaksud Pasal 141 ayat (1) dan (2) Undang-
Undang RI Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran dan Pasal 348
KUHD: wajib menyelenggarakan buku harian kapal.

Nakhoda diwajibkan mentaati dengan cermat segala peraturan yang
lazim dan ketentuan-ketentuan yang berlaku guna menjamin
kesanggupan berlayar dan keamanan kapalnya, keamanan para
penumpang serta keamanan pengangkutan muatannya sebagaimana
dimaksud Pasal 350 KUHD.

Tak bolehlah ia menempuh suatu perjalanan, kecuali apabila kapal
Yang sanggup melakukan perjalanan itu, telah diperlengkapi
sepatutnya sebagaimana dimaksud Pasal 351 KUHD.

Nakhoda atau pemimpin kapal dan / atau anak buah kapal wajib
mencegah terjadinya pencemaran lingkungan yang bersumber dari
kapalnya dan wajib menanggulanginya serta segera melaporkan
kepada pejabat pemerintah yang berwenang terdekat (Syahbandar)
sebagaimana dimaksud Peraturan Bandar 1925.

Nakhoda yang sedang berlayar dan mengetahui adanya cuaca
buruk yang membahayakan keselamatan berlayar wajib
memberitahukan kepada pihak-pihak lain dan/atau instansi
pemerintah yang terkait.
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a. Pernyataan Otoritas Nakhoda sebagaimana dimaksud
ISPS Code.

1)

2)

3)

Nakhoda tidak boleh dibatasi oleh perusahaan, pencarter atau
orang lain untuk mengambil atau melaksanakan suatu keputusan
yang mana, dalam keputusan profesional nakhoda dianggap
perlu untuk menjaga keselamatan dan keamanan kapal.
Termasuk penolakan masuknya orang (kecuali mereka yang
dikenal sebagai petugas resmi dari sebuah negara peserta) atau
barang mereka serta penolakan muatan cargo, termasuk peti
kemas atau unit angkutan cargo tertutup lainnya.

Kalau dalam keputusan profesionalnya nakhoda, timbul
pertentangan dalam operasi antara suatu persyaratan
keselamatan dan keamanan yang berlaku untuk kapal, nakhoda
harus memilih persyaratan yang untuk menjaga keselamatan dan
keamanan kapal. Dalam kasus yang demikian, nakhoda dapat
melaksanakan langkah-langkah keamanan sementara dan harus
segera memberitahu administrasi dan, bila perlu Negara peserta
di pelabuhan mana kapal beroperasi atau berniat untuk masuk.
Setiap langkah-langkah keamanan sementara tersebut dibawah
ketentuan ini harus, sedapat mungkin sesuai dengan tingkat
siaga keamanan (security level) yang berlangsung. Bilamana
kasus yang demikian teridentifikasi, administrasi harus
memastikan bahwa pertentangan tersebut diselesaikan dan
kemungkinan muncul ulangnya pertentangan tersebut
diperkecil.

Nakhoda mempunyai otoritas untuk meminta bantuan pada
perusahaan atau salah satu Negara peserta yang mungkin
diperlukan dalam rangka keselamatan dan keamanan kapal.

b. Tanggung Jawab Personil Keamanan

1)

2)

3)

4)

5)

Nakhoda merupakan perwira keamanan kapal (SSO) yang
mempunyai otoritas dan bertanggung jawab untuk membuat
keputusan yang berhubungan dengan keselamatan dan
keamanan kapal dan untuk meminta bantuan dari perusahaan
atau Negara peserta.

Nakhoda bertanggung jawab untuk:

Melaksanakan dan memelihara rancangan keamanan kapal
(SSP);

Melapor kepada CSO setiap ketidak sesuaian dan penyimpangan
atau pelanggaran keamanan;

Memberikan arahan pada ABK tentang tingkat kemanan;
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6) Melaksanakan pelatihan dan berlatih keamanan di atas kapal;

7) Memberikan tugas-tugas tambahan sesuai dengan kebutuhan
keamanan;

8) Menerbitkan deklarasi keamanan (DOC);

9) Perubahan tingkat siaga kemanan dengan mencatatnya ke buku
jurnal (log-book);

10) Mengidentifikasikan kejadian dan ancaman bahaya keamanan;

11) Komunikasi yang berkaitan untuk mengarahkan keamanan
kapal/pelabuhan dan harus dicatat di buku jurnal (log-book);

12) Membantu petugas keamanan perusahaan (CSO) dalam
melaksanakan tinjauan keamanan;

13) Bertanggung jawab atas perencanaan keselamatan dan
keamanan diatas kapal dan pada waktu melayari daerah-daerah
yang rawan dan tempat berlabuh/sandar di pelabuhan serta
tempat-tempat kepil di luar batas pelabuhan, harus didasarkan
kepada anggapan bahwa terdapat bahaya yang mengintai baik
itu yang datang dari luar kapal maupun dari dalam kapal itu
sendiri;

14) Bertanggung jawab terhadap keselamatan dan keamanan kapal
serta perlindungan lingkungan dan memutivasi abk dalam
mematuhi ketentuan yang ditetapkan;

15) Mengeluarkan perintah dan instruksi yang jelas dan tepat dan
mudah dimengerti oleh ABK;

16) Membuat keputusan yang berhubungan dengan keselamatan
dan keamanan kapal serta pencegahan pencemaran, bila perlu
dapat meminta bantuan perusahaan dan Syahbandar (otoritas
pelabuhan) terdekat;

17) Bertanggung jawab terhadap semua personil yang melakukan
kegiatan diatas kapal dan melaksanakan tindakan disiplin
sebagaimana yang ditetapkan;

18) Pengawasan pelaksanaan tugas/pekerjaan bawahan langsung
seperti Perwira I (Mualim I) dan Kepala Kamar Mesin (KKM);

19) Mematuhi dan melaksanakan semua persyaratan pelatihan
untuk perwira dan ABK serta memastikan bahwa semua
personil diatas kapal sepenuhnya siap unruk menangani
masalah darurat dengan mengadakan latihan praktek secara
teratur;
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20) Mengawasi jangan sampai memberi peluang bagi orang-
orang yang tidak berkepentingan memasuki kapal/tempat
yang dilindungi secara pisik dengan membuat suatu
rintangan di sekeliling kapal tersebut dengan membatasi
pintu-pintu keluar/masuk seminimum mungkin dan jendela-
jendela ditutup dan dikunci dari dalam;

21) Menyiapkan ABK sesuai kebutuhan dalam rangka berjaga-
jaga sclama memasuki perairan yang rawan terhadap
gangguan keamanan dengan menyiapkan peralatan-peralatan
seperti : pistol signal, slang-slang kebakaran tekanan tinggi,
kampak, senapan pelempar tali, alat komunikasi, suling kapal
dan peralatan lainnya yang dapat dipergunakan untuk
mengantisipasi terhadap gangguan keamanan;

22)Mengisi buku jurnal dengan benar pada setiap kejadian dan
setiap Nakhoda harus membuat laporan kecelakaan kapal
kepada pihak administrasi/Syahbandar (Port State/Otoritas
pelabuhan) setempat dengan rincian yang jelas dan mudah di
mengerti;

23)Setiap Nakhoda yang sedang berlayar diperairan rawan
dimaksud agar tetap mengadakan hubungan dengan
stasiun radio pantai terdekat termasuk stasiun pandu
dengan menggunakan channel 16 pada radio VHF serta
kapal-kapal lainnya atau frekwensi marabahaya bila dalam
keadaan darurat;

24)Setiap Nakhoda/ABK tidak dibenarkan mengadakan hubungan
(barter) dengan para nelayan atau orang-orang yang tidak
berkepentingan disekitar perairan dimaksud dan tidak
dibenarkan menyimpang dari haluan yang ditentukan
peraturan.

c. Perwira 1 bertanggung jawab kepada nakhoda (SSO)
untuk, antara lain:

1) Pelaksanaan dan pemeliharaan rancangan keamanan kapal yang
efektif;

2) Memastikan bahwa tugas-tugas dalam langkah pencegahan
keamanan dan prosedur yang digariskan pada bermacam tingkat
siaga keamanan dilaksanakan secara efektif;

3) Bertanggung jawab atas prosedur pencarian.

d. KKM bertanggung jawab kepada nakhoda (SSO) untuk,
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f.

antara lain:

1) Memelihara inspeksi, pengujian, kalibrasi perlengkapan
keamanan;

2) Memantau CCTV (perlengkapan menjaga keamanan);

3) Memastikan bahwa semua penerangan termasuk lampu sorot
pencari bekerja dengan baik;

4) Mengamankan ruangan mesin termasuk ruang kemudji;

5) Tugas-tugas yang digariskan dalam langkah pencegahan
keamanan.

. Masinis II bertanggung jawab kepada KKM untuk, antara

lain:

1) Membantu dalam pemeliharaan peralatan keamanan;
2) Memantau CCTV (perlengkapan jaga keamanan);

3) Mengamankan ruang mesin;

4) Tugas-tugas yang ditentukan dalam langkah pencegahan
keamanan;

5) Membantu dalam melaksanakan prosedur pencarian.
Tugas-tugas dan tanggung jawab kelasi kapal meliputi:

1) Melaksanakan tugas-tugas sebagaimana ditentukan dalam
langkah pencegahan keamanan;

2) Melaporkan kepada SSO setiap penyimpangan dan pelanggaran
keamanan;

3) Membantu Perwira I dalam melaksanakan tugas-tugas
pemeriksaan;

4) Melaksanakan patroli keamanan;

5) Perwira keamanan perusahaan harus ditunjuk secara resmi oleh
perusahaan untuk bertanggung jawab atas semua masalah
keamanan yang berhubungan dengan kapal-kapal yang
ditentukan oleh perusahaan,;

6) Setiap aspek dari permasalahan tersebut bila dilimpahkan

kepada wakil atau perwira keamanan perusahaan pengganti
(alternatif CSO);
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7) Tugas dan tanggung jawab CSO meliputi, tetapi tidak terbatas
pada:

8) Memberitahukan tingkat ancaman yang mungkin dihadapi oleh
kapal, menggunakan penilaian keamanan yang tepat dan
informasi lainnya yang relevan;

9) Memastikan bahwa penilaian keamanan kapal dilaksanakan;
Memastikan pengembangan, penyampaian untuk disetujui dan
selanjutnya pelaksanaan dan pemeliharaan rancangan keamanan
kapal;

10)Memastikan bahwa rancangan keamanan kapal diubah
sepatutnya untuk memperbaiki kekurangan dan memenuhi
persyaratan keamanan kapal itu sendiri;

11) Mengatur audit internal dan peninjauan ulang kegiatan
keamanan; Mengatur verifikasi awal dan kelanjutan kapal oleh
administrasi atau organisasi keamanan yang diakui;

12) Memastikan bahwa kekurangan dan ketidaksesuaian yang
teridentifikasi saat penilaian internal, tinjauan berkala, inspeksi
keamanan dan verifikasi kesesuaian dikemukakan dan ditangani
segera; Memastikan kewaspadaan dan penjagaan keamanan;

13) Memastikan pelatihan yang memadai bagi personil yang
bertanggung jawab atas keamanan kapal;

14) Memastikan komunikasi dan kerja sama yang efektif antara
perwira keamanan kapal dan perwira keamanan fasilitas
pelabuhan yang terkait;

15) Memastikan keselarasan antara persyaratan keamanan dan
keselamatan ;

16) Memastikan bahwa, bila rancangan keamanan kapal serupa
(sister-ship) dipergunakan, rancangan masing-masing kapal
menggambarkan informasi spesifikasi kapal yang akurat;

17) Memastikan bahwa pengaturan alternatif atau setara yang
disetujui untuk kapal tertentu atau sekelompok kapal
dilaksanakan dan dipelihara;

18)Jaga hubungan dengan para agen diluar terkait dalam industri,
penguasa pelabuhan dan penegak hukum;

19) Mengimplementasikan semua aspek rancangan keamanan
perusahaan dimana kekurangan teridentifikasi;
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20) Mengembangkan manual keamanan perusahaan;

21) Mengatur pelatihan gabungan tahunan dengan penguasa
pelabuhan atau perwira keamanan fasilitas pelabuhan (PFSO).

. Tanggung jawab deputi petugas keamanan perusahaan
(DCSO0)

Membantu perwira keamanan perusahaan;Melaksanakan tugas-
tugas yang didelegasikan oleh CSO;Melaksanakan tugas CSO pada
saat CSO tidak hadir.

. Tugas dan tanggung jawab Perwira keamanan kapal
mencakup, tetapi tidak terbatas pada:

1) Melakukan inspeksi keamanan berkala atas kapal untuk
memastikan langkah keamanan yang tepat berada dalam
pelaksanaan;

2) Mempertahankan dan mengawasi implementasi rancangan
keamanan kapal, termasuk segala perubahannya terhadap
rancangan;

3) Mengkoordinir aspek keamanan penanganan cargo dan
perbekalan kapal dengan personil lainnya di kapal serta dengan
petugas fasilitas keamanan pelabuhan terkait;Mengusulkan
modifikasi atas rancangan keamanan kapal;

4) Melaporkan kepada perwira keamanan perusahaan segala
kekurangan dan ketidaksesuaian yang teridentifikasi saat audit
internal, tinjauan berkala, inspeksi keamanan dan verifikasi
kesesuaian dan laksanakan langkah perbaikan;Meningkatkan
kewaspadaan dan pengawasan keamanan;

5) Memastikan pelatihan yang memadai selayaknya diadakan bagi
personil kapal;

6) Melaporkan semua kejadian keamanan;Koordinir implementasi
rancangan keamanan kapal dengan perwira keamanan
perusahaan dan para petugas keamanan fasilitas pelabuhan;

7) Memastikan perlengkapan keamanan dioperasikan diuji,
dikalibrasi dan dipelihara dengan benar;

8) Meningkatkan kesadaran keamanan dan kesiagaan keamanan
diantara anggota ABK;

9) Memastikan bahwa semua anggota ABK patuh pada peraturan
pakaian seragam perusahaan;
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10) Melaksanakan audit keamanan dan inspeksi;Melengkapi

deklarasi keamanan (DoS) dimana diperlukan;

11) Melaksanakan catatan keamanan kapal.

Catatan dan Dokumentasi

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

SSO harus membuat catatan dalam bahasa inggris kegiatan-
kegiatan sebagai berikut dan mempersiapkannya untuk, atas
permintaan petugas resmi berwenang Negara peserta, verifikasi
ketentuan SSP yang diimplementasikan;

Catatan kegiatan harus dipelihara untuk jangka waktu tidak
kurang dari lima (5) tahun (IACS) atau jangka waktu minimal
yang ditentukan oleh administrasi;

Kapal harus memelihara berkas copy semua catatan dan harus
terlindung dari akses yang tidak berwenang atau kebocoran;

Pelatihan, tanggal, lama berlangsungnya, gambaran dan daftar
hadir untuk setiap sesi pelatihan;

Berlatih dan latihan — untuk setiap berlatih atau latihan, hari,
uraian, daftar hadir, dan segala praktek atau pelajaran yang baik
yang dapat memajukan SSP;

Kejadian dan pelanggaran keamanan — tanggal dan waktu
kejadian, lokasinya di pelabuhan, lokasinya di kapal, gambaran
kejadian atau pelanggaran, kepada siapa dilaporkan, dan
gambaran tanggapannya;

Perubahan dalam tingkat siaga keamanan — tanggal dan waktu
pemberitahuan diterima, dan waktu sesuai dengan persyaratan
tambahan dan catatan tingkat siaga keamanan (security
level);Pemeliharaan, kalibrasi, dan pengujian perlengkapan
keamanan untuk setiap pemeliharaan, kalibrasi, dan pengujian,
tanggal dan waktu, dan perlengkapan keamanan khusus terlibat,
catatan log pemeliharaan.

Catatan harus diperbaharui saat perlengkapan baru
dipasang;Ancaman keamanan, tanggal dan waktu kejadian,
bagaimana ancaman dikomunikasikan, siapa yang menerima
atau mengidentifikasi ancaman, gambaran ancaman, dilaporkan
kepada siapa, dan uraian tanggapannya;

Deklarasi keamanan (DOS — Declaration of Security) — kapal
yang berawak harus menyimpan di kapal Deklarasi keamanan
(DOS) untuk sepuluh (10) pelabuhan terakhir yang
dikunjunginya, setelah itu DOS harus disimpan oleh perusahaan
untuk jangka waktu tidak kurang dari lima (5) tahun atau jangka
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waktu minimal yang ditentukan oleh administrasi;

10) Audit tahunan SSP — Laporan harus dipelihara. Surat sertifikasi

11)

12)

oleh SSO menyatakan tanggal telah diselesaikannya audit untuk
setiap audit tahunan;

Kapal yang akan masuk pelabuhan yang dikunjunginya bias
diminta untuk memberikan informasi keamanan menjelang
ketibaannya kepada petugas yang resmi berwenang dari Negara
peserta untuk memastikan k

Kesesuaian dengan koda SSP.Catatan tingkatan keamanan dan
langkah tambahan/khusus yang diambil saat interface
kapal/pelabuhan dan kegiatan antara kapal dengan kapal pada
kunjungan 10 pelabuhan terakhir harus disimpan atau untuk
jangka waktu minimal seperti yang ditentukan oleh administrasi
pada appendix 1A/1B.Bahwa kapal memiliki sertifikat yang sah
dan nama yang berwenang menerbitkannya.

Tingkat siaga keamanan dimana kapal Kkini dioperasikan.

1)

3)

4)

5)

Tingkat keamanan kapal beroperasi ketika terjadi interface
kapal/pelabuhan pada 10 kunjungan pelabuhan terakhir
sebelumnya;

Langkah keamanan khusus atau tambahan yang diambil pada
pelabuhan sebelumnya dimana ia telah melakukan interface
kapal/pelabuhan pada kunjungan 10 pelabuhan terakhir;

Bahwa prosedur keamanan kapal yang tepat dilaksanakan pada
segala kegiatan antara kapal dengan kapal saat kunjungan 10
pelabuhan terakhir;

Informasi praktis yang menyangkut keamanan lainnya (tetapi
bukan rincian rancangan keamanan kapal), termasuk panduan
yang diberikan pada bagian B koda ISPS;

Contoh informasi praktis yang menyangkut keamanan lainnya
yang mungkin diperlukan sebagai kondisi untuk memasuki
pelabuhan untuk membantu memastikan keselamatan dan
keamanan orang, fasilitas pelabuhan, kapal dan barang lainnya
termasuk:

(a) Informasi yang terkandung dalam Continuous Synopsis
Record;

(b) Lokasi kapal saat laporan dibuat;

(c) Jam tiba kapal yang diperkirakan (ETA);
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(d) Daftar anak buah kapal (ABK);
(e) Ikhtisar umum cargo diatas kapal dan;

(f) Informasiyang harus ada berdasarkan peraturan XI-2/5.

k. Penanganan dan perlindungan informasi keamanan yang
peka.

1)

2)

Informasi keamanan seperti catatan yang dinyatakan pada
section 5.1 disimpan dalam format kertas dan harus terlindungi
dari akses yang tidak berwenang. Penerima informasi sensitive
keamanan dianggap sebagai pemakai dan harus memenuhi
prosedur penanganan seperti yang dimaksud section 1.3 ISPS
Code;

Nakhoda/SSO  bertanggung jawab mengarsipkan atau
memusnahkan catatan, dan untuk memastikan bahwa catatan
tersebut disimpan/ditaruh dengan baik dan terlindung dari
akses yang tidak berwenang.

l. Laporan Penilaian Keamanan Kapal (SSA-Ship Security
Assesment Report).

1)

3)

4)

Perusahaan mengakui bahwa Penilaian Keamanan Kapal (SSA)
adalah sangat penting dan merupakan bagian yang tidak
terpisahakan dari Rancangan Keamanan Kapal (SSP-Ship
Security Plan) dan digunakan sebagai dasar untuk
menginformasikan dan memperbaharui SSP. Hal ini
merupakan kebijakan perusahaan untuk melakukan SSA
menjelang persiapan SSP, sesuai dengan criteria yang dirinci
dalam bagian A section 8 dan bagian B section 8 ISPS Code;

Perwira Keamanan Perusahaan ditunjuk sebagai yang
bertanggung jawab untuk memasukan bahwa SSA
dilaksanakan sesuai dengan section-section ISPS Code.
Penilaian ditempat dilaksanakan oleh tim ISPS Code yang
terdiri dari perwira keamanan perusahaan, tehnikal
suprentenden dan manajer operasi armada;

Sebelum melakukan peneilaian tim ISPS Code, mempelajari
informasi yang ada, lampiran-lampiran sebelumnya untuk
kejadian yang serupa yang merupakan ancaman berbahaya
pada jalur pelayaran dan pelabuhan yang akan dikunjunginya;

Sumber informasi termasuk pengumuman, edaran berita
berbahaya, laporan dari administrasi bendera Negara, Otoritas
Pelabuhan terkait, Maritime Security Council, IMB dan Coast
Guard juga bisa didapatkan dari daftar situs internet untuk
informasi ancaman;
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5) Dimana memungkinkan Perwira Keamanan Peusahaan (CSO)

atau tim ISPS akan bertemu dengan orang-orang yan tepat
diatas kapal dan di pelabuhan untuk mendiskusikan tujuan
dan metoda penilaian tersebut.

m. Pengindentifikasian Ancaman.

Pengindetifikasian kemanan yang mungkin terjadi, motifikasi dan
resiko potensi bahaya keamanan kapal yang benar-benar ada,
khusus terjadi diatas kapal dan jalur pelayaran dilakukan seperti;

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

Merusak atau menghancurkan kapal atau fasilitas pelabuhan,
misalnya dengan alat peledak, membakar, sab®6tasi atau
pengrusakan.

Pembajakan atau mengusai kapal atau orangidiatas kapal;

Mengacau perlengkapan penting ataw, sistem kapal atau
perbekalan kapal;

Akses atau pemakaian tanpa‘izin, térmasuk penyelundupan;

Penyelundupan senjata atau”perlengkapan termasuk senjata
penghancur masal;

Menggunakan kapal' membawa mereka yang berniat
menciptakan insiden keamanan atau perlengkapannya;

Menggunakan kapal sebagai senjata atau cara untuk merusak
atau menghancurkan;

Menyerang dari laut pada saat sandar atau lengoh jangkar
(berlabuh) atau menyerang pada saat kapal berada di laut; dan

Perompakan-perompakan bersenjata di pelabuhan atau di laut.

n. Informasi Tentang Ancaman.

Informasi tentang ancaman potensial dan keamanan kapal ditilik
dengan memperhitungkan dan menyertakan motifasi yang
terindikasi seperti hal-hal dan informasi dibawah ini, harus
didapatkan dan ditilik sebelum memulai SSA (penilaian keamanan
kapal) sebagai berikut:

a)
b)

Denah umum kapal;

Lokasi area yang harus mempunyai akses terbatas seperti
anjungan navigasi, ruangan mesin, dan stasion-stasion
pengendali lainnya seperti diuraikan dalam SOLAS Chapter 11-2
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c)

d)

g)

h)

j)

k)

)

dan sebagainya;

Lokasi dan fungsi masing-masing titik akses kekapal yang
potensial;

Perubahan pasang surut yang bias berdampak kerawanan
terhadap keamanan kapal,;

Lokasi dimana ditempatkan perbekalan dan perlengkapan
pemeliharaan kapal dan lokasi dimana barang titipan (kiriman)
disimpan,;

Perlengkapan darurat dan cadangan untuk melihara pelayanan
pokok;

Jumla personil kapal, segala tugas keamanan dan praktek
persyratan pelatihan perusaan yang berjalan;

Perlengkapan keamanan dan keselamatan yang ada untuk
melindungi penumpang dan personil kapal;

Jalur jalan keluar dan evakuasi, dan pusat-pusat tempat
berkumpul yang harus dipelihara untuk memastikan ketertban
dan kesalamatan evakusi daurat kapal;

Ikatan perjanjian yang terjalin dengan perusahaan swasta yang
memberikan pelayanan di kapal, di pelabuhan dan di perairan
hingga dewasa ini belum ada ikatan perjanjian;

Langkah-langkah dan prosedur-prosedur keamanan yang
efektif berlaku, termasuk inspeksi dan prosedur pengendalian,
sistem identifikasi, perlengkapan siaga dan monitoring,
dokumen identifikasi personil dan komunikasi, tanda
berbahaya, penyerangan, pengendalian akses dan sistem
keamanan kapal dan fasiltas pelabuhan perlu ditingkatkan;

Tim ISPS dalam perusahaan yang melaksanakan SSA dilatih
sebagai CSO, Marine technical Suprententent, Port Captain dan
Operation Manager, selaku kelompok dengan pengalaman kerja
yang memadai dimana mereka sanggup secara Kkolektif
mengerjakan penilaian keamanan kapal dan memberikan
bantuan yang ahli dalam hal-hal yang menyangkut:

1. Pengetahuan tentang ancaman keamanan yang berlangsung;

2. Pengenalan dan pendekteksian senjata, bahan dan alat
berbahaya;

3. Pengenalan atas dasar non-diskriminasi cirri-ciri dan pola
tingka orang yang cendrung mengancam keamanan,;
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4. Tehnis dan metoda yang di pakai untuk menilai dan
mengatasi langkah-langkah keamanan;

5. Dampak peledak pada struktur kalap dan perlengkapan;

6. Keamanan kapal dan keamanan fisik;

7. Sistem radio dan telekomunikasai, termasuk sistem
computer dan jaringan serta permesinan (marine

engineering); dan

8. Pengoperasian kapal dan pelabuhan (port and temminal
operation).

0. SSA mempertimbangkan berkenaan dengan langkah-langkah dan
panduan keamanan yang berlangsung, prosedurydan "Operasi yang
berkelanjutan dalam kondisi rutin maupunydarurat, dan harus
memutuskan panduan keamanan yang meliptti:

1)
2)

3)

4)

5)

6)

7)
8)

Area terbatas;

Prosedur respon terhdap skebakaran dan kondisi darurat
lainnya;

Tingkat supervise personil kapal, penumpang, pengunjung,
pengsuplai, tehnisi perbaikan kapal, pekerja galangan dan lain-
lain;

Frekwensi dan efektifitas patroli keamanan;

Sistem,_\ “pengendali akses, termasuk termasuk sistem
identifikasi;

Sisitem komunikasi keamanan dan prosedur;
Pintu-pintu, penghalang, penerangan keamanan; dan

Sistem dan perlengkapan siaga keamanan bila ada.

SSA juga harus mempertimbangkan terhadap kegiatan manusia,

pelayanan dan operasionalnya yang sangat penting untuk dilindungi
seperti:

1)

2)

Personil kapal, penumpang, pengunjung, pengsuplai, tehnisi,
perbaikan, personil fasilitas pelabuhan, dan lain-lain;

Kapasitas untuk memelihara peralatan navigasi yang aman,
perbekalan kapal dan respon darurat;
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3) Perlengkapan dan sistem komunikasi keamanan kapal dan
sistem siaga keamanan kapal.

SSA juga memperhitungkan semua kemungkinan kelemahan kapal
yang mencakup:

1) Pertentangan antara sesama personil keamanan terhadap
langkah-langkah keselamatan dan keamanan;

2) Pertentangan antara petugas-petugas kapal dan penugasan-
penugasan keamanan;

3) Jumla personil kapal yang melaksanakan tugas jaga, terutama
implikasi kelelahan, kesiagaan dan pelaksanaannya;

4) Segala kekurangan pelatihan yang teridentifikasiyddn;

5) Segala perlengkapan dan sistem keamanan'‘/termasuk sistem
komunikasi.

6) Dengan perhatian yang sepantasnya’ pada saat penyusunan
langkah-langkah keamanan\ tertitama yang menyangkut
tinggalnya personil terlaluylama diatas kapal juga harus
dipertimbangkan kemudahan, kenyamanan dan kesanggupan
mereka untuk mempertahankan keefektifitas mereka dalam
waktu yang panjang,

Ringkasan

Ciri-ciri yang, menonjol/catatan/kekurangan pada berbagai lokasi,

area, barang yang sangat penting dari sudut padang keamanan yang

perlu dicatat adalah:

1) \ Semua langkah-langkah yang diperlukan harus ditempuh untuk
mengkontra kekurangan-kekurangan ini;

2) Selesai penilaian keamanan kapal, bermacam aspek
diiktisarkan agar tuas dibawah ini dilaksanakan dengan
penyusunan prosedur sebagai berikut dibawah ini:

(a) Pemeriksaan orang, barang bawaaan pribadi dan bagasi;
(b) Penanganan bagasi kiriman yang mencakup
pengidentifikasian bagasi kiriman dan persyaratan serta

prosedur pemerikasaan;

(c) Mengidentifikasi area terbatas dan langkah pencegahan
akses tanpa izin kearea tersebut;

(d) Memastikan keamanan dan pengendalian akses kearea
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terbatas yang diidentifikasi dan respon terhadap akses tanpa
izin kearea terbatas;

(e) Penangan geladak kapal (deck), kamar mesin dan gudang
perbekalan;

(f) Memastikan pemeliharaan keamanan yang penting
termasuk pencegahan, pengrusakan perlengkapan kapal;

(g) Ketentuan penjaga keamanan dengan pihak Syahbanda
melalui agen/fasilitas pelabuhan pada tingkat siaga level 3
saat dibutuhak;

(h) Ketentuan tentang patroli laut dengan pihak Penjaga Laut
Dan Pantai melalui agen/fasilitas pelabuhan{pada tingkat
siaga leve 3 saat dibutuhkan;

(i) Sistem tanda keamanan dipasang dalam jangka waktu tidak
melebihi survey pertama instilasi radie setelah tanggal 1 Juli
2004\

(j) Memberikan bantuan diy laut; naik dock/turun dock,
penggantian ABK dan operasipengisian bahan bakar;

(k) Rancangan darurat ddisesun untuk ancaman bom dan SAR
serta pencarian penyelundupan,;

() Tugas dan tanggung jawab SSO dan ABK dalam tugas
keamanan(dan organisasi keamanan;

(m) Respon terhadap ancaman atau pelanggaran termasuk
ketefituan untuk menjaga pengoperasian kapal dalam
keadaan kritis atau kapal/pelabuhan;

(n) Respons terhadap segal instruksi yang mungkin diberikan
Negara peserta pada tingkat siaga keamanan level 3 dan
mengevakuasi dalam hal adanya ancaman atau pelanggaran
keamanan serta mengaudit terhadap kegiatan keamanan;

(o) Pelatihan, berlatih dan laihan yang menyangkut Rancangan
keamanan kapal dan kegiatan interface dengan fasilitas
pelabuhan;

(p) Peninjauan ulang SSP untuk diperbaharui;
(q) Pelaporan kejadian bahaya keamanan dan meningkatkan
ferkwensi inspeksi, pengujian, kalibrasi dan pemeliharaan

perlengkapan keamanan,;

(r) Mengidentifikasi lokasi pemasangan titik penggerak sistem
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tanda bahaya keamanan,;

(s) Instrusi dan panduan pemakaian ship security alret system
termasuk pengujian, memnggerakan, mematikan dan
memasang ulang dan mengurangi tanda bahaya palsu.

Pelatihan.

ISPS Code mewajibkan para Perwira Keamanan Perusahaan dan
Perwira Perusahaan di darat serta Perwira Kamanan Kapal harus
mempunyai pengetahuan dan mendapatkan pelatihan sepantasnya
untuk hal-hal sebagai berikut:

a)
b)

c)
d)
e)
1)

g)
h)
i)
J)
k)

D

m)

Administrasi keamanan;

Konvensi-konvensi, Koda dan rekomendasi intérndsional yang
relevan;

Peraturan perundang-undangan pemerintah yang terkait;
Tanggung jawab dan fungsi organi§asi keamanan lainnya;
Metoda penilaian keamanan Kapal;

Metoda inspeksi dansurvey-keamanan kapal;

Pengoperasian kapal(dan pelabuhan serta kondisi;

Padoman keatnanan kapal dan fasilitas pelabuhan;

Kesiagaan, “keadaan darurat dan respon, dan rancangan

cadangan;

Tehnik-tehnik pengajaran untuk pelatihan dan pendidikan
Keamanan meliputi padoman dan prosedur keamanan;

Penanganan informasi keamanan dan komunikasi yang
sensitive;

Pengetahuan tentang ancaman dan pola keamanan yang
berlaku saat ini;

Pengenalan dan pendektisian senjata, bahan dan unsur
berbahaya;

Pengetahuan atas dasar non-diskriminasi, cirri-ciri dan pola
tingkah orang yang cendrung mengancam keamanan;

Tehnik-tehnik yang dipergunakan untuk mengatasi langkah-
langkah keamanan;
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p)

q)

s)

Sistem dan perlengkapan keamanan serta keterbatasan
operasionalnya;

Metode melaksanakan audit, inspeksi, pengawasan/kontrol dan
pemantauan;

Metode penggeledahan fisik dan inspeksi yang tidak
mengganggu;

Berlatih dan latihan keamanan, meliputi latihan dan berlatih
dengan fasilitas pelabuhan; dan penilaian latihan dan berlatih
keamanan.

Sebagai perbekalan perwira keamanan kapal harus juga mempunyai
pengetahuan yang memadai dan mendapatkan pelatihansyang perlu
dalam beberapa hal sebagai berikut:

a.

b.

Tata ruang/denah kapal,
Rancangan keamanan kapal dan prosedur terkait (termasuk
pelatihan yang berdasarkan skenario tentang cara-cara

penanganan);

Manajemen menghadapi kerusuhan dan tehnik
pengendaliannya;

Operasi sistem peralatan keamanan; dan

Pengujian, kalibrasi dan pemeliharaan sistem keamanan di laut.

Personil kapal yang mempunyai tugas khusus keamanan, harus
mempunyai pengetahuan memadai dan kemampuan untuk
melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan meliputi:

a.

b.

Pengetahuan tentang pola dan ancaman keamanan saat itu;

Pengenalan dan pendekteksian persenjataan, zat-zat yang
membahayakan dan alat berbahaya;

Pengenalan cirri-ciri dan pola tingkah orang yang cendrung
mengancam/membahayakan keamanan;

Taktik yang digunakan untuk mengatasi langkah-langkah
keamanan;

Manajemen mengatasi kerusuhan dan tehnik pengendaliannya;

Komunikasi yang berkaitan dengan keamanan;
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g. Pengetahuan prosedur darurat dan rancangan penanganan
keadaan darurat;

h. Pengoperasian peralatan dan sistem keamanan;

i. Pengujian kalibrasi dan pemeliharaan peralatan dan sistem
keamanan di laut;

j.  Tehnik-tehnik pemeriksaan, pengawasan dan pemantauan; dan

k. Metoda penggeledahan phisik terhadap manusia, barang
pribadi, begasi, barang muatan dan barang persedigan
keperluan kapal.

Semua personil kapal lainnya harus mempunyai pengetahuan dan
kemampuan, dan mengenal dengan baik mengenai” ketentuan-
ketentuan Rancangan Keamanan Kapal yang relevansmeéliputi:

a. Arti dan persyaratan yang diakibatkan/tingkat siaga keamanan
yang berbeda;

b. Pengetahuan tentang prosedur Ndarurat dan rancangan
cadangan;

c. Pengendalian dan pengdeteksian senyata dan zat-zat yang
membahayakan dan alat heéthahaya;

d. Pengetahuan dengamddsar-non-diskriminasi ciri dan pola dan
tingkah laku manusia yang cendrung membahayakan
keamanan; dan

e. Tehnik yang dipergunakan untuk mengatasi langkah-langkah
keamanan.

Latihan dan Uji Coba

Sasaran latihan dan uji coba adalah untuk membentuk ABK yang
terampil untuk menangani seluruh tugas keamanan pada seluruh
tingkat keamanan dan untuk mengidentifikasi kekurangan
keamanan yang harus diperbaiki.

Implementasi yang efektif dari ketentuan-ketentuan keamanan
kapal, latihan harus dilaksanakan setidaknya satu kali setiap tiga
bulan. Disamping itu apabila 25% ABK diganti sekaligus oleh ABK
yang belum pernah berlatih pada kapal tersebut pada tiga bulan
terakhir maka pelatihan harus diberikan satu minggu setelah
penggantian ABK. Latihan ini harus menguji unsur-unsur
Rancangan Keamanan Kapal tersebut satu persatu sebagaimana
ancaman-ancaman keamanan yang ditunjukkan pada butir 8.9.

Berbagai jenis latihan gabungan yang diikuti oleh para perwira
keamanan perusahaan, perwira keamanan fasilitas pelabuhan,
pihak berwenang dari Negara-negara anggauta dan perwira
keamanan kapal harus dilaksanakan sedikitnya satu tahun sekali
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dalam jangka waktu antara satu dan latihan lain tidak melebihi
delapan belas bulan. Latihan ini harus menguji komunikasi,
koordinasi, kesediaan sumber daya dan cara penanggulangan.
Latihan ini dapat berupa:

1) Secara keseluruhan atau latihan dalam medan sesungguhnya;

2) Semulasi kering atau seminar;

3) Digabungkan dengan uji coba pelatihan lain sebagai pelatihan
uji coba SAR atau penanganan keadaan darurat.

Keikut sertaan Perusahaan dalam latihan dan uji coba demgan
Negara-negara anggota lain harus dengan sepengetahuan (pibak
Administrasi.

Disamping itu juga SSO harus mempunyai pengetahuan dan
mendapatkan pelatihan yang perlu dalam beberapashal sebagai
berikut:

1) Denah Kapal;

2) Rancangan Keamanan Kapal dan prosedur terkait (termasuk
pelatihan yang berdasarkan scémario tentang cara-cara
penanganan/respon);

3) Manajemen menghadapai kerusuhan dan tehnik
pengendliannya;

4) Operasi sistem peralatan keamanan; dan

5) Pengujian kalibrasi.dan pemeliharaan sistem dan peralatan
keamanan di laut,

3.3. Manajemen Kemelut.

3.3.1. Apa yang dimaksud dengan “Manajemen Kemelut atau
Krisis “Manajemen”. Manajemen Kemelut atau Krisis Manajemen
adalah keadaan-keadaan akibat dari adanya musibah-musibah yang
sérius, konsekwensinya dapat membahayakan keselamatan dan
keamanan jiwa manusia dan harta benda.

Musibah tersebut dapat berupa:

a. Tumpahan bahan berbahaya (termasuk minyak bumi, gas-gas
yang dicairkan dan bahan kimia);

b. Kebakaran atau ledakan diatas kapal;
c. Tubrukan atau terdampar;

d. Bencana alam (gempah bumi, banjr, angim topan/badai,
tsunami/gelombang pasang).
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3.3.2. Manajemen Kemelut di pelayaran adalah suatu sistem
terpadu yang berada dibawah komando Penjaga Laut Dan Pantai (Sea
And Coast Guard) dan bertanggung jawab kepda Presiden,
sebagaimana dimaksud Atas Penyelasan Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran. Dalam hal ini,
Penjaga Laut Dan Pantai berkewajiban untuk menggalang bermacam-
macam manusia, perlengakapan dan tehnologi untuk mengatasi
musibah pelayaran dan bencana-bencana di kapal, di pelabuhan dan
di lingkungan maritim dengan bekerja sama dengan pemadam
kebakaran, TNI dan Kepolisian Negara Republik Indonesiada Pemda,
Departemen Sosial dll. Krisis Manajemen ini, harus dipafidang
sebagai suatu jenis kegiatan yang sangat khusus yang membutahkan
suatu susunan organisasi tersendiri. Pada dasarnya organisasi
tersebut terdiri dari tiga unsur pokok yaitu:

a. Personil;
b. Perlengkapan;
c. Prosedur.

3.3.3. Organisasi Manajemen Kemfelut dikerahkan untuk mengatasi
masalah yang timbul. Basis dari Manajemen Kemelut yang berdaya
guna mencakup lima prinsip dagamyaitu:

a. Struktur Komando Terpusat;
b. Bagan darurat yang terinci;

c. Evaluasi kenieluat situasi yang cepat;

d. Personil yang terlatih penuh dan di lengkapi dengan peralatan
yang memadai;

e. \Penasehat-penasehat ahli.

3.3.4. YUntuk mengkoordinasikkan kemelut (krisis) yang terjadi
di kapal, di pelabuhan dan di lingkungan maritim dalam
penanggulangan kemelut di lapangan digiatkan hanya bilamana
terjadi musibah yang serius atau bencana yang mengancam banyak
orang dan harta benda. Situasi kemelut membutuhkan suatu badan
komando yang baru dan mempunyai kekuasaan khusus berdasarkan
atas/atau kuasa undang-undang untuk mengendalikan seluruh
kegiatan pelabuhan, armada kapal Negara, personil dan perlengkapan
untuk penempatan alat-alat eksternal pada bidang kerja.

3.3.5. Kemelut dapat dibagi dalam dua bagian yaitu:

a. Kemelut Internal (Dalam), ialah kemelut yang hanya
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berpengaruh pada daerah lingkungan kerja pelabuhan termasuk
terminal dan Syahbandar dapat menanggulangi bahaya tersebut
dengan kekuatan sendiri dengan melakukan pengendalian secara
penuh terhadap kejadian tersebut;

Kemelut Eksternal (Luar) dimana dalam hal ini lingkungan
sekitar dan populasi yang berdekatan terancam, dimana
Syahbandar harus melibatkan Pemerintah Daerah setempat,
mungkin  diperlukan alat-alat atau peraturan-peraturan
pelengkap dan terkadang dibutuhkan keputusan Pemerintah
berupa Peraturan Pemerintah.

3.3.6. Pusat Penanggulangan Kemelut.

Pusat Penanggulangan Kemelut akan lebih efektif apabilatdisatukan
atau digabungkan dengan pusat lalu lintas keselamatdn“kapal atau
ruang komando Syahbandar. Disinilah lokasi tim kgmando yang
bertanggung jawab secara menyeluruh dalam mmengkoordinasikan
seluruh kegitan Manajemen Kemelut ini “mencari keterangan
berkenan dengan:

a.

b.

Tempat dan waktu terjadinya musibahy

Nama, ukuran dan jenis kapalzkapal yang terlibat;
Bentuk muatan (seperti baham’kimia yang benar);
Lokasi pemuatan barang'berbahaya di kapal;

Bentuk dan luasnya kerusakan dan hal-hal khusus lain (daerah
yang berpengaruh, jumlah korban dan lain sebagainya).

Suatu conteh) “pusat penanggulangan bencana dapat diperlengkapi
dan ditata sebagaimana ditunjukan dalam gambar berikut:
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GAMBAR KEMUNGKINAN PUSAT PENANGGULANGAN BENCANA

op Telephon VHF / UHF ?2tr
Central - {  Control | ]
Layar Peta Ploting
Slip Over
Keterangan
PT  : Pimpinan Team
WPT : Wakil Pimpinanteam
PJ : Petugas Jaga
JT : Juru Tulis
P : Penasehat
C : Opetater Chris
T : Operator Telephode
i A Intercom
t “Telephone
th : “hot lihes”
1 : Speaker untuk telephone
ch : Terminal computer CHRIS
op : Over hend Projektor
tr : tape recorder

Titik berat harus ditujukan pada struktur komunikasi. Untuk
menetapkan suatu channel VHF / UHF yang seragam bagi seluruh
organisasi yang mengambil bagian. Hal ini penting untuk menjaga
disiplin yang keras dalam menggunakan channel ini.
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3.3.7. Bagan Darurat.

Salah satu masalah penting dari suatu Manajen Kemelut adalah bagan
darurat yang berimbang. Bagan ini terdiri dari tiga tingkatan yaitu:
Manajemen Umum; Badan Koordinasi; dan Bandan Penanggulangan.

Bagan Manajemen Umum harus melaporkan tanggung jawab antara
lain:Tanggung jawab dari organisasi-organisasi yang ambil
bagian;Tanggung jawab dari Tim Komando di tempat kejadian.

a. Struktur dan komando komunikasi.

Perbedaan pendapat antara organisasi-organisasi yang Sambil
bagian harus dihindarkan karena dalam suatu krisis ‘hyrarki
birokratis harus diganti dengan suatu organisasi kemelut demi
efisiensi kerja dan jalur yang ringkas. Hal itu dikarepdkan adanya
kebutuhan pengambilan keputusan yang cepat, dinmtana pejabat-
pejabat pemerintah tidak boleh ikut campuw dalam kegiatan
operasional, dan mereka hanya boleh/ "ambil bagian dalam
keputusan-keputusan tingkat tinggi, sepertijpengungsian dari suatu
daerah kabupaten atau kota serta mengwmumkan bahwa (on-scene
command team), koordinasinya Bersama-sama dengan pusat-pusat
aksi operasional (seperti pusat koordinasi pelabuhan), harus
mempunyai kewenangan pentth uintuk bertindak seketika apabila
situasi menuntut demikian:

b. Bagan Koordinasi, sesuai jenis musibah, harus menyalurkan:

1) Personil atauorganisasi yang terlibat dalam aksi;
2) Prosedur kérja sama dan prosedur komunikasi; dan
3) Jenis perlengkapan yang diperlukan.

c. Informasi terus menerus dalam situasi bencana kepada pejabat
pemeeintah dan masyarakat umum adalah penting. Kurangnya
informasi dapat mengarah pada pengambilan keputusan yang salah
pada tingkat pemerintah dan menyebabkan panik bagi masyarakat
umum.

d.” Bagan penanggulangan harus menguraikan secara tepat bagaimana
suatu musibah tertentu atau bencana harus diatasi. Pola ini terdiri
dari unsur-unsur sebagai berikut:

1) Laporan musibah/ kecelakaan;
2) Pemeriksaan benar letaknya data kecelakaan tersebut;

3) Bila perlu penyempurnaan data kecelakaan;

4) Evaluasi dan analisa terhadap data kecelakaan;
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3.3.8.

5) Keputusan tentang rencana penanggulangan apa yang harus
digunakan;

6) Pemberian informasi dan perintah kepada personil dilapangan;
7) Analisa terhadap informasi yang tiba dari lapangan;

8) Bilamana perlu koreksi terhadap semua penanggulangan;

9) Penyidikan tentang penyebab kecelakaan; dan

10) Evaluasi tindakan setelah selesai.

Jumlah bagan keadaan darurat bisa amat luas. Harus, disadari
bahwa praperencanaan dan latihan adalah benar-bBenar penting
dalam masalah ini. Bagan keadaan darurat yang tepSusun harus
diorganisasikan percobaan-percobaan secara teratur “‘dan hasilnya
dievaluasi.

Evaluasi Situasi.

Bila terjadi suatu masalah, langkah pértama yang harus diambil
adalah mengevaluasi risiko sdan” kemungkinan penyerbaran
musibah tersebut kedaerah™peélabuhan lainnya dan Negara
tentangga. Evaluasi harusfmampu membedakan antara musibah
biasa dan kemelut. Otorita” Pelabuhan bertanggung jawab atas
evaluasi demikian dam “suatu musibah harus diinformasikan
secepatnya kepada Syabandar.

Pejabat yang Dbertugas jaga harus terlatih dalam mengevaluasi
bahaya dafh mengambil tindakan-tindakan penanggulangan.
Syahbandar “harus membahas terlebih dahulu kemungkinan
musibah dan dampaknya serta menetapkan petunjuk pelaksana
bagi“pgjabatnya, dimana hal ini perlu adanya studie pendahuluan
dan, mengharuskan penyusunan bagan evaluasi serta bagan
keadaan darurat;

Contoh: Di pelabuhan Rotterdam negeri Belanda telah didirikan
suatu sistem informasi jawaban terhadap bahaya-bahaya bahan
kimia yang memberikan informasi terinci kepda manajemen
pelabuhan sehingga ia dapat menetukan dampak-dampak jangka
pendek dan jangka panjang dari tumpahan produk-produk cairan
berbahaya;

Sistem tersebut juga menyiapkan tindakan-tindakan yang
diperlukan yang harus diambil dimana untuk waktu sekarang ini
ruang lingkup sistem tersebut, terbatas pada tumpahan-tumpahan
diair yang mencakup 44 macam bahan kimia;Dalam sistem
tersebut dmpak-dampak pengaruh dari suatu genangan tertentu
dicatat dalam bentuk tabular baik pada sumber-sumbernya
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maupun pada jarak yang lebih jauh;
. Parameter yang membuat adalah sebagai berikut:

1) Nama bahan kimia;Jumlah yang tumpah;Kecepatan angin;Arah
angin;Keadaan di tempat kejadian; danPenetapan;

2) Out Put sistem ini adalah sebagai berikut:
3) Diameter genangan terluas;

4) Sektor sudut daerah berbahaya (penyebaran tegak tarhadap
arah angin;

5) Jarak aman minimum baik yang berkenan dengan“daya racun
maupun kemungkinan nyala api;

6) Pembahasan tindakan penanggulangan; dan
7) Usulan pertolongan pertama.

Dampak-dampak genangan diperhitingkan dari model-model
matematik yang paling canggih . Pada sebagian besar kasus model-
model ini mempunyai basis téoritis atau model-model yang dicek
dengan percobaan-percobaan‘skala kecil.

. Kadang-kadang menterjemahkan suatu model kesuatu kenyataan
sangatlah sulit. Pada kasus-kasus dimana tidak terdapat model-
model yang dapat diterima telah dikembangkan metode-metode
perhitungan khusus (penyebaran serentak dan penguapan dari
pada cairam). Dalam hal-hal tersebut dapat timbul suatu daerah
berbahaya,_yang luas sebagai akibat dari adanya suatu tumpahan
cairang berbahaya. Daerah ini harus diplot diatas petah dimana
daerah) yang bersangkutan tersebut Syahbandar dapat mengambil
tindakan yang memadai.

.\ Contoh Praktis Manajemen Kemelut di Pelabuhan Rotterdam.

Di Pelabuhan Rotterdam Belanda telah menyediakan contoh-
contoh Manajemen Kemelut sebagai berikut:

1) Bagan Keadaan Darurat akibat adanya tumpahan bahan-bahan
cair berbahaya, dimana pelabuhan-pelabuhan yang menangani
produk-produk minyak bumi dan bahan-bahan kimia dari
waktu kewaktu mengalami tumpahan-tumpahan tidak
disengaja dari kedua produk ini. Akibatnya terjadi kecelakaan
operasional seperti meluap atau disebabkan oleh kerusakan
mekanik dari pada alat-alat pemuat atau pipa-pipa. Prinsip-
prinsip Bagan Keadaan Darurat didasarkan atas kesadaran
terhadap dampak-dampak musibah dalam kejadian seperti
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i.

2)

3)

4)

kebakaran dan ledakan;

Dampaknya akan terlihat jelas dan pemilihan tindakan
penanggulangan merupakan suatu masalah pertimbangan yang
professional. Namun demikian dampak pertama dari suatu
tumpahan bahan cairan berbahaya adalah tidak terlihat,
tergantung dari karakteristik produk, akan terbentuk suatu
kabut yang beracun atau mudah menyalah yang dapat
membahayakan daerah tersebut dibawa angin dari lokasi
tumpahan tersrbut;

Untuk menjamin tindakan penanggulangan yang baik adalah
perlu untuk memperoleh data kualitatif mengenai ukuran dan
bentuk daerah yang mungkin terkena bahaya™, Hal ini
membutuhkan suatu model perhitungan <yamg dapat
dipergunakan untuk menetukan jarak sekitargKonsentrasi-
konsentrasi berbahaya produk-produk  beracun *yang timbul
atau konsentrasi titik nyala bilamana‘“ymelibatkan produk-
produk yang mudah menyala;

Bekerja dengan model-model perhitungan ini, bahkan dengan
bentuk yang dikomputerisasikan, “membutuhkan waktu dan
pengetahuan yang luas mengenai produk-produk bahan kimia
yang terlibat. Waktu dan~kelarusan tersebut biasanya tidak
mencukupi bila tibagsaathya untuk menanggulangi musibah.
Dilain pihak tindakan%\yang cepat adalah pentingnya untuk
memastikan penekanan terhadap dampak-dampak yang tidak
diinginkan bagi, manusia dan lingkungan sekitarnya yang
disebabkan mungkin timbulnya kebutuhan akan adanya suatu
sistem yangtdapat dioperasikan oleh staf operasional dengan
peralatadh bahan kimia yang terbatas. Pelabuhan Rotterdam
telah«meéngembangkan sistem demikian yang diberi nama
“Sistem Informasi Operasional Bahan Kimia/Chamical
@perational Information System”. Dari nama Belanda muncul
nama atau judul “CHRIS”.

Konsep dasar CHRIS

Apakah faktor-faktor pengendalian utama dalam menentukan

dampak dari pada suatu tumpahan produk bahan cair berbahaya
diatas air seperti:

1)

2)

Adanya produk itu sendiri, batas ledaknya, nilai batas ambang,
daya rekatnya dan penguapannya;

Factor yang mempengaruhi adalah jumlah cairan yang tumpah
dalam pengertian satu meter kubik, jelas akan mempunyai
dampak yang lebih kecil dari tumpahan seratus meter kubik;

3) Angin adalah parameter lain, dimana angin akan mempercepat
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proses penguapan dan dalam waktu bersamaan menyebarkan
uap yang terbentuk dalam atmosphir;

4) Arah angin akan menentukan arah mana yang akan dicemari;

5) Stablitas udara adalah faktor penting yang menentukan
kecepatan uap-uap beracun disebarkan secara vertical
keatmosphir;

6) Juga pentingnya adalah suhu air, karena suhu tersebut,
menentukan tekanan uap dari produk yang tertumpahhdan
lewat suhu itulah ditentukan kecepatan penguapan.

Prinsip-Prinsip Operasi CHRIS.

Perjalanan tentang operasi CHRIS adalah sangat mefibantu bila

pertama-tama menggambarkan kerangka prosedur; dimana suatu

pemberitahuan tentang adanya suatu tumpalhan‘yang diterima oleh
pusat koordinasi pelabuhan (di Belanda_disingkat dengan HHC}
yang hanya terdiri dari tiga unsur yaitu:

1) Nama produk;

2) Jumlah yang tumpah; dan

3) Lokasi genangan.

. Ketiga unsure ini, ‘adalah masukan yang kurang memadai untuk

CHRIS di HRC dan untuk lebih memadai dibuatkan data tambahan

sebagai berikut:

1) Temprattr air;

2)\ Kecepatan angin;

3)\ Arah angin;

4) Ketetapan angin.

Di CHRIS data asli dan tambahan dijadikan masukan dan
memberikan data out put sebagai berikut:

1) Diameter genangan terluas;
2) Jumlah waktu penguapan;
3) Sektor sudut (penyebaran tegak terhadap mata angin); dan

4) Jarak aman terhadap bahaya ledakan dan daya racun.
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m. Kerajaan Belanda telah bertahun-tahun menyempurnakan data
statistik tentang masalah ini, sehingga institusi tersebut dapat
membuat suatu daftar dengan faktor-faktor yang disebutkan diatas
sebagai parameter pengendali bagi tingkat ketetapan. Daftar ini
merupakan bagian dari CHRIS dimana out put yang tercatat diatas
memungkinkan pelaksana yang dapat membuat suatu gambaran
daerah yang mungkin terkena konsentrasi uap yang
membahayakan, terhadap jiwea manusia. Contohnya daya racun
diatas yang menimbulkan bahaya ledakan bilah konsentrasi
tersebut melebihi 15 % dari batas ledakan terendah/Lower
Explosive Limit (LEL). Bila gambar tersebut dilengkapi deémgan
keterangan gambar yang terbaru atas kehadiran kapal<kapal’di
daerah terdekat dimana operator dapat menentukan tindakan apa
yang harus diambil dan dimana tindakan tersebut diylakukan.
Pengetahuan tentang jumlah waktu penguapan yang“merupakan
lamanya waktu tidak aman, juga memungkinkan *haginya untuk
menetapkan tindakan yang mana paling tepat dilakukan pada saat
itu.

n. CHRIS, adalah contoh praktis untuk, mengetahui bagaimana
CHRIS bekerja secara praktek misalkan'situasi seperti berikut:

1) Tanggal : 20Januari 1981
Waktu : 11,30
Cuaca : Berkabut tebal
Kecepatan angin : 6 m/det
Lokasi tumpahan : ditto
Produk yang tumpah : Heptane
Jumlah yangtumpah : 20 m3
Temperatuf @ir :15°C

2) Kita melihat sektor sudut, contoh penyebaran tegak terhadap
arah\angin pada daftar A;

3) Tanggal, waktu dan kecepatan angin memberikan sektor sudut
45°. Kemudian ditentukan ketetapan udara dengan daftar B;

4) Tanggal, waktu dan cuaca yang gelap pekat (7/8-8/8)
memberikan N : netral untuk ketetapan udara;

5) Perhatian bahwa daftar A dan B independen dari masing-
masing produk yang tergenang;

6) Daftar C memperlihatkan radius maksimum dari pada pool
cairan sebagai fungsi dari jumlah yang tergenang dan kecepatan
angin. Pada contoh 20 m3 dan 6 m/det radius maksimum
adalah 53 m.

7) Daftar D menggunakan input yang sama tetapi memberi kita
jumlah waktu penguapan dari pada pool, pada khususnya
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adalah 0,8 jam, kita dapat melihat suatu daerah abu-abu pada
daftar ini yang merupakan bantuan bagi personil operasional.

8) Bagian kiri dari daerah abu-abu adalah waktu penguapan
sampai 0,5 jam, 30 menit dengan demikian sangat terbatas
untuk mengambil tindakan dimana pada sebagian besar kasus
tindakan ini hanya peringatan kepada orang-orang di dalam
daerah yang terkena dampak serta mengambil tindakan untuk
mencegah orang-orang (sebagai contoh orang di atas kapal)
memasuki daerah yang terkena bahaya. Hal ini perlu
diperhatikan mengingat waktu penguapan 2 jam atau’lebih
menuntut tindakan yang lebih sungguh-sungguh. Sifattindakan
benar-benar tergantung dari produk yang tertumpah.

9) Daftar E memberikan jarak konsentrasi di atas 15, %-dari batas
ledakan terendah misalnya input yang terdiri dari/fumlah yang
tertumpah 20 m3 ketetapan udara, dan Jkecepatan angin 6
m/det dapat menghasilkan jarak 100 m.

10)Daftar F memberikan jarak dalamAkonsentrasi di atas batas
ambang terendah (T.L.V). Paramefeninput adalah sama dengan
yang terdapat pada daftar EAUntuk tumpahan maya jarak ini
adalah 750 m.

11) Data di atas dapat diubah~dalam bentuk sebuah gambar yang
memperlihatkan daerah yang terkena bahaya. Informasi ini
merupakan bantuan (yang amat besar bagi personil operasional
dalam menentukan tindakan apa yang harus diperlukan serta
dimana tindakan,ini paling dibutuhkan.

12) Ada faktor-faktor yang lebih menentukan pada CHRIS dari
pada.faktor yang telah disebutkan pada bab-bab terdahulu.

18) Faktor-faktor yang paling penting adalah:

a. Pengaruh terhadap dampak suatu genangan/tumpahan
diperhitungkan sesuai daya sarat produk di atas air;

b. Pengaruh terhadap dampak suatu tumpahan dimana jumlah
yang tertumpah tidak tertumpah pada waktu seketika tetapi
tumpah sedikit demi sedikit. (semi continous);

c. Pengaruh terhadap dampak suatu tumpahan bilamana
kumpulan cairan tidak mampu menghasilkan suatu bentuk
sirkuler tetapi dibatasi dalam penyebaran (kumpulan cairan
setengah bulatan).
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o. CHRIS Otomatis

1) Basis sistim otomatis adalah Bank Data yang berisi semua
informasi yang dapat digunakan, dalam versi tercetak dimana
programing disusun sedemikian sehingga hanya memerlukan
latihan terbatas untuk mengoperasikan sistim in;

2) Untuk memasukkan versi tercetak ke sistim tersebut mungkin
dapat melalui nama produk bahan kimia yang benar yang
tergenang tersebut. Namun demikian terbukti dalam sejumlah
kasus nama bahan kimia ini belum siap dipakai pada‘saat
menerima pemberitahuan tentang adanya suatu tumpahan;

3) Baik nama dagang maupun sinonimnya atau nama taddung yang
kadang-kadang merupakan yang terbaik ditnama sistim
otomatis hanya akan bereaksi jika ia di “isi” dengas jnama yang
benar;

4) Untuk itu telah dikembangkan suatu’ sistim riset dan
ditambahkan pada sistim dasar¥, Sistim reset tersebut
sesungguhnya suatu data base yangberisi sejumlah besar nama
bahan kimia yang benar dar\sinonim dan nomor-nomor UN
mengikuti;

5) Sinonim apapun yang “dimasukan, sistim tersebut akan
memberikan nama. bahan kimia yang benar juga akan
memberitahukan _operator apakah data yang terinci akan
berguna atau tidak. Sistim riset tersebut akan memberikan
suatu daftar{yang terdiri dari 10 nama yang pengurangan
kemungkinanyoperator dapat mencari nama yang benar.

p. Dewasa imi Sistim riset tersebut menyimpan 200 nama bahan kimia
yang (benar dan sinonimnya dan nNama tersebut mewakili
sebagian besar produk yang membahayakan dalam bentuk curah
yang dikapalkan dari Pelabuhan Rotterdam.

g.YOtorita pelabuhan dewasa ini sedang menambah jumlah seluruh
nomor UN. Diluar dari sistim yang pernah diuraikan dimana
disamping sistim riset sedang mengembangkan perhitungan
model-model yang terkomputer dengan menggunakan formula
dasar, yakni berupa salinan otomatis dari versi tercetak, dimana
otorita pelabuhan dalam hal ini bekerja sama dengan Badan
Pengendali Lingkungan Pusat Rijmond (Suatu Otorita Daerah).

r. Bilamana selesai model-model ini akan sanggup menghasilkan data
yang diperlukan untuk memperluas sistim informasi operasional
bahan kimia dengan produk baru lebih dari 40 % dimana
perhitungan model-model juga akan dipergunakan untuk
menyelidiki resiko situasi individual khusus di pelabuhan.
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BAB 4
ANCAMAN KEAMANAN

Ancaman terhadap keselamatan dan keamanan kapal

Pada dasarnya ancaman terhadap keselamatan dan keamanan kapal dapat
datang dari berbagai sumber, seperti :

a. Bahaya alam dapat berupa gelombang pasang (tsunami), badai
(topan), gempa bumi dan suhu udara yang luar biasa. Kebakaran dan
pencemaran dapat juga dianggap bahaya alam meskipun kebanyakan
disebabkan oleh manusia. Gejalanya dapat diramalkan dan untuk
penanggulangannya dengan meningkatkan kewaspadaan dan
menghindarinya.

b. Bahaya yang disebabkan oleh manusia terdiri dari bermacaam-
macam bentuk seperti perompakan/pembajakan, terror, sabotase,
pengrusakan, pembunuhan dll. Ancaman ini dapat diantisipasi
dengan meningkatkan kewaspadaan nakhoda dan seluruh awak kapal
pada waktu kapalnya sedang berlayara di perairan yang
rawan/berbahaya seperti di selat-selat, sungai-sungai dan di perairan
yang sempit dan pada waktu kapal sedang berlabuh/sandar di
pelabuhan.

c. Bahaya yang disebabkan oleh karena sifat-sifat muatan tertentu yang
menuntut persyaratan penanganan khusus untuk melindungi muatan
dari pengaruh luar yang dapat menyebabkan reaksi kimia yang
membahayakan keselamatan jiwa dan harta benda maupun
lingkungan hidup dari bahaya-bahaya muatan tersebut.

Antisipdsi Terhadap Ancaman Bahaya;

a. Syahbandar melakukan = memonitonng serta  mengadakan
pengawasan terhadap semua kegiatan didaerah linkungan kerja
pelabuhan yang dinyatakan terlarang dengan tetap berkoodinasi
dengan para nakoda, petugas keamanan fasilitas pelabuhan dan
instansi terkait lainnya.

b. Nakhoda dapat meminta bantuan kepada Syahbandar (Harbour
Master) setempat apabila memerlukan bantuan pengamanan yang
lebih ketat seperti patroli disekitar kapal tempat berlabuh atau
sedang bersandar di dermaga.

c. Setiap nakhoda Negara bendera, bertanggung jawab atas tindakan
keselamatan dan keamanan kapalnya masing-masing dengan
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memperhatikan urutan tindakan sebagai berikut pada waktu kapal
tiba di pelabuhan :

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

Berdasarkan petunjuk dari nakhoda, penwira deck, dan mesin
yang ditugaskan untuk mengatur tata pengamanan di atas kapal.

Ruangan-ruangan yang tidak dipakai harus dikunci dengan baik
dan diadakan pengawasan secara terus menerus.

Masuknya orang-orang keatas kapal harus dibatasi hanya
kepada orang-orang yang ada sangkut-pautnya dengan urusan
kapal-atau orang-orang yang diwenangkan oleh nakhoda.

Harus diadakan penjagaan 24 jam penuh selama kapal tambat /
berlabuh dan untuk daerah-daerah yang rawan perlu ditambah
petugas keamanan dengan cara menambah petugas dan personil
kapal itu sendiri atau dengan meminta bantuan petugas
keamanan dan pelabuhan setempat.

Pada waktu berlabuh jangkar dan kurang dapat dilaksanakan
pengawasan maka tangga-tangga kapal hanya dapat diturunkan
pada kerendahan yang diperlukan dan pada malam hari lampu-
lampu geladak harus dinyalakan untuk memungkinkan dilakukan
pengawasan yang baik didaerah geladak dan sekitarnya dan dinas
jaga di anjungan secara khusus meningkatkan kewaspadaan
terhadap kapal-kapal kecil yang mendekati kapal.

Peningkatan penjagaan pada tangga-tangga naik dengan
menempatkan petugas keamanan kapal.

Pemeriksaan pada rantai jangkar dan tali tambat pada waktu-
waktu tertentu terhadap objek luar harus dilakukan selama kapal
berada dipelabuhan.

Slang-slang yang telah diatur konsistennya dengan prosedure
keselamatan normal harus digelar sejauh yang dapat
dilakukan dengan cara sedemikian sehingga bisa dipergunakan
secara berdaya guna dan berhasil guna seperti untuk menahan
/mengusir orang-orang yang akan mengganggu dengan cara
paksa untuk naik ke atas kapal.

Tidak dibenarkan orang-orang yang tidak berkepentingan
berada di atas anjungan kapal terutama pada ruang kemudi.
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Ancaman keamanan yang mempengaruhi perubahan tingkat
keamanan:

1. Di Pelabuhan:
a. Gangguan listrik yang mempengaruhi alat jaga/scan;
b. Kerusakan pada fasilitas keamanan terminal;
c. Huru-hara, protes dan kerusuhan sipil.
2. Di Laut:
a. Kapal cepat yang berlama-lama mengikuti kapal;
b. Kehilangan komunikasi dengan terminal.
3. Insiden Keamanan:
a. Perompakan;
b. Pembajakan;
c. Penyelundupan orang;
d. Ancaman bom.
4. Pelanggaran Keamanan
a. Penemuan senjata-senjata;
b. Perusuh;
c. Penyelundupan;
d. Orang-orang yang tidak ada dalam manifest.

Prosedur sistem tanda bahaya keamanan kapal (Ship Security
Alaret System):

1. Nakhoda/SSO bertanggung jawab atas pengkajian Ship Security
Alaret System (SSAS);

2. Nakhoda/SSO bertanggung jawab untuk memastikan bahw SSAS
diuji sesuai dengan prosedur ini;

3. CSO bertanggung jawab untuk bertindak sebagai Administrasi yang
terpilih sebagai “Otoritas Berwenang” atas tanda bahaya keamanan
yang diterima dari kapal. Disamping itu CSO juga bertanggung
jawab untuk membatasi “tanda bahaya palsu” yang terkait dengan
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prosedur ini, dan untuk pengujian rutin atas SSAS, CSO dapat
melimpahkan tugasnya kepada wakil (deputi) yang ditunjuk;

. Rincian lokasi tempat-tempat mengaktifkan tanda bahaya
keamanan kapal terdapat didalam rancangan keamanan kapal.
Tempat-tempat ini tidak boleh terbuka untuk pihak luar manapun
tanpa ada izin yang jelas dari Admistrasi Negara Bendera.

. Tempat tanda “Bahaya Keamanan Kapal” berada:
1. Pertama di anjungan kapal;

2. Kedua di Counter Bar.

. Pengujian Rutin.

a. Tanda bahaya keamanan kapal harus diuji setiap 3(tiga) bulan
sekali atas kesepakatan sebelumnya antar Nakhoda, SSO dan
CSO;

b. Sepanjang saat pengujian hubungan komunikasi telepon anatara
Nakhoda, SSO dan CSO harus terus tersambung;

c. Tanda bahaya keamanan kapal harus diaktifkan dari titik
pertama penggerak. Sebuah pesan tex tertentu dikirim kepada
CSO yang kemudian akan meverifikasi identitas dan posisi kapal.
Kemudian CSO akan menghubungi kapal melalui melalui
telepon genggam atau VHF;

d. Saat komunikasi tersambung Nakhoda/SSO akan mereset tanda
bahaya keamanan;

e. Bila semua titik penggerak tanda bahaya keamanan telah diuji
dan direset maka disepakati antara Nakhoda/SSO dan CSO
bahwa pengujian telah selesai dan semua tanda-tanda bahaya
yang akan dating selanjutnya akan diberlakukan sebagai “yang
sebenarnya”

. Prosedur Menanggapi Insiden Kamanan

Langkah yang harus diambil saat CSO menerima tanda bahaya
keamanan dari kapal:

a. CSO harus segera mengirim SMS ke kapal dengan tex sbb:
URGENT (SANGAT PENTING), CALL CSO ASAP (HUBUNGI
CSO SEGERA MUNGKIN).

b. CSO juga akan berusaha menghubungi kapal melalui telepon
genggam atau VHF
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Apabila tanda bahaya keamanan kapal BELUM (TIDAK) diaktifkan
karena insiden keamanan:

Nakhoda/SSO harus segera menghubungi CSO sepenerimanya SMS
tsb.

Apabila tanda bahaya keamanan kapal TELAH DIAKTIFKAN
dikarenakan insiden keamanan:

a. Nakhoda/SSO harus sedapat mungkin menjawab SMS dengan
abjad berkelanjutan seperti: “aaaaaa” atau “bbbbbb”.

b. Atau tidak menjawab sama sekali sebab situasi tidak
memungkinkan.

8. Prosedur menanggapi (merespon) instruksi keamanan
a. Nakhoda/SSO harus merespon setiap instruksi keamanan dari
setiap Negara peserta pada siaga keamanan tingkat 3. CSO harus

segera diberitahu.

Catatan: Semua kejadian dan komunikasi harus dicatat ke Log
Book Deck

b. Evakuasi
Dalam hal ancaman dan/atau pelanggaran keamanan
memerlukan kapal dievakuasi, Nakhoda/SSO harus melakukan
hal tersebut demi keselamatan.

Bahan terkait: Rancangan respon darurat

Catatan: Semua kejadian dan komunikasi harus dicatat ke Log
Book Deck

9. Prosedur untuk inspeksi, pengujian, kalibrasi dan pemeliharaan
peralatan keamanan.

a. Peralatan keamanan terdiri dari:
1) VHF;
2) Mobile Phone;
3) CCTV;
4) Lampu Sorot Pencari;

5) Lampu dek dan pemberangkatan;
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6) Ship security alert;
7) Sistem identifikasi otomatis (AIS).
. Pemeliharaan dan pengujian (test) alat keamanan

1) Tanda bahaya keamanan kapal — harus diuji (test) setiap tiga
(3) bulan;

2) Sepakati hari dan waktunya dengan CSO;

3) Setel kunci control pada posisi “TEST”.

4) Tekan tombol “Security Alert” (“Tanda Bahaya Keamanan”),
lingkaran tanda bahaya dimulai. Tanda transmisi akan
nampak dengan timbulnya warna orange pada layar LED
(Light-emiting diode).

5) CSO akan menerima signal tanda bahaya dengan dimulai
dengan huruf “TEST” dan segera menghubungi kapal
memberitahu bahwa signal diterima.

6) Selesai komunikasi terjalin, matikan tanda bahaya keamanan.

7) Catat pada log book deck semua waktu, tanggal dan
posisinya.

Pemeliharaan CCTV-bersihkan dari gumpalan dan/atau
halangan:

1) Pengujian CCTV;

2) Saat pengoperasian sehari-hari, hidupkan tayangan dari auto
ke Quad;

3) Laporkan kerusakan dan gangguan tayangan segera kepada
Manejer teknis dengan telepon genggam, lanjutkan dengan
defect report.

. Pemeliharaan lampu sorot pencari-Bulanan, buka dan bersihkan
tutup gelas, periksa lampunya secara visual.

. Pengujian lampu sorot pencari (malam hari);
Setiap dua minggu — hidupkan lampu

. Putar (kiri ke kanan) lampu pada sudut yang maximal

. Arahkan ke atas dan bawah secara vertical.
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i. Pemeliharaan penerangan deck dan embarkasi — bulanan, buka
tutup, bersihkan tutup gelas.Periksa lampu secara visual.

j. Pengujian penerangan deck dan embarkasi:
k. Hari-hari saat operasi;
l. Semua penerangan harus dalam keadaan bekerja.

m. Pemeliharaan power supply darurat — periksa tingkat isian
cairan batere darurat dan tegangannya.

n. Pengujian power supply darurat:Setiap hari — selesai operasi
sebelum memadamkan generator;Pastikan pengalihan otomatis
ke DC.

o. Pemeliharaan AIS-(mengacu pada prosedur ISM, SMM No.
10)/Pengujian AIS (mengacu pada prosedur IMS No.10):

1) Periksa informasi kapal sendiri
2) Periksa posisi kapal sendiri

p. Nakhoda harus melaporkan segera beserta dengan usulan
perbaikannya segala kegagalan selanjutnya atas perlengkapan
atau sistem keamanan atau penangguhan langkah keamanan
yang menghambat kemampuan kapal beroperasi pada siaga
keamanan tingkat 1 s/d 3 kepada CSO, administrasi atau RSO,
bila ISSC diterbitkan oleh RSO, serta pihak berwenang yang
tepat yang bertanggung jawab atas fasilitas pelabuhan yang
dipergunakan kapal atau otoritas Negara pantai melalui teritori
perairan mana kapal berniat untuk transit, dan minta
instruksinya.

q. Nakhoda harus melaporkan segera segala kegagalan atas
perlengkapan atau sistem keamanan atau penangguhan langkah
keamanan yang tidak menghambat kemampuan kapal beroperasi
pada siaga keamanan tingkat 1 s/d 3 kepada CSO, administrasi
atau RSO, bila ISSC diterbitkan oleh RSO, dan bila itu yang
ditetapkan oleh administrasi, untuk pertimbangan mereka
dengan rincian langkah alternatif setara yang dilaksanakan kapal
sampai dengan kegagalan atau penangguhan diperbaiki, berikut
dengan rencana aksi menguraikan jangka waktu perbaikan atau
penggantian.

10. Prosedur interface (kesesuaian) kapal/fasilitas pelabuhan

CSO harus menjaga komunikasi dengan semua pelabuhan yang
dikunjungi kapal perusahaan untuk memastikan mendapat manfaat
yang maximal dari fasilitas asset yang ada serta prosedur keamanan
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11.

telah dilaksanakan sesuai dengan persyaratan kapal perusahaan dan
tingkat siaga keamanan yang berlaku.

Kegiatan keamanan:

a.

Kapal harus tanggap terhadap persyaratan terkait yang
ditentukan dalam Rancangan Keamanan Kapal (SSP). Menjelang
kapal memasuki sebuah pelabuhan atau saat berada dalam
wilayah sebuah pelabuhan Negara peserta, kapal diharuskan
bertindak berdasarkan tingkat siaga keamanan yang ditentukan
Negara peserta sbb dibawah ini.

Pada siaga keamanan tingkat 1, kegiatan dibawah ini harus,
melalui langkah yang tepat dengan memperhatikan panduan
yang diberikan pada bagian B koda ini, dilaksanakan pada semua
kapal dalam rangka mengidentifikasi dan sebagai langkah
pencegahan terhadap kejadian bahaya keamanan.

Memastikan pelaksanaan semua tugas-tugas keamanan;
a) Pengendalian akses ke kapal,;

b) Pengendalian embarkasi (naik ke kapal) orang-orang serta
barangnya;

c) Pemantauan daerah terbatas untuk memastikan hanya orang
yang berwenang yang mempunyai akses;

d) Pemantauan area dek dan area sekitar kapal;

e) Mengawasi penanganan cargo dan ruang perbekalan kapal;
dan

f) Memastikan komunikasi keamanan berada dalam keadaan
siap.

Pada siaga keamanan tingkat 2, langkah perlindungan tambahan
yang setiap kegiatannya dirinci pada SSP 10 dalam rancangan
keamanan kapal harus diimplementasikan.

Pada siaga keamanan tingkat 3, langkah perlindungan tambahan
kelanjutan yang setiap kegiatannya dirinci pada SSP 10 dalam
rancangan keamanan kapal harus diimplementasikan.

Apabila administrasi menetapkan siaga keamanan tingkat 2 atau
3, kapal harus menyatakan menerima instruksi perubahan atas
tingkat siaga kemanan tersebut.

Menjelang memasuki sebuah pelabuhan, atau saat berada dalam
wilayah sebuah pelabuhan Negara peserta yang telah
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menetapkan siaga keamanan tingkat 2 atau 3, kapal harus
menyatakan menerima instruksi tersebut, mengkonfirmasikan
dengan petugas fasilitas pelabuhan untuk memulai
mengimplementasikan langkah dan prosedur yang tepat seperti
yang dirinci dalam rancangan keamanan kapal, dan dalam hal
siaga keamanan tingkat 3, dalam instruksi yang diterbitkan oleh
Negara peserta yang menetapkan siaga keamanan tingkat 3.

. Kapal juga harus sesuai dengan instruksi yang diterbitkan oleh
pihak yang sedang menanggapi kejadian keamanan atau
ancaman tersebut. Kapal harus melaporkan segala kesulitan
dalam implementasi. Dalam hal tersebut, petugas fasilitas
pelabuhan dan petugas keamanan kapal harus berhubungan dan
mengkoordinasikan langkah-langkah yang tepat.

Bila kapal diharuskan oleh administrasi untuk menetapkan, atau
memang sudah dalam tingkat siaga keamanan yang lebih tinggi
daripada tingkat siaga keamanan pelabuhan yang akan
dimasukinya atau dimana kapal berada, maka kapal harus segera
memberitahu otoritas berwenang Negara peserta di wilayah
mana fasilitas pelabuhan berada serta juga petugas fasilitas
pelabuhan tentang situasi tersebut.

Dalam hal tersebut, bila perlu Ship Security Officer (SSO) harus
berhubungan dengan port facility Security Officer (PFSO) dan
mengkoordinasikan (co-ordinate) langkah-langkah yang tepat.

. Administrasi yang menetapkan security level 2 atau 3 (tingkat
siaga keamanan 2 atau 3) mengharuskan kapal yang
mengibarkan benderanya pada pelabuhan Negara peserta
lainnya segera memberitahu Negara peserta tersebut.

Pada saat para Negara peserta menetapkan security level dan
memastikan ketentuan informasi tingkat keamanan kepada
kapal-kapal yang beroperasi dalam wilayah laut mereka, atau
kepada  kapal-kapal yang telah  mengkomunikasikan
keinginannya memasuki wilayah laut mereka, maka kapal-kapal
tersebut harus diberitahu menjaga kesiagaannya dan
melaporkan segera kepada administrasinya dan Negara pantai
yang berdekatan segala informasi yang telah menjadi perhatian
mereka yang dapat mempengaruhi keamanan maritime dalam
area tersebut.

. Pada saat memberitahu kapal-kapal tersebut security level yang
berlaku, Negara peserta juga harus memberitahu langkah
keamanan yang harus diambil oleh kapal-kapal dan bila patut,
langkah-langkah yang telah diambil oleh Negara peserta untuk
memberikan  perlindungan terhadap ancaman-ancaman
tersebut.

86



n. Saat tiba di pelabuhan, menjelang memasuki pelabuhan, kapal-
kapal yang akan memasuki pelabuhan kunjungan bisa
dimintakan informasi keamanan pre-arrival (menjelang
ketibaan) oleh petugas-petugas yang resmi ditunjuk oleh Negara
peserta untuk memastikan kesesuaiannya dengan koda ISPS,
pre-arrival security information (informasi keamanan menjelang
tiba) adalah sbb:

a. Bahwa kapal memiliki sertifikat dan nama otoritas penerbit
yang sah;

b. Security level (tingkat siaga keamanan) yang diberlakukan
kapal beroperasi;

c. Security level (tingkat siaga keamanan) kapal beroperasi pada

d. 10 kunjungan pelabuhan terakhir sebelumnya dimana
dilakukan interface kapal/pelabuhan;

e. Segala langkah keamanan khusus atau tambahan diambil
oleh kapal pada 10 kunjungan pelabuhan terakhir
sebelumnya dimana dilakukan interface kapal dan
pelabuhan;

f. Bahwa prosedur keamanan kapal yang tepat terjaga
dilaksanakan saat kegiatan antara kapal dengan kapal pada
10 kunjungan pelabuhan yang terakhir;

g. Informasi keamanan praktis yang lainnya (tetapi bukan
rincian rancangan keamanan kapal), melibatkan panduan
yang diberikan pada bagian B koda ISPS;

h. Contoh-contoh informasi praktis menyangkut keamanan
yang mungkin diperlukan sebagai kondisi memasuki
pelabuhan untuk membantu memastikan keselamatan dan
keamanan orang-orang, fasilitas pelabuhan, kapal dan barang
lainnya termasuk:

1) Informasi yang terkandung pada Continuous Synopsis
Record,;

2) Lokasi kapal pada saat laporan dibuat;

3) Perkiraan waktu kapal tiba di pelabuhan;
4) Daftar crew;

5) Gambaran umum cargo diatas kapal; dan

6) Informasi yang perlu dibawa berdasarkan regulasi XI-2/5.
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12. Kegagalan memberikan informasi keamanan pre-arrival dapat
mengakibatkan ditolaknya kapal masuk ke pelabuhan;

a.

Dilain pihak kapal harus meminta informasi keamanan dari
fasilitas pelabuhan atau kapal lain tentang status kesesuaian
ISPS dan security level pelabuhan atau kapal lainnya;

Apabila security level kapal lebih tinggi daripada fasilitas
pelabuhan atau kapal lainnnya, kapal harus minta dilengkapi
Declaration of Security (DOS) dan mengikuti prosedur SSP
11.2;

Dalam hal pencegahan bahaya keamanan tersebut tidak dapat
diberikan, kapal harus memastikan bahwa sesuai dengan
security level, prosedur/tugas keamanan yang tepat diatas
kapal dan didarat disusun untuk melindungi semua pihak;

SSO juga bertanggung jawab untuk membina dan menjaga
hubungan kerja dengan semua personil/asset keamanan
pelabuhan;

Bila diminta oleh pelabuhan atau diperlukan oleh Negara
pelabuhan (Port State), deklarasi keamanan (DOS) antara
terminal pelabuhan dan otoritas harus dilengkapi sebelum
dimulainya operasi cargo atau muatan perbekalan;

Pada saat berhubungan (interfacing) dengan fasilitas
pelabuhan yang tidak sesuai dengan koda ISPS, ikuti prosedur
SSP 11.2;

Bila menerima instruksi level ketika sedang berada di
pelabuhan Negara peserta lainnya, ikuti prosedur SSP 11.2

Deklarasi keamanan (DOS)
Kebutuhan/situasi penerbitan Declaration of Safety:

1) Petugas keamanan kapal (SSO) bisa meminta dilengkapinya
Declaration of Security (DOS) pada saat.Kapal beroperasi
pada security level yang lebih tinggi daripada fasilitas
pelabuhan atau kapal lain yang sedang berhubungan (ber-
interface) dengannya;

2) Ada kesepakatan atas DOS antara para Negara peserta
mencakup alur pelayaran tertentu atau kapal-kapal khusus
pada alur-alur pelayaran tersebut;

3) Pernah ada ancaman keamanan atau kejadian bahaya
keamanan melibatkan kapal atau fasilitas pelabuhan,
seperti yang terjadi;
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4) Kapal berada pada pelabuhan yang tidak perlu mengadakan
dan mengimplementasikan rancangan keamanan fasilitas
pelabuhan yang disetujui; dan

5) Kapal yang sedang melakukan kegiatan antara kapal dengan
kapal lainnya yang tidak perlu mengadakan dan
mengimplementasikan rancangan keamanan kapal yang
disetujui.

. Disamping yang tersebut di atas:

1) Declaration of Security (DOS) harus dilengkapi bila fasilitas
pelabuhan Negara peserta atau kapal menganggap
memerlukannya;

2) Perlunya DOS bisa diindikasikan dari hasil assessment
(penilaian) keamanan fasilitas pelabuhan (PFSA—Port
Facilities Security Assesment) serta situasi DOS diperlukan
harus dinyatakan dalam rancangan keamanan fasilitas
pelabuhan (PFSP);

3) Perlunya DOS bisa diindikasikan oleh administrasi atas
kapal-kapal yang mengibarkan benderanya dari hasil
assessment keamanan kapal (SSA - Ship Security
Assessment) dan harus dinyatakan dalam rancangan
keamanan kapal (SSP);

4) Besar kemungkinan DOS diminta pada security level yang
lebih tinggi, saat security level kapal lebih tinggi daripada
fasilitas pelabuhan, atau daripada kapal lainnya yang ber-
interface dengannya, dan interface kapal/pelabuhan atau
kegiatan antara kapal dengan kapal yang menimbulkan
resiko yang lebih tinggi terhadap orang, kepemilikan atau
lingkungan dikarenakan kekhususan kapal tersebut,
termasuk cargo, penumpang, atau situasi fasilitas
pelabuhan atau kombinasi dari fakto-faktor tersebut;

5) Dalam hal kapal atau administrasi, atas nama kapal yang
mengibarkan benderanya meminta dilengkapinya DOS,
PFSO (Petugas Keamanan Fasilitas Pelabuhan) atau SSO
harus mengabulkan permintaannya dan mendiskusikan
langkah-langkah keamanan yang tepat;

6) PFSO juga boleh mendahului mengajukan DOS menjelang
interface kapal/pelabuhan yang merupakan perhatian
khusus yang diidentifikasi oleh PFSA yang disetujui.
Contohnya bisa mencakup naik turun penumpang dan
transfer, bongkar muat barang berbahaya atau bahan yang
merusak. PFSA juga bisa mengidentifikasi fasilitas yang
dekat dengan populasi manusia yang tinggi atau operasi
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i.

7)

8)

9)

yang signifikan secara ekonomi sehingga memerlukan DOS.

Tujuan utama DOS adalah untuk memastikan pencapaian
kesepakatan antara kapal dan fasilitas pelabuhan atau
dengan kapal lain yang ber-interface dengannya karena
langkah keamanan masing-masing kapal akan sejalan
dengan ketentuan masing-masing rancangan keamanan
yang disetujui;

DOS yang disepakati harus bertanggal dan ditanda-tangani
dua pihak oleh fasilitas pelabuhan dan kapal, seperti yang
berlaku, menyatakan sesuai dengan Bab XI-2 dan bagian A
koda ini dan harus mencakup jangka waktu berlakunya,
security level yang terkait dan rincian kontak yang terkait.

Perubahan security level bisa membuat DOS yang baru atau
yang diperbaiki diperlukan.

10)DOS harus dibuat dalam bahasa inggris atau dalam bahasa

umum antara fasilitas pelabuhan dan kapal atau kapal-
kapal, yang mana yang berlaku.

Appendix 1A: Format of Declaration of Security antara
pelabuhan dan kapal (between a Ship and a Port Facility)
sebagaimana dimaksud Appendix 1B: Format of Declaration of
Security antara dua kapal (between two Ships) untuk Response
to Change of security level:

1)

3)

4)

5)

Apabila security level 2 atau 3 diberlakukan oleh Negara
bendera, kapal harus menyatakan menerima instruksi
perubahan tingkat keamanan tersebut;

Pada security level 2, langkah keamanan tambahan yang
dinyatakan dalam rancangan keamanan kapal, harus
diimplementasikan untuk setiap kegiatan yang dirinci
dalam SSP 10;

Pada security level 3, langkah perlindungan khusus
kelanjutan yang dinyatakan pada rancangan keamanan
kapal harus diimplementasikan untuk setiap kegiatan yang
dirinci dalam SSP 10;

Kapal juga harus taat pada instruksi yang diterbitkan oleh
yang menanggapi kejadian bahaya keamanan atau ancaman
tersebut;

Hari dan jam pemberitahuan diterima, dan waktu mencapai

kesesuaian dengan persyaratan tambahan, catatan
tingkatan (level) yang harus dimasukkan dalam log book.
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j. Instruksi level 3 dari Negara peserta SSO harus:

1) Menyatakan menerima instruksi security level 3 dari
Negara peserta atau otoritas yang ditunjuk ketika berada
dalam pelabuhan atau menjelang memasuki pelabuhan.
CSO juga harus diinformasikan tentang instruksi-instruksi
tersebut;

2) Konfirmasi memulai implementasi langkah dan prosedur
yang sesuai seperti yang dirinci dalam SSP kepada PFSO.

3) Melaporkan setiap kesulitan dalam implementasi langkah
dan prosedur yang sesuai. SSO akan berkoordinasi dengan
PFSO untuk menentukan aksi-aksi yang sesuai.

4) Pada saat diminta oleh Negara peserta, di kapal ada
informasi yang menyatakan siapa yang bertanggung jawab
memutuskan  mempekerjakan  personil kapal dan
memutuskan  bermacam aspek yang menyangkut
mempekerjakan personil diatas kapal.

5) Melaporkan kepada CSO dan otoritas yang tepat segala
informasi yang dapat mempengaruhi keamanan maritime
dalam area.

6) Menyatakan menerima dan tanggap terhadap instruksi
security level 3 yang diterima dari Negara bendera;

7) Hari dan jam pemberitahuan diterima, dan waktu mencapai
kesesuaian dengan persyaratan tambahan, catatan
tingkatan (level) yang harus dimasukkan dalam log book.

13. Security level yang berbeda

Apabila security level kapal lebih tinggi daripada yang berlaku
pada fasilitas pelabuhan atau kapal lain yang ber-interface
dengannya, SSO/Nakhoda harus:

a. Meminta dipersiapkan Deklarasi Keamanan (DOS—-Declaration
of Security) dan diskusikan langkah keamanan yang tepat;

b. Membuat kesepakatan antara kapal dan fasilitas pelabuhan
atau kapal lain yang ber-interface dengannya atas langkah
keamanan yang akan diambil masing-masing sesuai dengan
ketentuan rancangan keamanan yang dimilikinya;

c. Mengimplementasikan langkah keamanan tambahan khusus
dan buat deklarasi keamanan; dan

d. Catat semua langkah keamanan tambahan khusus yang
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diimplementasikan kapal.

14. Kegiatan yang tidak tercakup oleh koda SSP 11.5 harus
diberlakukan apabila kapal:

a.

b.

Berada pada Negara pelabuhan bukan Negara peserta;

Ber-interface dengan kapal yang tidak memberlakukan koda
ini;

Ber-interface dengan platform atau unit pembor bergerak di
lokasi; atau

Ber-interface dengan fasilitas pelabuhan yang tidak perlu
sesuai dengan Bab XI-2 dan bagian A koda ISPS.

Meminta fasilitas pelabuhan atau kapal menyerahkan copy
sertifikat keamanan yang diterbitkan atas dasar ketentuan lain.

15. Melaporkan kepada titik kontak Negara peserta

a.

Saat kapal sedang transit, beroperasi atau memasuki area laut
Negara peserta, kapal bisa meminta informasi security level,
nasihat atau bantuan dari titik kontak Negara peserta.

Kapal juga boleh melaporkan yang menyangkut keamanan
tentang kapal lain, pergerakan dan komunikasinya.

Bila mengidentifikasi resiko penyerangan, kapal bisa meminta
dari Negara peserta informasi sbb:

1) Security level yang berlaku;
2) Langkah keamanan yang harus diambil oleh kapal untuk
perlindungan dari serangan sesuai dengan ketentuan dalam

koda ISPS dan;

3) Langkah keamanan yang diputuskan sesuai diambil oleh
Negara pantai.

16. Prosedur Pelaporan Kejadian Keamanan

a.

b.

Nakhoda atau SSO bertanggung jawab membuat file dan
menyerahkan laporan kejadian kepada CSO dalam 24 jam
segala tindakan yang menentang hokum sepenerimanya
laporan kejadian keamanan tersebut. CSO membuat file
laporan tertulis tentang kejadian tersebut. Kepada otoritas
yang berwenang. Format laporan terlampir.

Melaporkan kejadian keamanan kepada pihak penghubung
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Negara peserta yang mencakup:

1) Pemberitahuan kegiatan yang mencurigakan

2) Pemberitahuan pelanggaran keamanan

3) Pemberitahuan kejadian keamanan transportasi (TSI)

4) Keterkaitan keamanan tentang kapal-kapal lain, pergerakan
dan komunikasinya.

Lihat format pelaporan pada Appendix 2.

17. Rancangan Cadangan menjaga operasi kritis dibawah ancaman
keamanan

Untuk setiap tingkatan security level, pemilik kapal atau operator

harus memastikan bahwa SSO dan personil keamanan kapal

berkemampuan untuk:

a. Menanggapi ancaman keamanan dan pelanggaran keamanan
dan menjaga operasi kritis kapal dan interface kapal ke
fasilitas, termasuk:

1) Melarang masuk ke area bersangkutan;

2) Menolak akses ke atas kapal, kecuali bagi mereka yang
merespon darurat;

3) Mengimplementasikan langkah security level 3 pada
seluruh kapal;

4) Hentikan operasi penanganan cargo; dan

5) Beritahu otoritas di darat atau kapal lain tentang
kedaruratan;

a. Harap mengacu kepada prosedur cadangan sbb:
1) Aksi atas ancaman bom;
2) Aksi atas mendapatkan alat atau paket yang mencurigakan;
3) Aksi atas pencarian kapal;
4) Menyusun rancangan pencarian kapal;
5) Aksi atas senjata/peledak kedapatan di atas kapal;

6) Aksi atas pembajakan atau naik ke kapal dengan paksa;
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7) Aksi atas mendekatinya kapal yang mencurigakan;
8) Aksi pelanggaran keamanan;
9) Panduan untuk kapal dibawah serangan perompak;

10)Prosedur evakuasi dalam hal ancaman keamanan atau
pelanggaran keamanan,;

b. Memberikan arahan kepada semua personil kapal
kemungkinan ancaman dan perlunya bersiaga, memintakan
bantuannya dalam melaporkan orang, obyek, atau kegiatan
yang mencurigaka; dan

c. Amankan operasi non-kritis agar dapat focus menanggapi
operasi kritis.

18. Prosedur cadangan

Manajemen keamanan diatas kapal terutama memikirkan
pengelakan dan pencegahan. Namun demikian, ketentuan dibuat
untuk kasus-kasus dimana sasaran tersebut tidak sepenuhnya
tercapai. Rancangan cadangan adalah bagian penting persiapan
untuk menghadapi hal-hal tersebut. Disamping itu, rancangan
cadangan merupakan dasar yang berguna untuk pelatihan,
berlatih dan latihan di kapal. Kebutuhan rancangan cadangan
diidentifikasikan dari hasil penilaian keamanan kapal yang
dilakukan pada SSP 09 sebagai berikut:

a. Penggunaan kekuatan

Pelaut berhak membela diri dalam merespon perlakuan
bermusuhan atau niat bermusuhan. Ini berlaku dalam saat
damai maupun saat konflik senjata. Dalam lingkungan damai,
penyerangan yang sebenarnya atau yang mendesak
mengancam dapat digagalkan dengan penggunaan kekerasan
yang tepat dan diperlukan untuk menyudahi atau mencegah
penyerangan saat dimana tidak ada lagi pilihan yang masuk
diakal. Lagipula, kita tidak perlu menunggu sampai menerima
serangan yang sebenarnya untuk merespon dalam bela diri.
Langkah-langkah antisipasi yang tepat untuk mencegah yang
jelas merupakan serangan mendesak dibenarkan oleh hukum
internasional.

b. Norma dasar

Personil yang terlibat dalam kegiatan keamanan akan
menghindar penggunaan kekerasan ketika tanggung jawab
yang ditugaskannya dapat dilaksanakan tanpa harus
menggunakannya. Namun bila tanggung jawab keamanannya
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tidak dapat dilaksanakan tanpa menggunakan kekerasan,
personil harus menggunakan kekerasan yang diperlukan secara
minimal untuk melaksanakan tanggung jawab keamanannya.

c. Metoda

Dibawah ini disusun tingkatan kekerasan dalam urutan dimana
mereka harus diaplikasikan dan rincian metoda dan taktik
dipergunakan untuk mencapai tingkatan-tingkatan kekerasan
berlainan:

1) Perintah lisan: Perintah lisan adalah cara pengendalian
yang ideal karena ia dapat mencapai tingkat pengendalian
yang diinginkan tertentu tanpa usaha tenaga fisik dan
mengurangi kemungkinan luka fisik. Masalah timbul bila
kapal dihadapi pengendalian bukan anggota kru yang
beranggapan mereka tidak harus tunduk kepada perintah
nakhoda dan mereka yang tujuannya memang sengaja
menyerang kapal beserta krunya. Dalam hal ini perintah
lisan biasanya tidak efektif.

2) Kekerasan fisik: kontak fisik langsung bukanlah aplikasi
kekuatan yang efektif karena hasilnya tidak pernah pasti.
Karena itu, personil keamanan kapal harus menghindar
kontak fisik yang sebenarnya selain diperlukan dalam
penggeledahan atau perkembangan pengendalian lainnya.
Kontak satu lawan satu harus dihindarkan selain
diperlukan karena situasi tidak terduga. Anggota keamanan
harus melindungi diri hingga bisa mundur selangkah dan
maju ke tingkat kekuatan lainnya lebih tinggi yang
diperlukan untuk menguasai individu penyerang. Seketika
individu melawan diatasi, penggunaan tenaga fisik terbatas
hanya untuk membantu memindahkan pelakunya dari
lokasi satunya ke yang lain.

3) Penghalang fisik: seperti pintu terkunci, dapat membatasi
pergerakan diatas kapal, dan dapat dipergunakan untuk
mencegah orang luar mencapai tujuannya.

4) Pemadam api: penggunaan semprotan penuh pemadam api
mengeluarkan semburan air yang kuat dapat merupakan
aplikasi efektif kekuatan fisik untuk menghindar dari
kontak langsung pada phase awal saat usaha percobaan
memasuki kapal.

19. Aksi terhadap ancaman bom
a. Kapal lemah menghadapi peledakan atau pembakaran.

b. Ada kemungkinan yang nyata kapal bisa menerima ancaman
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bom yang dibuat untuk tujuan tersebut.

c. Personil kapal harus siap menghadapi kejadian tersebut.
Pencatatan sebanyak mungkin dalam log informasi yang
menyangkut ancaman tersebut sangatlah penting.

Ancaman

Aksi

Ancaman Bom

Bila ancaman bom diterima, SSO bertanggung
jawab untuk memutuskan informasi, (yang
diberikannya, berkaitan dengan nasihat% dari
otoritas terkait, bahwa ancaman tersebut “masuk
akal atau tidak. Semua awak kapal hatus-tahu drill
merespon ancaman demikian; misalnya,
penggeledahan kapal, evakuasi, presedir, dsb.

Ancaman Kimia

Sama dengan ancaman bom

1. Contoh bagaimana bom ditaruh atau dikirim

a.

i.

Bom dapat disamarkan dalam banyak cara. Dapat
ditaruh dan dikirim dengan beberapa cara;

Dalam kendaraan berpenumpang, kendaraan barang
atau bus;

Cargo yang di declare (surat pengantar) salah atau
tidak di declare;

Dibawa ke kapal oleh pengunjung / awak kapal baru,
atau awak kapal sebelumnya meninggalkan alat
dengan pengatur waktu;

Di dalam barang bawaan yang ditaruh di troli bagasi;
Di dalam gudang (tempat perbekalan) kapal;

Dengan pos;

Dibawa ke kapal oleh pekerja darat di pelabuhan atau
oleh personil kontraktor;

Ditaruh dibawah lambug kapal oleh penyelam;

2. Pertanyaan yang diajukan kepada pengancam bom. Bila ada
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ancaman bom, siapa yang menerima telepon harus
mengajukan pertanyaan dibawah ini, dengan mencatat
waktunya

T Em e Ao o

Bila bom meledak?

Dimana adanya bom?

Berbentuk apakah nampaknya?

Jenis bom apa?

Apa yang akan menyebabkan bom meledak?
Apakah anda yang menaruh bom?
Mengapa?

Dari mana anda menelepon?

Dimana alamat anda?

Siapakah nama anda?

20.Aksi bila menemukan alat atau paket mencurigakan

a. Bila mendapatkan alat mencurigakan, yang mungkin saja
adalah peledak rakitan (IED = Improvised Explosive Device),
sangatlah penting untuk tidak segera mengumumkan kepada
public. Hal tersebut harus dilaporkan dengan segera kepada
SSO.

b. Prioritas saat mendapatkan alat mencurigakan

4C

Aksi

Confirm

Konfirmasi-dari pandangan, dengan hati-hati dan akal
sehat,bahwa alat tersebut adalah IED.

Clear

Bersihkan area dari personil, termasuk area diatas dan
bawahnya.

Cordon

Blokir area sehingga tidak ada akses orang yang
membahayakan diri mereka. Ini harus dilakukan
dengan sikap yang terkendali untuk menghindari
kepanikan kru atau penumpang.

Control

Kendalikan situasi hingga bantuan yang terampil tiba.
Hubungi otoritas terkait memberitahukan mereka
informasi sebanyak mungkin. Termasuk tampak,
ukuran, warna, segala tempelannya atau kabel serta
lokasinya di kapal.

c. Tidak boleh ada aksi dilakukan yang mempengaruhi atau
merubah lingkungan dekat alat (misalnya penerangan,
temperature, bising, dsb).
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d. Pembuangan segala alat merupakan tanggung jawab ahli
peledak dari pelayanan keamanan dan tidak boleh melakukan
percobaan untuk menangani segala alat yang didapati.

e. Panduan menangani alat yang mencurigakan

1) Jangan mendekati alat;

2) Jangan tangani, sentuh, goyang, buka atau memindahkan

peledak atau alat yang dicurigai;

3) Jangan potong, tarik atau sentuh kabel, mengklik (tombol),

menyundut atau mengikatnya;

4) Jangan menggunakan radio VHF/UHF dalam jarak 3 meter

5)
6)

7)
8)

9)

dari alat;

Jangan lewatkan perangkat metal dekat alat yang dicurigai;
Jangan berlari dekat alat;

Jangan arahkan orang melewati alat yang dicurigai;
Jangan merokok didekatnya;

Jangan memindahkan alat dari orang-orang;

10)Pindahkan orang-orang dari alat.

f. Respon Nakhoda/Perwira Kaeamanan Kapal (SSO)

1)

2)

3)

Bila sebuah alat didapati disebuah kapal di pelabuhan,
Nakhoda atau perwira yang bertangguung jawab diperlukan
untuk memutuskan pasda tahap mana ia harus
mengevakuasi kapal, bila perlu sesuai dengan rancangan
darurat, tinggalkan hanya staf secukupnya untuk
memberikan bantuan tehnis kepada badan pelayanan
keamanan. Titik evakuasi di darat perlu diperiksa dan
dibersihkan sebelum memindahkan penumpang dan ABK.

Bila mendapatkan alat saat kapal berada di laut, respon
Nakhoda akan bergantung pada ukuran dan lokasi alat,
lokasi kapal dan waktu sampai dengan adanya pelayanan
keamanan dan bantuan lainnya.

Respon Nakhoda/SSO harus mencakup pertimbangan hal-
hal sebagai berikut:

(a) Meneruskan bila perlu, kepada stsion darurat umum;
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(b) Keperluan mengevakusi area (atas dan bawah) dan
arahkan semua orang meninggalkan alat yang dicurigai;

(¢) Beritahu Perusahaan dan Otoritas terkait di daerah
dimana kapal berada;

(d) Buka pintu lobang untuk mengurangi kerusakan;

(e) Keperluan membangun dinding penghalang (karung
pasir atau kasur) disekitar alat untuk menyerap ledakan;

(f) Turuti instruksi Perusahaan atau Otoritas di darat;

(g) Cari pelabuhan aman terdekat dang anti haluan;

(h) Perintahkan semua diatas kapal menjauhkan diri dari
pintu jalan, lobang palka dan arah ruangan alat berada

untuk menghidari kemungkinan luka ledakan;

(i) Kemungkinan tingkat parahnya kapal bila alat tersebut
meledak.

g. Aksi dalam pencarian kapal

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

Nakhoda dan Perwira Keamanan Kapal (SSO) bertanggung
jawab menyusun prosedur pencarian;

Berlatih harus dilakukan untuk memastikan bahwa
rancangan tersebut efisien, dapat dilakukan dan
dimengerti;

Ia harus mengenali alat peledak rakitan dan bagaimana
harus menangani alat peledak rakitan;

Pencarian harus dilakukan berdasarkan rancangan khusus
dan harus dikendalikan dengan hati-hati untuk memastikan
pencarian yang menyeluruh;

Rancangan tersrbut harus mencakup semua opsi dan
memastikan tidak tumpang tindih atau ada yang
tertinggalkan;

Harus ada sistem pemberian ciri atau mencatat area yang
telah diperiksa atau “bersih”;

Secara ideal geladak dan area pencarian harus diberi
nomor, sehingga area, ruangan dan geladak yang telah
diperiksa dan bersih bisa dicek dalam daftar;

Pencari harus mengenal area yang diperiksanya. Hal ini
99



akan membantu untuk mendapatkan perhatian terhadap

barang-barang yang mengcurigakan;
9) Pusat laporan pencarian harus dibentuk;

10) Rancangan harus dibuat untuk pencarian;

11) Pencarian cepat dapat dilaksanakan saat pada waktu

peringatan peledakan bom sangat pendek;

12) Lakukan pencarian setelah meninggalkan pelabuhan;

13) Pencarian  setelah  meninggalkan

pelabuhan  dapat

memastikan bahwa tidak ada alat peledak atau senjata
ditaruh diatas kapal pada saat kunjungan, tidak ada
penyelundup ataupun narkoba diselundupkan diatas kapal.

Aksi

Notes

Bentuk titik pusat pengendalian dan
titik pusat kedua bila perlu.

Bentuk struktur komando dan buat
rancangan  semua  area  agar
pengendali kejadian (SSO) dapat
menghapus semua area yang sudah
diperiksa. Ia harus dalam bentuk
sistem terlatih.

Tunjukan  kepada ketua team
pencarian, bahwa mereka mampu
mengenali bom atau paket yang
mencurigakan.

Arahkan pencari apa yang harus
mereka cari dan area pencarian.
Bagiamana melapokan kembali area
yang bersih dan bagaimana mereka
memberikan ciri area yang sudah
diperikas serta bagaimana mereka
harus menangani alat yang dicurigai.

Sentralisasi personil/ABK yang tidak
terlibat dengan nomor untuk mencari
kesemua personil.

Beri arahan tentang rancangan
darurat/cadangan umum bila perlu.
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21. Menyusun rancangan pencarian
a. Rancangan pencarian harus disusun untuk memastikan, bila
perlu, prosedur bisa diimplementasikan dengan cepat dan
efektif. Ia harus dipraktekkan secara berkala untuk
memastikan semua anggota awak kapal mengenal
pengoperasiannya;

Pencarian harus dilakukan pada area berisiko tinggi atau bila
informasi ancaman tertentu diterima.

1) Persiapan pencarian
2) Tunjuk pengendali kejadian (SSO).
3) Tunjuk titik pengendali kejadian.

4) Gunakan gambar GA, susun prioritas dan arah area
pencarian.

5) Nyatakan metoda pemberian ciri dan pelaporan area yang
sudah dibersihkan. Satu pendekatan adalah member kode
pada semua area pencarian kapal berdasarkan dek dan
nomor kamar/ruangan.

6) Tunjuk para ketua team masing-masing area pencarian atas
dasar rancangan pencarian.

7) Team pencari harus terdiri dari 1 atau 2 orang.

8) Sentralisasi semua personil yang tidak terlibat, kalau
mungkin berdekatan dengan titik evakuasi.

b. Melakukan pencarian
1) Radio UHF atau VHF tidak boleh dipakai saat pencarian.

2) Jangan mengira hanya 1 alat yang berada. Teruskan
pencarian sampai seluruh bagian kapal diperiksa.

3) Pencarian harus terbagi dalam beberapa tingkatan untuk
pembersihan multiple.

4) Pencarian pertama harus mencakup semua item dari lantai
sampai setengah dinding.

5) Pencarian kedua harus mencakup item dari setengah
dinding sampai pundak dinding.

6) Pencarian ketiga harus mencakup fiting penerangan,
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pembuangan dan pipa yang melintasi atap.

7) Setelah ruangan terbagi secara horizontal, dibagi secara
vertical dalam 2 bagian. Garis imajinasi ditarik melalui
tengah ruangan s/d titik ujung dinding.

8) Team pencari dipecah dan mencari sisi berlawanan ruangan
s/d titik tersebut, lalu kembali lagi melalui titik tengah ke
titik awal. Lihat diagram pencarian ruangan.

—> —

— —>

Laporkan yang didapatkan kepada SSO dan beri ciri yang
mencolok pada pintu masuk ruangan yang menyatakan
“Telah Diperiksa”

Saat mencari, team harus waspada terhadap segala yang
mencurigakan atau luar biasa.

Contoh indicator IED

Hal-hal dibawah ini bisa merupakan indicator upaya
memasang atau menyembunyikan suatu IED.

1. Tali-tali pita;

2. Scrap atau serbuk gergaji;

3. Kabel-kabel listrik;

4. Kepingan-kepingan papan;

5. Tanda-tanda pengintaian atau ciri-ciri bekas obeng;

6. Tali kail, tali gambar;
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7. Pintu atau tutup kabinet terbuka sebagian;

8. Kunci, skrup atau mur pada tutup palka, tutupnya
atau saluran yang hilang;

9. Jangan sentuh, pindahkan atau tutup obyek yang
mencurigakan;

10. Jika anda melihat bom anda sudah terlalu dekat.

22. Langkah mendapatkan senjata/peledak di kapal

a.

Langkah-langkah ini bukan untuk menghadapi IED (peledak
rakitan) yang dicurigai.

. Pada saat senjata atau peledak didapatkan, SSO harus

secepatnya dilaporkan agar dapat bereaksi. SSO membuat
laporan penemuan bom (Bom Search Report) berdasarkan
format yang diberikan dalam Appendix 3.

. SSO juga dibutuhkan membuat penilaian resiko atas bahaya

seketika terhadap kapal, awak kapal, penumpang dan cargo.

. Kehati-hatian merupakan prioritas yang utama.

. Segala upaya diperlukan untuk memastikan kepanikan dan

keraguan diteruskan kepada awak kapal atau penumpang.

23.Langkah terhadap pembajakan atau naik kapal secara
paksa

a.

Panduan untuk Nakhoda terhadap naik kapal secara paksa
(Hostile Boarding).

Tetap tenang dan beritahu yang lainnya agar tenang.
Jangan mencoba melawan yang naik ke kapal dengan senjata.
Pastikan keselamatan kapal, sesuai dengan praktek maritime.

Umumkan berita marabahaya dan gerakkan Sistem Tanda
Bahaya Kapal (Ship Security Alert System), bila mungkin.

Berikan tawaran kerja sama yang masuk diakal.
Tindakan kasar atau agresif jangan dibalas.

Penyerang kemungkinan tidak mengetahui bagaimana kapal
tertentu bekerja (mengoperasikannya).

103



Coba ketahui apa maksud, permintaan mereka dan batas waktu
yang ditentukan untuk kemauan mereka.

Upayakan memperpanjang waktu. Lebih panjang waktu
kejadian berlangsung, lebih besar kemungkinan menyudahi
kejadian tanpa cidera dari yang disandera.

Diakui bahwa sandera akan merasa terisolasi saat kejadian
berlangsung, karena mereka tidak mengetahui langkah apa
yang sedang diambil oleh Perusahaan dan/atau otoritas
pemerintah untuk mereka. Hal ini akan menimbulkan rasa
antagonis terhadap otoritas dan simpati terhadap teroris.
Segala upaya akan terus dilakukan untuk mengakhiri kejadian
dengan penekanan utama pada keselamatan jiwa dan pribadi
dari pihak yang tidak berdosa yang terlibat didalamnya.

Dimengerti bahwa hubungan baik antara sandera dan yang
menyandera cenderung mengurangi kemungkinan teroris
bertindak dengan kekerasan terhadap sanderanya.

. Disadari bahwa, pada tahap tertentu dalam kejadian,

konfrontasi antara teroris dan otoritas bisa terjadi.

Anjurkan agar diadakan jalur negosiasi langsung yang mantap
dengan otoritas.

Hindari keterlibatan awak kapal dalam negosiasi. Kalau
anggota awak kapal terpaksa harus turut serta, upayakan agar
mereka tidak menyiksa penumpang atau awak kapal.

Disadari juga bahwa aksi militer mungkin, pada saat terakhir,
akan dilakukan dalam upaya menyelamatkan jiwa dan merebut
kembali kapal.

Sebelum konfrontasi ini terjadi, mungkin ada kesempatan atau
bisa diciptakan untuk mengirim informasi tentang pembajak,
seperti:

1) Jumlah mereka;

2) Gambaran;

3) Jenis kelamin;

4) Bagaimana mereka dipersenjatai;

5) Bagaimana pengaturan diri mereka;

6) Bagaimana mereka berkomunikasi satu sama lainnya;
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7) Tujuan mereka;

8) Kebangsaan;

9) Bahasa yang dibicarakan dan dimengerti;

10)Standar kompetensi dan tingkat kesiagaan mereka;

11) Adakah mereka mengidentifikasikan secara terpisah
seseorang dari sandera tentang kebangsaan, agama atau
pekerjaannya; misalkan, ex-militer.

24.Langkah terhadap kapal mencurigakan mendekati kapal

a. Kalau kapal lain mendekati kapal di laut dengan gaya yang
mencurigakan dan mengancam;

1) Tingkatkan kecepatan dan ganti haluan, bila hal tersebut
aman dilakukan.

2) Jangan berikan kesempatan untuk kapal lain datang
berdampingan.

3) Jangan berikan respon pada pesannya melalui radio, lampu
atau pengeras suara.

4) Jangan ada awak kapal di deck atas.

5) Perhatikan rincian kapal lain dan kalau mungkin ambil
fotonya.

6) Pada malam hari, arahkan lampu sorot pada kapal
mendekat dan matikan penerangan diatas deck.

7) Laporkan rincian kejadian kepada perusahaan dan
pemerintah yang berwenang atas area dimana kapal berada.

8) Pergunakan semburan selang air bisa merupakan opsi lain
untuk menghalangi pengacau naik ke kapal.

9) Dalam hal mengusir pengacau tidak berhasil, tutup kapal
menjadi “benteng”, pastikan semua awak kapal dan
penumpang berada didalam dan semua pintu diluar dan
tutup palka terkunci.

b. Bila langkah-langkah tersebut tidak cukup untuk menghalangi
kapal/pengacau, lepaskan tanda marabahayanya dan hidupkan
Sistem Tanda Bahaya Kapal (Ship Security Alert System)
sebelum pengacau naik ke kapal.
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25. Langkah terhadap pelanggaran keamanan

a. Pelanggaran keamanan adalah segala tindakan bisa yang
mengancam keamanan kapal. Langkah terhadap pelanggaran
keamanan tergantung pada keseriusan pelanggaran.

b. Laporan kejadian dan langkah yang diambil harus
dipergunakan untuk mencegah terulangnya kejadian. Ini bisa
melibatkan  rekomendasi perubahan atas Rancangan
Keamanan Kapal. Kesemua ini diserahkan kepada Petugas
Keamanan Perusahaan agar dapat diimplementasikan dalam
Rancangan Keamanan Kapal.

c. Semua kejadian harus dilaporkan berdasarkan format yang
diberikan pada Appendix 2 walaupun tidak ada langkah
diambil.

26. Panduan untuk kapal yang diserang perompak
a. Bila perompak terdeteksi

1) Anjungan harus segera diberitahu dan tanda bahaya
dibunyikan;

2) Tarik perhatian stasiun di darat atau kapal yang
berdekatan;

3) Pada malam hari, arahkan lampu sorot kapal kepada
perompak agar membuat perompak menjadi silau dan awak
kapal dapat memonitor kegiatan mereka;

4) Kecepatan kapal harus ditingkatkan dan haluan diubah
mengarah laut bila mungkin;

5) Bila perompak berusaha naik ke kapal menggunakan
gaetan, potong tali yang mengikat pada gaet;

6) SSO harus melaporkan kejadian kepada CSO dengan format
yang diberikan pada Appendix 2.

b. Penyerang di kapal

1) Sinyal bahaya dibunyikan dan awak kapal harus mencari
perlindungan di area aman yang sudah dirancang. Area-
area tersebut harus ada tersedia akses dengan area utama di
kapal seperti anjungan, ruang radio dan ruang mesin;

2) Penyerangan harus dilaporkan segera kepada penguasa
pelabuhan local dan/atau polisi, dan sinyal marabahaya
ditembakkan;
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3)

4)

Menghidupkan pemadam kebakaran menghadapi pengacau
yang mendekat memang adalah salah satu opsi cara. Tetapi
harus diingat bahwa penggunaan aksi fisik yang agresif
dapat meningkatkan kekerasan. Bila perompak memiliki
senjata, diusulkan agar mengikuti perintah mereka;

Turuti keinginan penyerang dengan sikap tenang.

Setelah penyerangan

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

Panduan berikutnya harus ditindak-lanjuti setelah
penyerang meninggalkan kapal;

Anggota kru harus tinggal di area aman yang ditentukan
sampai dengan diberikannya sinyal yang sudah diatur
sebelumnya untuk konfirmasi bahwa perompak telah
meninggalkan kapal;

Kalau tidak, kirim tanda bahaya kepada stasiun darat atau
kapal-kapal disekitarnya;

Pelayanan medis harus diberikan kepada yang luka;

Semua bukti penyerangan harus dikumpulkan dan semua
saksi harus membuat penyataan tertulis atas kejadian,
termasuk gambaran rinci pelaku kejahatan. Ciri-ciri seperti
tato, bekas luka dan cirri mencolok lainnya harus dicatat;

Laporan kejadian harus dikirim kepada pemilik kapal,
badan penegak hukum setempat, dan Pusat Koordinasi
Penyelamatan (RCC - Rescue Coordination Centre).
Pemilik atau manajer harus selanjutnya melaporkan kepada
IMB Piracy Reporting Centre, dan BIMCO. Format laporan
harus seperti yang diberikan pada Appendix 2;

Kerja sama sepenuhnya harus diberikan kepada petugas
penyelidik penegakan hukum yang terkait;

Penyerahan pelaporan tersebut sangat penting untuk
memastikan agar Otoritas terkait bisa mengambil langkah
yang tepat, kalau tidak mereka bisa tidak mau tahu tentang
permasalahan dan menganggap enteng terhadap
penyerangan-penyerangan tersebut;

Laporan juga bisa diterbitkan untuk Nakhoda berupa

pengarahan  bagaimana  menghidari  penyerangan-
penyerangan tersebut.
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27. Prosedur Evakuasi dalam hal ancaman bahaya keamanan
atau pelanggaran keamanan.

a.

Dalam hal ancaman keamanan atau ancaman-ancaman
didapati di kapal dan evakuasi dianggap perlu, kesiagaan
keamanan harus segera ditingkatkan menjadi level 3.

Nakhoda/SSO akan mengevaluasi alur evakuasi yang berlaku
untuk situasi tersebut.

Bila alur evakuasi akan mengakibatkan yang dievakuasi
melewati area yang dianggap ada ancaman keamanan,
Nakhoda/SSO harus menginstruksikan alur alternative kepada
pihak-pihak yang mengepalai/melaksanakan proses evakuasi.

Kalau ancaman mempengaruhi alur evakuasi dan evakuasi
tidak mungkin dilakukan, maka harus diupayakan untuk
mengeliminasi ancaman sebelum evakuasi bisa dilakukan.

Semua kru harus diinstruksikan untuk hati-hati terhadap

ancaman/ancaman-ancaman tersebut sambil menunggu
kembalinya kondisi normal.
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BAB 5
ASPEK KESELAMATAN
DAN KEAMANAN PELAYARAN

Analisa statistik

Analisa statistik mengenai musibah pelayaran menunjukkan bahwa
prosentasi musibah yang lebih tinggi yang melibatkan satu atau lebih
kecelakaan kapal terjadi di daerah pelabuhan, selat-selat yang sempit
termasuk alur-alur pada sungai daripada yang terjadi di dalam kondisi
laut terbuka.

Tidak dapat dihindari bahwa resiko tubrukan akan cepat bertambah
sesuai dengan pencakupan kapal-kapal diperairan pantai dan ambang-
ambang pelabuhan yang disebabkan oleh karena bertambahnya kepadatan
lalu lintas dibandingkan dengan laut terbuka.

Resiko kekandasan juga akan bertambah karena kapal-kapal mendekati
perairan yang relatif dangkal dan alurnya sempit dan resiko tubrukan juga
sangat besar terutama dengan kapal-kapal yang sedang berpapasan dan
instalasi-instalasi pelabuhan pada saat pendekatan akhir selalu sering
timbul.

Statistik Kecelakaan

Bermacam-macam study telah diadakan baik secara nasional maupun
internasional untuk maksud penganalisaan secara statistik kecelakaan
berupa tubrukan, kandas dan musibah pelayaran lainnya terutama yang
sangat menonjol adalah kasus-kasus perompakan, pembajakan,
teror, dan sabotase yang telah menimbulkan dampak-dampak
yang cukup besar terhadap keselamatan jiwa manusia dan
harta benda serta lingkungan hidup.

Tindakan-tindakan pelanggaran hukum terhadap pelayaran yang
membahayakan keamanan dan keselamatan jiwa manusia dan harta
benda, telah menjadi keprihatinan serius seluruh masyarakat
internasional karena menggangu kegiatan pelayaran maritim dan
sehingga mengurangi kepercayaan masyarakat dunia akan keselamatan
dan keamanan pelayaran.

Berdasarkan petujuk sesuai data statistik bahwa proporsi musibah
pelayaran yang lebih tinggi terjadi di daerah pelabuhan dan ambang-
ambang yang menuju pelabuhan, perairan sempit dan selat- selat.

Analisa Resiko

Statistik kecelakaan global memungkinkan organisasi-organisasi nasional
dan internasional mampu menentukan daerah beresiko tinggi, dengan
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cara penentuan tempat dengan memperhatikan tipe kapal atau muatan
yang diangkut.

Statistik semacam ini tidak dapat diperlakukan secara kaku oleh para
Syahbandar (Harbour Master) pada lingkungan kerjanya, karena resiko
musibah yang terjadi akan dipengaruhi oleh kepadatan lalu lintas
kendaraan air termasuk sifat muatan yang diangkut, konfigurasi alur, posisi
dasar alur, dan sebagainya.

Perkiraan atas kemungkinan terjadi musibah pelayaran dan dampak
yang ditimbulkan terhadap lingkungan dapat ditentukan dengan
mengadakan survey perkiraan bahaya yang kemungkinan berkenaan
dengan kapal-kapal kelas-kelas tertentu yang mengangkut penumpang
dan barang-barang berbahaya di mana jika terjadi kecelakaan adalah
merupakan ancaman yang paling serius terhadap keselamatan jiwa
manusia dan harta benda serta lingkungan hidup.

Survey Perkiraan Bahaya

Pelaksanaan survey perkiraan bahaya yang cukup besar terdapat
didaerah lingkungan kerja pelabuhan termasuk di perairan yang rawan
seperti pada selat-selat yang sempit dan sebagainya dapat dipergunakan
jasa konsultan yang akan menentukan faktor-faktor kemungkinan atas
bermacam-macam bahaya/kejadian yang mungkin terjadi seperti:

Tubrukan antara kapal-kapal

Kandas / terbalik dan sebagainya.

Tubrukan dengan instalasi pelabuhan

Perampokan / pencurian, pengrusakan, sabotase, teror dsb.

STRCEEC R

Dalam keadaan tertentu mungkin perlu dilakukan survey perkiraan bahaya
atas kapal-kapal yang mengangkut barang-barang berbahaya, misalnya
LNG/LPG yang akan menentukan faktor kemungkinan atas bermacam-
macam jenis kejadian yang terjadi apabila tidak ditangani secara
profesional sehingga terbuka peluang bagi oknum-oknum tertentu dengan
mengadakan teror atau sabotase.

Jika faktor kemungkinan telah ditetapkan akan survey dapat diperluas
sampai ketahap evaluasi dampak dan bermacam-macam jenis
kejadian terhadap lingkungan misalnya:

a) Kebocoran tiba-tiba atau dalam jangka waktu tertentu isi suatu
tanki LNG/LPG dari kelas kapal paling besar yang menggunakan
pelabuhan.

b) Luasnya penyebaran uap/awan gas dalam bermacam-macam keadaan
iklim dan dampak-dampak penyalaan dengan segera atau ikutan.

c¢) Faktor kemungkinan uap/awan gas yang tidak menyala yang
mendekati daerah tempat berlabuh dan tempat turun naik kapal-
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kapal penumpang termasuk daerah pemukiman di pesisir pantai.

Persyaratan bagi pelabuhan-pelabuhan setempat akan menentukan
sampai seluas mana survey harus diadakan dan informasi yang
diperoleh akan memungkinkan mereka mampu melakukan tindakan
apa, jika ada yang perlu diambil untuk mengurangi kemungkinan
musibah pelayaran yang akan terjadi dan jika mungkin memperkecil
dampak-nampak kejadian.

Tindakan-tindakan yang harus diambil oleh pihak pelabuhan (Syahbandar)
adalah meliputi:

a.

b.

Pengawasan atas bermacam-macam tipe kapal;

Mengarah agar arah gerak kapal/perjalanan kapal jauh dari daerah
permukiman;

Memperkenalkan dinas kepanduan yang diawaki oleh personil-personil
yang benar-benara terlatih dan cakap serta diperlengkapi dengan sarana
bantu yang diperlukan;

Latihan keterampilan terhadap perwira keamanan fasilitas pelabuhan
(PFSO) yang menangani barang-barang berbahaya.

Penyiapan bagan keadaan darurat serta dinas-dinas darurat yang akan
melaksanakan tindakan yang harus diambil oleh Syahbandar dengan
mengikut sertakan aparatur keamanan yang terkait.

Syahbandar sebagaimana dimaksud Pasal 23 ayat (3) Peraturan Bandar
1925 dan Pasal 212 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2008
Tentang Pelayaran apabila ia berkehendak dapat meminta bantuan
kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dan Tentara Nasional
Indonesia.
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BAB 6
PERATURAN TUBRUKAN

Di air pelayaran sempit: yang lebarnya dapat dilayari kurang dari 12
meter nakhoda hams membunyikan suiing yang kuat dan berlanjut dan
lamanyapaling sedikit 5 detik dan bunyi suling pendek tiap isyarat dengan
bunyi yang kuat yang lamanya setinggi-tingginya 2 detik.

Perairan pedalaman yang meliputi selat-selat, terusan-terusan dan
pelabuhan-pelabuhan buatan; pada siang hari, waktu antara matahari terbit
dan matahari terbenam; dan malam hari waktu antara matahari terbenam
dan matahari terbit diperlukan kewaspadaan yang tinggi.

Peraturan ini berlaku bagi semua sungai dan perairan pedalaman di
Indonesia, termasuk gerbang-gerbang dan laut dimana diletakkan anak
pelampung atau rambu seperti:

a. Gerbang-gerbang dari laut dimana tidak diletakkan anak
pelampung atau rambu termasuk daerab laut; ketentuan-ketentuan
Peraturan Tubrukan di laut berlaku didaerah itu.

b. Dimana saja, jika dalam peraturan ini kepada alat penyeberang
diberikan  kewajiban-kewajiban, maka nakhoda atau yang
menggantmya bertanggung jawab atas pelaksanaan kewajiban itu.

c. Pada waktu pelaksanaan peraturan ini nakhoda-nakhoda hams
memperlihatkan syarat-syarat kecakapan pelaut yang baik, apabila
nakhoda-nakhoda dalam keadaan-keadaan yang khusus, mengambil
tindakan-tindakan yang menyimpang dari ketetapan-ketetapan yang
tercantum didalamnya.

1. Ketentuan-Ketentuan Tentang Pemasangan Lampu-Lampu.

Kapal-kapal berukuran kurang dari 113,2 meter kubik isi kotor, jika
sedang berlayar, tidak perlu memasang lampu-lampu, seperti yang
ditetapkan bagi kapal-kapal berukuran sama yang digunakan dalam
pelayaran di laut, tetapi jika tidak memasang lampu-lampu itu, kapal-
kapal itu harus memasang lampu-lampu berikut:

a. Lampu puncak putih diatas tajuk sekoci dan walaupun bagaimana
di atasnya lampu-lampu sisi hijau dan merah atau di atasnya
lenterakombinasi sebagai gantinya dan;

b. Jika melakukan pekerjaan tunda, lampu puncak putih kedua pada
jarak tidak kurang dari 0,5 meter dan tidak lebih dari 1 meter
bersusun vertical satu sama lain diatas lampu puncak tersebut pada
butir 1 diatas.
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c. Alat-alat penyeberang, tain dari kapal-kapal yang berukuran kurang
dari 56,6 meter kubik isi kotor, mengenai rakit-rakit jika
panjangnya kurang dari 30 meter, jika sedang berlayar, harus
memperlihatkan lentera yang memancarkan cahaya putih yang
terang dari tempat yang kelihatan baik keliling seluruh cakrawala.

d. Kapal-kapal nelayan yang sedang menangkap ikan, harus memasang
lampu putih dimaksud dalam alinea di muka.

e. Sekoci-sekoci dayung tidak perlu memasang lampu putih , tetapi
diwajibkan menyediakan lantera dan siap untuk dipakai, yang
memancarkan cahaya putihterang yang sudah menyala dibawah
didalam sekoci, dan pada saat didekati kapal lain, harus
diperlihatkan pada waktunya dan ditempat yang terlihat baik.

2. Alat-alat penyeberang yang dikepil:

a. Alat-alat penyeberang yang dikepil, harus memasang lampu putih,
dengan kekuatan nyala dan cara penempatan yang sama seperti
diharuskan bagi kapal-kapal berlabuh yang panjangnya kurang dari
45 meter.

b. Menyimpang dari ketentuan tersebut diatas, alat-alat penyeberang
yang ada di tempat kepil, tempat muat atau tempat punggah atau diair
pelayaran, dimana pelayarannya dirintangi, yang diberi penerangan
baik, tidak diharuskan bagi kapal-kapal berlabuh yang panjangnya
kurang dari dari 45 meter.

3. Alat-alat Penyeberang Yang Kandas :

a. Alat-alal penyeberang yang kandas di air pelayaran atau tidak dapat
diolah gerak, sejauh mengenai kapal-kapal motor, harus memasang
sebagai pengganti, lampu puncak putih, dua lampu merah yang
bersusun vertikal satu sama lain, yang kelihatan baik keliling
seluruh cakrawala.

b. Pada siang hari harus memperlihatkan dua bola hitam atau tanda-
tanda bersusun vertikal satu sama lain. Alat-alat penyeberang, Iain
dari pada kapal-kapal berukuran dari 56,6 meter kubik isi kotor,
mengenai rakit-rakit jika panjangnya kurang dari 30 meter, pada
malam hari harus memperlihatkan lampu putih dan pada siang
hari bendera putih.

4. Rakit-rakit Dan Kapal Isap Lumpur :

a. Rakit-rakit panjang 30 meter atau lebih, dan lebar kurang dari 6
meter, apabila sedang berlayar atau berhenti, kecuali jika terjadi
keadaan seperti dimaksud butir 8 diatas, harus memasang pada
malam hari lampu putih yang terang, yang kelihatan keliling seluruh
cakrawala pada jarak sedikit-dikitnya 1 mil laut (dari 60 dalam satu
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derajat), ditempatkan diujung depan dan ujung belakang, pada
ketinggian yang sama.

b. Rakit-rakit yang sama panjangnya seperti disebut diatas, tetapi
lebarnya 6 meter atau lebih, dalam keadaan seperti disebut diatas,
harus memasang lampu putih yang terang pada sisi kiri dan kanan
dari ujung depan dan belakang, dengan demikian seluruhnya empat
lampu putih ditempatkan pada ketinggian yang sama.

c. Kapal-kapal isap lumpur, kapal-kapal keruk dan kapal-kapal
kerja, jika sedang bekerja di atau dekat air pelayaran, harus
memasang isyarat-isyarat seperti benkut:

1) Jika air pelayaran hanya bebas pada satu sisi, maka pada sisi
yang bebas itu, sejauh mungkin diluar tengah kapal pada siang
hari dua bola hitam dengan garis-tengah sekurang-kurangnya 0,5
dan sebesar-besarnya 0,80 meter, bersusun vertikal satu sama
lain dengan jarak antara sekurang-kurangnya 0,50 dan sebesar-
besarnya 1 meter, bola terendah sedikit-dikitnya 3 meter dan
setinggi-tingginya 6 meter diatas badan kapal dan kecuali itu pada
sisi satu bola hitam dengan ukuran dan pada ketinggian yang
sama dengan bola hitam teratas pada sisi lain itu dan pada
malam hari lampu merah pada ketinggian yang sama dengan
lampu merah pada sisi lain itu;

2) Jika air-pelayaran bebas pada dua sisi, maka pada tiap sisi, sejauh
mungkin di luar tengah kapal, pada siang hari dua bola hitam dan
pada malam hari lampu merah dengan dibawahnya lampu putih,
segala sesuatu seperti diterangkan pada huruf a di atas.

3) Jika air pelayaran tidak bebas pada dua sisi, maka pada siang hari
pada tiap sisi satu bola hitam dan pada malam hari lampu
merah pada ketinggian yang sama dengan bola hitam dan lampu
merah teratas seperti tersebut pada huruf a diatas.

Statistik Kecelakaan :

Bermacam-macam kajian telah diadakan baik secara nasional
maupun intemasional untuk maksud penganalisaan dengan membuat
statistik keceiakaan-kecelakaan berupah tubrukan, kandas dan
musibah pelayaran lainnya yang mungkin menimbulkan dampak-dampak
yang cukup besar terhadap keselamatan dan keamanan pelayaranl yang

banyak menelan korban jiwa manusia dan harta benda serta lingkungan
hidup.
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BAB 7
KEJAHATAN PELAYARAN

Tindak pidana di bidang kejahatan pelayaran telah diatur secara jelas dan terinci
dalam BAB XXIX KUHP mulai dari :

Pasal 438

Ayat (1) Diancam karena melakukan pembajakan di laut dipidana:ke-1 dengan
pidana penjara selama-lamanya lima belas tahun, barangsiapa masuk
bekerja atau bekerja sebagai nakhoda diatas sebuah kendaraan air sedang ia
tahu bahwa kendaraan air itu diperuntukkan atau dipergunakan akan
melakukan perbuatan kekerasan di tengah laut terhadap kendaraan air lain atau
bagi orang atau barang di atas kendaraan air itu, dengan tidak mendapat kuasa
dari sebuah negara yang berperang atau dengan tiada masuk angkatan laut
dari suatu negara yang telah diakui;

ke-2 dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun, barang siapa
mengetahui tentang tujuan atau penggunaan kapal itu, masuk bekerja
menjadi kelasi kapal tersebut atau dengan sukarela terus menjalankan pekerjaan
tersebut setelah diketahui hal itu olehnya, ataupun termasuk abk tersebut.Ayat
(2) Disamakan dengan tidak punya surat kuasa yaitu jika melampaui apa yang
dikuasakan, dengan demikian juga memegang surat kuasa dari negara-negara
yang berperang satu dengan lainnya.

Pasal 439

Ayat (1) Diancam karena melakukan pembajakan di tepi laut dengan pidana
penjara paling lama lima belas tahun, barang siapa dengan memakai kapal
melakukan perbuatan kekerasan terhadap kapal lain atau barang diatasnya, di
dalam Ordonansi Laut Teritorial dan Lingkungan Maritim 1939

Ayat (2) Wilayah laut Indonesia yaitu “ Ordonansi Laut Teritorial dan
Lingkungan Maritim 1939 yo Undang-Undang No.4 Prp Tahun 1960 yo
Undang-Undang No.6 Tahun 1996 Tentang Perairan Indonesia. .

Pasal 440

Diancam karena melakukan pembajakan dipantai dengan pidana penjara paling
lama limabelas tahun, barangsiapa yang di darat, di pesisir maupun di perairan
sekitar pantai atau muara sungai, melakukan perbuatan kekerasaan terhadap
orang atau barang yang ada di situ, setelah lebih dahulu menyeberangi lautan
seluruh atau sebagiannya untuk tujuan tersebut.
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Pasal 441

Diancam karena melakukan pembajakan di sungai dengan pidana penjara paling
lama limabelas tahun, barangsiapa dengan memakai kapal melakukan
perbuatan kekerasan di sungai terhadap kapal lain atau terhadap orang atau
barang di atasnya, setelah datang ketempat dan untuk tujuan tersebut dengan
kapal dari tempat lain.

Pasal 442

Diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun, barang siapa yang
menerima atau melakukan pekerjaan sebagai panglima atau pimpinan sebuah
kapal pada hal diketahui bahwa kapal itu dipergunakan atau digunakan unruk
melakukan salah satu perbuatan yang diterangkan dalam pasal 439-441

Pasal 443

Diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun, barangsiapa yang
menerima atau melakukan pekerjaan sebagai anak buah kapal pada sebuah
kapal sedang ia tahu bahwa kendaraan air itu digunakan atau dipakai untuk
melakukan salah satu dari perbuatan tersebut dalam pasal 439-441 atau
barangsiapa tinggal bekerja dengan sukarela diatas kendaraan air yang
semacam itu, sesudah dipermaklumkan kepadanya bahwa kendaraan air itu
gunanya seperti yang diterangkan diatas ini.

Pasal 444

Jika perbuatan kekerasan yang diterangkan dalam pasal 438-441 itu
berakibat matinya seseorang yang ada diatas kapal (kendaraan air) yang
diserangnya itu atau matinya seseorang yang diserangnya itu, maka nakhoda,
panglima atau pemimpin kapal dan mereka yang turut serta melakukan perbuatan
kekerasan diancam dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup atau pidana
penjara selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun.

Pasai 445

Barangsiapa alas tanggungan sendiri atau atas tanggungan orang lain
memperlengkap suatu kendaraan air, yang dipergunakan scbagai yang
diterangkan dalam pasal 43 K. atau dengan maksud untuk melakukan salah satu
perbuatan yang diterangkan dalam pasal 439-441. dipidana dengan pidana
penjara selama-lamanya lima belas tahun.

Pasal 446

Barangsiapa atas tanggungan sendiri atau atas tanggungan orang lain, membantu
dengan tidak langsung atau dengan langsung hal menyewakan, memuati
atau mempertanggungkan suatu kendaraan air, sedang diketahuinya bahwa
kendaraan air itu akan dipergunakan sebagai yang diterangkan dalam pasal 438
atau akan dipakai untuk melakukan salah satu perbuatan yang diterangkan
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dalam pasal 439-441, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya dua
belas tahun.

Pasal 447

Barangsiapa dengan sengaja menyerahkan suatu kendaraan air Indonesia
kepada pembajak laut, pembajak di pesisir, pembajak di pantai atau
pembajak di sungai, diancam :

ke-1 dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun, jika ia adalah
nakhoda kendaraan air itu;

ke-2 dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun dalam hal yang lain;
Pasal 448

Seorang penumpang kapal Indonesia yang terampas kekuasaan atas kapal
tersebut dengan melawan hukum, di pidana dengan pidana penjara paling lama
tujuh tahun.

Pasal 449

Nakhoda kapal (perahu) Indonesia yang mencabut kapal (perahu) itu dari
orang yang punya atau dari pada perusahaan kapal (perahu) itu unluk
kepentingan sendiri, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya delapan
tahun enam bulan.

Pasal 450

Dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun warga negara
Indonesia, yang tiada dengan izin Pemerintah Indonesia menerima sepucuk
surat bajak, atau masuk bekerja atau bekerja sebagai nakhoda diatas kendaraan
air, sedang diketahuinya bahwa kendaraan air itu guna pelayaran bajak tiada
dengan izin Pemerintah Indonesia.

Pasal 451

Warga negara Indonesia baik yang masuk bekerja scbagai anak buah kapal
diatas sebuah kendaraan air, sedang diketahuinya, bahwa kendaraan air itu,
guna atau dipakai untuk pelayaran bajak dengan tiada seizin Pemerintah
Indonesia, baik yang atas dasar sukarela tinggal bekerja sebagai itu sesudah ia
mengetahui akan maksudnya atau gunanya kendaraan air itu, dipidana
dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

Pasal 451 bis

Ayat (1) Nakhoda kendaraan air Indonesia yang menyuruh membuat surat
keterangan kapal yang diketahuinya bahwa isinya tidak benar dipidana dengan
pidana penjara selama lamanya lima tahun. Anak buah kapal yang turut
membantu membuat surat keterangan kapal yang diketahuinya bahwa isinya
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tidak benar, diancam dengan pidana penjara paling Iama lima tahun

Ayat (2) Kelasi-kelasi yang turut serta menyuruh bikin keterangan kapal yang
diketahui bahwa isinya tidak benar, diancam dengan pidana penjara paling lama
dua tahun delapan bulan.

Pasal 451

Barangsiapa untuk memenuhi kctentuan ayat ketiga pasal 12 dari aturan
tentang pendaftaran kapal memperlihatkan surat keterangan yang
diketahuinya bahwa isinya tidak benar, dipidana dengan pidana penjara
selama-Iamanya lima tahun.

Pasal 452

Ayat (1) Barangsiapa menyuruh memuatkan dalam proses-verbal surat
keterangan kapal keterangan palsu tentang suatu perbuatan, yang
kebenarannya harus nyata

dalam surat tersebut itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang
lain memakai surat itu seolah-olah keterangannya itu scsuai dengan kebenararu
dipidana dengan pidana penjara paling Iama delapan tahun. jika terdapat
kerugian karena pemakaian surat itu.

Ayat (2) Barang siapa dengan sengaja memakai surat keterangan itu seolah-
olah isinya sesuai, dengan kebenaran, jika dapat terjadi kerugian karena
pemakaian surat itu,dipidana dengan pidana itu juga.

Pasal 453

Dipidana dengan pidana penjara paling Iama dua tahun delapan bulan,
nakhoda kapal Indonesia, yang sesudah mulai menerima anak buah atau
sesudah mulai membaharui sewa anak buah kapal dan sebelum habis waktu
perjanjian pekerjaannya, dengan sengaja dan dengan melawan hukum,
menghindarkan dinas daripada pekerjaannya mengepalai kapal itu.

Pasal 454

Dipidana karena bersalah melarikan diri, dengan pidana penjara paling Iama
satu tahun empat bulan, anak buah kapal yang berlawanan dengan kewajibannya
menurut perjanjian kerja, menarik diri dari jabatan di atas kapal Indonesia, bila
oleh keadaan, waktu ia melakukan perbuatan itu. ada kekwatiran bahwa kapal,
penumpang kapal atau muatan kapal itu akan dilanggar bahaya.

Pasal 455

Dipidana karena bersalah melakukan desersi biasa, dengan pidana penjara
paling Iama empat bulan dua minggu, anak buah kapal yang dengan sengaja dan
dengan melawan hukum, tidak turut berlayar atau tidak meneruskan pelayaran
dengan kapal Indonesia sedang untuk itu ia telah membuat perjanjian.

Pasal 456 Dihapus dengan S. 34-214 yo 38-2
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Pasal 457

Pidana yang ditentukan pada pasal 454 dan 455 dapat dilipat dua, jika dua
orang atau Icbih bersama-sama atau karcna mufakat-jahat melakukan kejahatan
itu atau jika kejahatan dilakukan akibat permufakatan jahat untuk berbuat
demikian.

Pasal 458

Ayat (1) Reder (pengusaha kapal), pemegang buku perusahaan kapal, atau
nakhoda kapal Indonesia yang mencrima anak buah kapal masuk bckerja,
sedang ia tahu, bahwa belum lewat sebulan sejak anak buah kapal itu
menarik diri dari perjanjiaannya dengan kapal Indonesia, seperti diterangkan
dalam dalam satu pasal 454 atau 455, dipidana dengan pidana penjara paling
lama empat bulan dua minggu atau denda sebanyak-banyaknya empat ribu
lima ratus rupiah.

Ayat (2) Perbuatan itu tidak dapat dipidana, jika anak kapal itu diterima
masuk bekerja di luar Indonesia dengan izin konsol Indonesia, atau kalau
tiada ada konsol, atas permintaan pembesar di tempat itu.

Pasal 459

Ayat (1) Penumpang kapal Indonesia yang dalam kapal menyerang nakhoda,
atau anak buah kapal yang dalam kapal atau dalam melakukan jabatannya
menyerang orang yang lebili tinggi pangkatnya daripadanya atau melawan
orang itu dengan kekerasan atau dengan sengaja merampas kemerdekaannya,
dipidana karena insubordinasi, dengan pidana penjara selama-lamanya dua
tahun delapan bulan.

Ayat (2) Yang bersalah dipidana :

ke-1. dengan pidana penjara selama-lamanya empat tahun jika kejahatan itu
atau perbuatan yang menyertai kejahatan itu berakibat suatu luka apapun;

ke-2. dengan pidana penjara selama-lamanya delapan tahun enam bulan, jika
hal itu berakibat suatu luka apapun;

ke-3. dengan pidana penjara selama-lamanya dua belas tahun, jika hal itu
berakibat matinya orang.

Pasal 460

Ayat (1) Insubordinasi yang dilakukan bersekutu oleh dua orang atau
lebih, karena pemberontakan dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya
tujuh tahun.

Ayat (2) Yang bersalah dipidana :
ke-1. dengan pidana penjara selama-lamanya delapan tahun enam bulan, jika
kejahatan yang ia lakukan itu atau perbuatan yang ia lakukan pada waktu
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menjalankan kejahatan itu berakibat suatu luka apapun;

ke-2. dengan pidana penjara selama-lamanya dua belas tahun, jika hal itu
berakibat luka berat;

ke-3. dengan pidana penjara selama-lamanya lima belas tahun, jika hal itu
berakibat matinya orang.

Pasal 461

Barangsiapa yang di dalam kapal Indonesia menghasut supaya ada
pemberontakan dalam kapal itu, dipidana sengan pidana penjara paling lama
enam tahun.

Pasal 462

Jika dua orang atau lebih anak buah kapal Indonesia bersama-sama atau
karen bermufakat-jahat tidak mau melakukan pckerjaannya dipidana dengan
pidana penjara; selama-lamanya dua tahun delapan bulan.

Pasal 463

Dipidana dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan, anak buah kapal
di kapal Indonesia yang sesudah dikenakan hukuman disiplin karena menolak
bekerja masih tetap menolak bekerja juga.

Pasal 464

Ayat (1) Dipidana dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau
Denda sebanyak-banyaknya empat ribu lima ratus rupiah penumpang kapal
Indonesia :

ke-1. yang dengan sengaja tidak menurut perintah nakhoda, yang diberikan
untuk kepentingan keamanan atau untuk memegang teguh ketertiban dan tata-
tertib di atas kapal.

ke-2. yang tidak memberikan pertolongan menurut kemampuannya kepada
nakhoda ketika diketahui bahwa dia dirampas kemerdekaannya untuk
bergerak.

ke-3. yang mengetahui ada orang bermaksud akan melakukan insubordmasi
dengan sengaja mengalpakan memberitahukan hal itu kepada nakhoda pada
waktunya.

Ayat (2) Ketentuan tersebut pada ke-.3 diatas, tidak berlaku, kalau
insubordinasi itu tidak terjadi.

Pasal 465

Pidana yang ditentukan pada pasal 488,451, 454, 455 dan 459-464 dapat
ditambah sepertiganya, kalau yang bersalah atas salah satu kejahatan yang
diterangkan dalam pasal itu, berpangkat perwira kapal.
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Pasal 466

Nakhoda kapal Indonesia yang dengan maksud menguntungkan dirinya atau
orang lain dengan melawan hukum atau untuk menutupi perbuatan itu, menjual
kapalnya, atau meminjamkan uang dengan mempertanggungkan kapalnya atau
kelengkapan kapal atau perbekelannya atau menjual atau menggadaikan
barang muatan atau barang perbekalan kapaf itu, atau mengarang kerugian
atau belanja, atau tidak menjaga supaya di kapal buku-buku harian diurus
menurut aturan undang-undang, atau tidak mengurus akan keselamatan surat
kapal, waktu ia meninggalkan kapal dipidana dengan pidana penjara selama-
lamanya tujuh tahun.

Pasal 467

Nakhoda kapal Indonesia yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri
dengan melawan hukum atau dengan maksud untuk menutupi perbuatan itu,
mengubah tujuan jalan kapalnya, dipidana dengan pidana penjara selama-
lamanya empat tahun.

Pasal 468

Nakhoda kapal Indonesia yang tidak karena terpaksa atau yang berlawanan
dengan hukum yang berlaku baginya, meninggalkan kapalnya di tengah
pelayaran dan demikian

Pasal 469

Ayat (1) Nakhoda kapal Indonesia, yang tidak karena terpaksa dan tidak
dengan setahu yang punya atau tidak dengan setahu yang punya atau
tidak dengan setahu perusahaan kapal melakukan atau mernbiarkan
perbuatan yang diketahuinya bahwa karena itu kapalnya atau muatannya
boleh jadi ditangkap, ditahan; atau dirintangi, dipidana dengan pidana
penjara selama-iamanya satu tahun empat bulan atau denda sebanyak-
banyaknya sembilan ribu rupiah.

Ayat (2) Penumpang kapal yang tidak karena terpaksa dan tidak dengan
setahu nakhoda melakukan perbuatan semacam itu, sedang ia tahu akan
kejadian sebagai tersebut diatas, dipidana dengan pidana penjara selama-
lamanya satu tahun atau denda sebanyak-banyaknya sembilan ribu rupiah.

Pasal 470

Nakhoda kapal Indonesia yang dengan sengaja dan tidak karena terpaksa
memberi kepada penumpang kapalnya apa yang ia wajib memberikannya,
dipidana dengan pidana penjara selama-iamanya dua tahun dekapan bulan
atau denda sebanyak-banyaknya empat ribu lima ratus rupiah.
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Pasal 471

Nakhoda kapal Indonesia, yang dengan sengaja dan tidak karena terpaksa atau
yang berlawanan dengan hukum yang berlaku baginya, membuang barang
muatan ke laut, dipidana dengan pidana penjara selama-iamanya dua tahun
delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya empat ribu lima ratus rupiah.

Pasal 472

Barangsiapa dengan sengaja dan dengan melawan hukum menghancurkan,
merusakkan, membuat sehingga tak dapat dipakai lagi, muatan, perbekalan
atau keperluan kapal, yang ada dalam sebuah kendaraan air, dipidana dengan
pidana penjara selama-iamanya dua tahun delapan bulan.

Pasal 472 bis

Barangsiapa turut berlayar dengan suatu kendaraan air sebagai penumpang
gelap, dipidana dengan pidana penjara selama-iamanya tiga bulan.

Pasal 473

Nakhoda yang memakai bendera Indonesia, sedang ia tahu bahwa I tidak
berhak akan itu, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya satu tahun
empat bulan atau denda sebanyak-banyaknya empat ribu lima ratus rupiah.

Pasal 474

Nakhoda yang dengan sengaja memakai tanda pada kendaraan air,
sehingga menirabulkan kesan seperti kapal perang Indonesia, suatu kapal
Angkatan Laut atau kapal pandu yang bekcrja di lautan atau di kuala
Indonesia, dipidana dengan pidana penjara selama-iamanya empat bulan dua
minggu atau denda sebanyak-banyaknya empat ribu lima ratus rupiah.

Pasal 475

Barangsiapa yang tidak karena terpaksa menjalankan pekerjaan nakhoda,
jurumudi atai masinis pada kendaraan air Indonesia, sedang ia tahu bahwa
haknya untuk menjalankai pekerjaan demikian itu di kendaraan air Indonesia
tclah dicabut oleh yang berkuasa dipidana dcngan pidana penjara selama-
lamanya sembilan bulan atau denda sebanyak-banyaknya sembilan ribu rupiah.

Pasal 476

Nakhoda kapal Indonesia, yang tidak dengan alasan uang sah menolak
memenuhi permintaan menurut undang-undang, untuk menumpangkan
kapalnya seorang terdakwa atau seorang terpidana bersama-sama dengan
barang dan surat yang berhubungan dengan perkara orang itu, dipidana dengan
pidana penjara selama-Jamanya empat bulan dua minggu atau denda sebanyak-
banyaknya empat ribu lima ratus rupiah.
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Pasal 477

Ayat (1) Nakhoda kapal Indonesia, yang dengan sengaja membiarkan
terdakwa atau terpidana lari atau mefepaskan orang itu atau membantu
ketikan orang itu dilepaskan atau melepaskan diri, sedang orang itu
ditumpangkan di kapalnya atas permintaan menurut undang-undang,
dtpidana dengan pidana penjara selama- lamanya empat tahun.

Ayat (2) Jika orang itu dapat lari, dilepaskan atau melepaskan dirinya karena
kekhilafan nakhoda itu, maka nakhoda itu dipidana dengan pidana kurungan
selama-lamanya dua bulan atau denda sebanyak-banyaknya empat ribu lima
ratus rupiah.

Pasai 478

Nakhoda kapal Indonesia, yang dengan sengaja tidak memenulii kewajibannya
menurut ayat pertama pasal 358a Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, yaitu
kewajibannya memberi pertolongan kalau kapalnya terlibat dalam suatu
tubrukan, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya empat tahun.

Pasal 479

Pada pemidanaan karena salah satu kejahatan yang diterangkan dalam pasal
438-449, 466 dan 467 dapat dinyatakan pencabutan hak tersebut dalam pasal 35
No. 1- 4.

KETENTUAN PIDANA SEBAGAIMANA DIMAKSUD UU RI NOMOR 17
TAHUN 2008 TENTANG PELAYARAN

Pasal 286

(1) Nakhoda angkutan sungai dan danau yang melayarkan kapalnya ke laut
tanpa izin dari Syahbandar sebagaimana dimaksud Pasal 18 ayat (6)
dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda
paling banyak Rp.400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).

(2)Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan
kerugian harta benda dipinana dengan pidana penjara paling lama 4
(empat) tahun dan denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus
juta rupiah).

(3)Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan
kematian seseorang Nakhoda dipidana dengan pidana penjara paling lama
10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp.1.500.000.000,00 (satu
miliar lima ratus juta rupiah).
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Pasal 3002

(1) Nakhoda yang melayarkan kapalnya sedangkan yang bersangkutan
mengetahui bahwa kapal tersebut tidak laiklaut sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 117 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3
(tiga) tahun atau denda paling banyak Rp.400.000.000,00 (empat ratus
juta rupiah).

(2)Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan
kerugian harta benda dipidana dengan pidana penjara paling lama 4
(empat) tahun dan denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus
juta rupiah).

(3)Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan
kematian seseorang dan kerugian harta benda dipidana dengan pidana
penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak
Rp.1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).

Pasal 309

Nakhoda yang sedang berlayar dan mengetahui adanya cuaca buruk yang
membahayakan keselamatan keselamatan  berlayar namun tidak
menyebarluaskannya kepada pihak lain dan/atau instansi Pemerintah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132 ayat (3) di pidana dengan pidana
penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak
Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Pasal 315

Nakhoda yang mengibarkan bendera negara lain sebagai tanda kebangsaan
dimaksud dalam pasal 167 dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (
satu) tahun atau denda paling banyak Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta
rupiah).

Pasal 317

Nakhoda yang tidak mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 193 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun
dan denda paling banyak Rp. 200.000.000,00- (dua ratus juta rupiah).

Pasal 322

Nakhoda yang melakukan kegiatan perbaikan, percobaan berlayar, kegiatan
alih muat di kolam pelabuhan, menunda, dan bongkar muat barang berbahaya
tanpa persetujuan dari Syahbandar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 216
ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau
denda paling banyak Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
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Pasal 323

(2) Nakhoda yang berlayar tanpa memiliki Surat Persetujuan Berlayar yang
dikeluarkan oleh Syahbandar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 219 ayat
(1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda
paling banyak Rp.600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

(3)Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan
kecelakaan kapal sehingga mengakibatkan kerugian harta benda dipidana
dengan pidana penjara paling lam 10 (sepuluh) tahun dan denda paling
banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

(4) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan
kecelakaan kapal sehingga mengakibatkan kematian dipidana dengan
pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak
Rp.1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).

Pasal 330

Nakhoda yang mengetahui adanya bahaya dankeéelakaan diatas kapalnya,
kapal lain, atau setiap orang yang ditemukan dalam keadaan bahaya, yang tidak
melakuan tindakan pencegahan dan menyebarluaskan berita mengenai hal
tersebut kepada pihak lain, tidak melaporkan.kepada Syahbandar atau pejabat
perwakilan RI terdekat dan pejabat pémerintah Negara setempat yang
berwenang apabila bahaya dan kecelakaam’ terjadi di luar wilayah perairan
Indonesia serta sebagaimana dimaksudidalam Pasal 214 ayat (3) atau ayat (4)
Pasal 247 atau Pasal 248 dipidana déngan pidana penjara paling lama 3 (tiga)
tahun atau denda paling banyak Rp.400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).
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BAB 8
KOORDINASI KEGIATAN PEMERINTAH DI
PELABUHAN (PORT STATE)

Syahbandar (Harbour Master) sebagaimana dimaksud Pasal 211 ayat (1)
Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran memiliki
kewenangan tertinggi melaksanakan koordinasi kegiatan kepabeanan,
keimigrasian, kekarantinaan, dan kegiatan institusi pemerintahan lainnya.

Koordinasi yang dilaksanakan oleh Syahbandar sebagaimana dimaksud ayat
(2) dalam rangka pengawasan dan penegakan hukum di bidang keselamatan
dan keamanan pelayaran.

Syahbandar dalam melaksanakan keamanan dan ketertiban di pelabuhan
sebagaimana dimaksud Pasal 212 ayat (1) Undang-Undang ini sesuai ketentuan
konvensi internasional bertindak selaku komite keamanan pelabuhan (Port
Security Commitee).

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Syahbandar
dapat meminta bantuan kepada Kepolisian Republik Indonesia dan/atau
Tentara Nasional Indonesia.

Bantuan keamanan dan ketertiban di pelabuhan sebagaimana dimaksud ayat
(3) dibawah koordinasi dalam kewenangan Syahbandar.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan dan ketertiban serta
permintaan bantuan di pelabuhan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2)
diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Syahbandar selaku komite keamanan Pelabuhan dalam melaksanakan
pengawasan dan penegakan hukum di bidang angkutan di perairan,
kepelabuhan dan perlindungan lingkungan maritim di pelabuhan (Port State)
sebagaimana dimaksud Pasal 207 Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2008
mempunyai kewenangan untuk melakukan pemaksaan pentaatan terhadap
pelanggaran yang dilakukan oleh kendaraan air sebagaimana yang ditentukan
Pasal 218 UNCOS 1982 ayat :

1. Apabila suatu kendaraan air secara sukarela berada disuatu pelabuhan atau
berada pada suatu terminal lepas pantai (Bandar/Harbour) suatu Negara,
maka Negara itu dapat melakukan pemeriksaan dan dimana terdapat bukti-
bukti yang cukup kuat, mengadakan penuntutan berkenan dengan setiap
pelepasan dari kapal tersebut diluar perairan pedalaman, laut teritorial atau
zona ekonomi eksklusif dari Negara itu yang melanggar ketentuan-
ketentuan dan standar-standar internasional yang berlaku dan ditentukan
melalui organisasi-organisasi internasional yang berkompeten atau
konprensi deplomatik yang umum.
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2. Tidak boleh diadakan penuntutan menurut ketentuan ayat 1 berkenan
dengan suatu pelepasan yang bersifat pelanggaran di dalam perairan
pedalaman, laut teritorial atau zona ekonomi eksklusif dari Negara lain
kecuali diminta oleh Negara itu, Negara Bendera (Flag State). Negara
bendera atau Negara yang dirugikan atau terancam oleh pelepasan yang
bersifat pelanggaran, atau apabila pelanggaran itu telah menyebabkan atau
mungkin mejebabkan pencemaran didalam perairan pedalaman, laut
teritorial dan zona ekonomi eksklusif dari Negara yang mengadakan
penuntutan.

3. Apbila suatu kapal secara sukarela berada disuatu pelabuhan atau terminal
lepas pantai suatu Negara, Negara tersebut harus, sejauh dimungkinkan,
memenuhi permintaan Negara manapun, untuk melakukan pemeriksaan
atas pelepasan yang Dbersifat pelanggaran sebagaimana dimaksud
pemeriksaan atas pelepasan yang bersifat pelanggaran sebagaimana
dimaksud dalam ayat 1 yang diduga telah terjadi, menimbulkan atau
mengancam terjadinya kerusakan pada perairan pedalaman, laut teritorial
dan zona ekonomi eksklusif dari Negara yang mengajukan permintaan
dimaksud, Negara juga harus sejauh dimungkinkan, memenuhi permintaan
Negara bendera nguna pemeriksaan sehubungan dengan adanya
pelanggaran yang dimaksud, tanpa memandang dimana pelanggaran itu
terjadi.

4. Catatan-catatan tentang pemerikasaan yang dilakukan oleh Negara
pelabuhan (Syahbandar)sesuai dengan ketentuan Pasal 218 ini harus
diserahkan kepada Negara bendera (flag State) atau Negara Pantai (Coastal
State) apabila mereka memintanya. Setiap penuntutan yang diadakan oleh
Negara Pelabuhan berdasarkan pemeriksaan demikian dapat, tanpa
mengurangi bagian 7 UNCLOS 1982, ditangguhkan atas permintaan Negara
Pantai apabila pelanggaran itu telah terjadi di perairan pedalaman, laut
teritorial dan zona ekonomi eksklusif. Bukti dan catatan-catatan tentang
perkara itu, beserta setiap jaminan atau jaminan keuangan lainnya yang
diterima oleh pejabat Negara Pelabuhan dalam hal tersebut harus
diserahkan kepada Negara Pantai. Penyerahan dimaksud berarti harus
dihentikan penuntutan di Negara Pelabuhan.

Disamping itu jauga Syahbandar mempunyai tanggung jawab dalam pembinaan
disiplin para Nakhoda/ABK yang menyangkut penegakan peraturan
perundang-undangan di bidang keselamatan dan keamanan pelayaran
yang meliputi keselamatan dan keamanan angkutan di perairan (kapal),
pelabuhan dan perlindungan lingkungan maritim sebagaimana dimaksud
UNLOS 1982, ISM Code 1998, ISPS Code 2002, Peraturan Bandar 1925,
Peraturan Keselamatan Kapal 1935, Ordonansi Laut Teritorial dan Lingkungan
Maritim 1939 dan Undang-Undang RI No.17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran.

Syahbandar berkewajiban memberi pembinaan dan petunjuk-petunjuk secara
terperinci kepada nakhoda, perwira keamanan perusahaan, perwira dan
perwira keamanan fasilitas pelabuhan agar mereka dapat bertindak sesuai
dengan tingkatan keamanan yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud
ISPS Code 2002 dan Konvensi Internasional lainnya serta yang ditetapkan
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dalam Peraturan Bandar 1925, Peraturan Keselamatan Kapal 1935 dan
Undang-Undang RI No.17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran didaerah lingkungan
kerja pelabuhan setempat.

Tindakan keamanan sudah harus diterapkan didaerah lingkungan kerja
pelabuhan dan didaerah lingkungan kepentingan pelabuhan sedemikian rupa
untuk meminimalkan gangguan terhadap keselamatan dan keamanan kapal,
fasilitas pelabuhan dengan cara mengadakan penundaan bagi para
penumpang kapal, pengunjung dan personil / awak kapal, barang-barang dan
jasa apabila tingkat keamanan sebagaimana tersebut dibawah ini:

Pada tingkat siaga 1 kegiatan-kegiatan yang harus dilaksanakan oleh para
petugas keamanan fasilitas pelabuhan dengan berpedoman pada
pelaksanaan yang tertera dalam bagian-B ISPS Code 2002, dalam rangka
mengidentifikasi untuk mengambil tindakan pcncegahan terhadap insiden
keamanan dengan memperhatikan hal-hal berikui:

a. Memastikan pelaksanaan tugas-tugas keamanan fasilitas pelabuhan
berjalan sesuai ketentuan;

b. Mengawasi orang-orang yang masuk ke fasilitas pelabuhan khususnya
orang-orang yang tidak berkepentingan;

c. Memonitoring keadaan semua fasilitas pelabuhan termasuk daerah lego
jangkar/berlabuh, tempat kepil kapal, sandar kapal, dan tempat penimbunan
barang berbahaya;

d. Memonitoring area terbatas untuk memastikan hanya orang-orang yang
diberhak yang boleh memasuki dalam fasilitas pelabuhan;

e. Mengawasi terhadap kegiatan turun naik penumpang dan pengunjung
pada terminal pelabuhan;

f. Mengawasi barang-barang bawaan penumpang yang dicurigai; dan
g. Memastikan bahwa komunikasi keamanan siap tersedia.

Pada tingkat siaga 2, tindakan pencegahan tambahan yang ditetapkan
dalam rancangan keamanan fasilitas pelabuhan, harus ditetapkan untuk
masing-masmg kegiatan secara terperinci pada huruf a tersebut diatas
dengan memperhatikan petunjuk pelaksanaan yang terdapat pada Bagian B
ISPS Code.

Pada tingkat siaga 3, tindakan pencegahan spesifik lebih lanjut, yang
ditetapkan dalam rancangan keamanan fasilitas pelabuhan harus diterapkan
untuk masing-masing kegiatan secara terperinci pada huruf b tersebut diatas
dengan memperhatikan petunjuk pelaksanaan yang terdapat pada Bagian B
ISPS Code.
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Sebagai tambahan pada tingkat siaga 3, petugas fasilitas pelabuhan
diwajibkan merespon dan melaksanakan setiap instruksi keamanan yang
disampaikan oleh syahbandar dalam wilayah fasilitas pelabuhan tersebut
berada dengan tetap berkoordinasi dengan nakhoda kapal.

Ketika perwira keamanan fasilitas pelabuhan diberitahu oleh nakhoda kapal
bahwa kapal mengalami berbagai kesulitan dalam memenuhi persyaratan
Bab XI-2 atau bagian A ISPS Code didalam menerapkan prosedur dan
tindakan yang sesuai sebagaimana yang terperinci dalam rancangan
keamanan kapal, dan didalam situasi tingkat siaga 3 mengikuti setiap
instruksi keamanan yang diberikan oleh Syahbandar (Harbour Master) di
dalam wilayah pelabuhan tersebut berada, petugas keamanan fasilitas
pelabuhan dan perwira keamanan kapal harus tetap berhubungan dengan
mengadakan koordinasi kerja sama yang baik, dalam mengambil tindakan
tindakan yang sesuai dan tepat.

Apabila perwira keamanan fasilitas pelabuhan diberitahu bahwa suatu kapal
berada dalam suatu tingkatan siaga, yang lebih tinggi dibandingkan dengan
fasilitas peiabuhan, perwira keamanan fasilitas peiabuhan harus melaporkan
perihal ini kepada Syahbandar dan harus tetap berhubungan dan berkoordinasi
dengan perwira keamanan kapal untuk mengambil tindakan yang sesuai jika
diperlukan.
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BAB 9
KEGIATAN PEMERINTAH DI WILAYAH
PERAIRAN INDONESIA

Penjaga Laut Dan Pantai (Sea And Coast Guard) dalam melaksanakan fungsi
penjagaan dan penegakan peraturan perundang-undangan di laut dan pantai
sebagaimana dimaksud Pasal 276 ayat (1) dan sebagaimana ditentukan Pasal 277
ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran:

1. Melaksanakan tugas:

a.

Melakukan pengawasan keselamatan dan keamanan pelayaran
sebagaimana dimaksud Pasal 116 undang-undang ini, meliputi
keselamatan dan keamanan angutan di perairan, pelabuhan serta
perlindungan maritim;

Melakukan pengawasan pencegahan dan penanggulangan pencemaran
di laut;

Pengawasan dan penertiban kegiatan lalu lintas kapal;

Pengawasan dan penertiban kegitan salvage, pekerjaan bawah air serta
eksplorasi dan eksploitasi kekayaan laut (seperti perikanan dan
pertambangan);

Pengamanan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran; dan

Mendukung pelaksanaan kegiatan pencarian dan pertolongan jiwa di
laut.

2. Penjaga Laut Dan Pantai dalam melaksanakan fungsi sebagaimana
dimaksud Pasal 276 ayat (1) sebagaimana ditentukan Pasal 277 ayat (2)
melaksanakan koordinasi untuk:

a.

Merumuskan dan menetapkan kebijakan umum penegakan hukum di
laut;

Menyususn kebijakan dan standar prosedur operasi penegakan hukum
di laut secara terpadu;

Kegiatan penjagaan, pengawasan, pencegahan dan penindakan
pelanggaran hukum serta pengamanan pelayaran dan pengamanan
aktifitas masyarakat serta pemerintah di wilayah perairan
Indonesia; dan

Memberikan dukungan tehnis administrasi di bidang penegakan
hokum di laut secara terpadu.
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Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 2777 sebagaimana
ditentukan Pasal 278, Penjaga Laut Dan Pantai mempunyai kewenangan
untuk:

a. Melaksanakan patrol laut;

b. Melakukan pengejaran seketika (hot persuit);

c. Memberhentikan dan memeriksa kapal di laut; dan
d. Melakukan penyidikan.

Dalam rangka untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal
277 dan sebagaimana ditentukan Pasal 279 ayat (1) Penjaga Laut Dan
Pantai didukung oleh prasarana berupa pangkalan armada penjaga laut
dan pantai yang berlokasi diseluruh wilayah Indonesia, dan dapat
menggunakan kapal dan pesawat udara yang berstatus sebagai kapal
Negara atau pesawat udara Negara.

Dalam Pasal 279 ayat (2) disebutkan: Penjaga Laut Dan Pantai wajib
memiliki kualifikasi dan kopetensi sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Penjaga Laut Dan Pantai sebagaimana dimaksud Penyelasan
Atas Undang-Undang ini, memiliki fungsi komando dalam
penegakan aturan di bidang keselamatan dan keamanan
pelayaran, dan fungsi koordinasi di bidang penegakan hukum di
luar keselamatan pelayaran. Penjaga Laut Dan Pantai tersebut
merupakan pemberdayaan Badan Koordinasi Keamanan Laut
dan perkuatan Kesatuan Penjagaan Laut Dan Pantai.
Diharapkan dengan pengaturan ini penegakan aturan di bidang
keselamatan dan keamanan pelayaran dapat dilaksanakan
secara terpadu dan terkoordinasi dengan baik sehingga tidak
terjadi tumpang tindih kewenangan penegakan hukum di laut
yang dapat mengurangi citra Indonesia dalam pergaulan antar
bangsa.

Dalam penyelasan atas undang-undang ini, juga disebutkan: Dengan
diundangkannya Undang-Undang tentang Pelayaran ini berbagai
ketentuan yang terdapat dalam berbagai peraturan perundang-undangan
lain yang berkaitan dengan pelayaran antara lain Kitab Undang-Undang
Hukum Dagang, Ordonansi Laut Teritorial Dan Lingkungan Maritim
Tahun 1939, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1973 Tentang Landas
Kontinen Indonesia, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 Tentang Zona
Ekonomi Eksklusif Indonesia, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985
Tentang Pengesahan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang
Hukum Laut 1982, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 Tentang
Perairan Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 Tentang
Pengelolaan Lingkungan hidup, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004
Tentang Perikanan dan menyangkut aspek keselamatan dan keamanan
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pelayaran tunduk pada pengaturan Undang-Undang Pelayaran ini.

Bertitik tolak dari ketentuan-ketentuan tersebut diatas utamanya dalam
menegakkan aturan-aturan ketertiban dan keamanan di daerah laut
Republik Indonesia sebagaimana dimaksud Pasal 13 Ordonansi Laut
Teritorial Dan Lingkungan Maritim dibebankan kepada komandan-
komandan kapal perang Republik Indonesia dan pangkalan-pangkalan
Angktan Laut Republik Indonesia, nakhoda-nakhoda (penguasa) kapal-
kapal pemerintah Jawatan Pelayaran Negara Republik Indonesia
sebagaimana dirubah dalam Pasal 276 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17
Tahun 2008 Tentang Pelayaran disebutkan: dilaksanakan oleh kapal-kapal
Negara dan pesawat udara Negara Penjaga Laut Dan Pantai.
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OTOBIOGRAFI PENULIS

Capt. Hengki Supit. Lahir di Tondano, Minahasa, 24
November 1939. Alumnus Akademi Ilmu Pelayaran (AIP) di
Jakarta tahun 1964 ini sejak tahun 1965 aktif beketja di
kepelabuhanan di Indonesia. Terakhir beliau » sébagai
Adminstrator Pelabuhan Ambon Maluku (1994-"%1996).
Selanjutnya mengabdikan dirinya sebagai Ketwa “Bidang
Organisasi Kebariawan Kosgoro Jakarta, Kensultan PT.
Pelayaran Bintang Baruna Sakti/Dihas”) Shipping
BAtam/Singapura di Sekupang Batam;y Ket@a Pembina
Yayasan Pendidikan Maritim Indonesia (YPMI) Batam' danwStaf Ahli Khusus
Bidang Hukum & Perundang-Undangan DPP INSA Jakdtta.”Sejak 1965 — 2003,
berbagai kursus juga telah diikutinta anatara lain Kurstis Pemeriksa di Laut di
Komando Operasi Kapal Cepat Kodamar III Tanjuag'Priok, Fire Fighting Port of
Singapore Authority di Singapore, Port Secutity di"Port of London Authority
Inggris, United State Coast Guard di Amerika/Serikat, Maritime Administration
Search and Rescue di Karaci Pakistan, Maritime Safety and SAR Communication
Japan Coast Guard di Tokyo, dan Latihan“dan Uji Coba International Ship and
Port Fasility Security (ISPS) Code 2002 ‘di'Surabaya.

FX. Eddy Santoso, S.Ip. : Pria kelahiran Malang Jawa
Timur, 6 April 1951, ini adalah Sarjana Politik UT Jakarta.
Berangkat dari latar belakang pengalaman yang lengkap,
kiprah yang bersangkutan diberbagai kapal & staf di
lingkungan kemaritiman. Pengabdian lainnya antara lain di
== = ! lingkungan staf Kodikal, Kolinlamil dan Markas Besar TNI-Al,
a-ff’ - dan terakhir di Bakorkamla. Adapun pengalaman pendidikan
dimflai“dari AAL tahun 1976, Secapa tahun 1985, Seskoal tahun 1992, Sesko
ABRF tahun 1998 dan Lemhanas RI tahun 2005, serta S-1 Fisip UT. Pengalaman
pendidikan di luar negeri yaitu di Belanda, CTT OPS School tahun 1987 dan
NBCD School tahun 1988. Terakhir ke Jepang pada Nopember 2009 dalam
rangka mengawali pembentukan Indonesia Sea and Coast Guard (ISCG) dengan
mengikuti progam pelatihan Sistem Keamanan dan Keselamatan Laut bagi
Pendamping (staf) yang diselenggarakan JICA bekerjasama dengan JCG.
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Rathoyo Rasdan: Pria kelahiran Pemalang, Jawa Tengah,
ini mempunyai latar belakang pengalaman yang cukup
menarik. Di lingkungan Pemerintahan, beliau pernah
berkiprah di Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil
Menengah serta Kementerian Negara Riset dan Teknologi.
Dan sekarang ini mengabdikan dirinya di Badan Koordinasi
Keamanan Laut. Untuk memperluas wawasan® tentang
Keselamatan dan Keamanan Laut yang sedang ditekuninya, berbagai seminar,
training, dll telah diikuinya, antara lain Heads of Asian Coast Guard JAgencies
Meeting, Singapore (2007), Maritime Law Enforcement, Japan (2008), Western
Pacific Naval Symposium, Singapore (2008), Coast Guard System, Japan
(2008), Penegakan Hukum dan Keamanan Laut, Jakarta’ (2009). Sebagai Dosen
Pasca Sarjana di salah satu universitas di Jakarta, beliad melanjutkan S2-nya di
Cleveland State University, Ohio, USA tahun 1991, Untuk menyegarkan
keilmuannya, mulai awal tahun 2009 beliau ‘mengikuti Program Doktor
Manajemen Bisnis dengan konsentrasi , Pengembangan SDM bidang
keselamatan dan keamanan laut.

Willem Nikson. S: Pria kelahiran Jakarta, tanggal 16
Oktober 1953 ini awalnya adalah sebagai Pelaut bertugas di
PT.  Gesuri Lloyd dan masuk lingkungan pemerintahan
Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Departemen
Perhubungan RI (1982-1993) sebagai Nakhoda pada Divisi
Pengerukan Tg.Priok Direktorat Pelabuhan dan Pengerukan.
Pengabdian yang ditekuninya saat ini pada Badan Penelitian
*m‘ dan Pengembangan Perhubungan Departemen Perhubungan
RI (1998- Sekarang) berhasil mencapai jenjang karir tertinggi pejabat fungsional
Ahli Peneliti Utama (APU). Pengabdian profesi peneliti dengan memperluas
wawasan di dalam negeri antara lain sebagai tim asistensi ad.hoc 2 DPD-RI
RUU” Kepelabuhanan tahun 2006, Tim Asistensi Komisi V DPR-RI RUU
Pelayaran tahun 2007, Tim Ahli/Pakar Pokja Keselamatan dan Keamanan
Maritim. Beliau juga sebagai Dosen Sekolah Tinggi Manajemen Transpor
Trisakti-Jakarta. Jenjang Pejabat Fungsional Tertinggi sebagai Ahli Peneliti
Utama Bidang Perhubungan Laut diawali sebagai alumnus Akademi Ilmu
Pelayaran (AIP) tahun 1979, S1 Sekolah Tinggi Teknologi Kelautan Hatawana-
Jakarta 1992, S2 STIE Jakarta 1997.
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Irwan Sumadji: Lahir di Jakarta, 22 Oktober 1955. Beliau
mengawali kakrirnya sebagi PNS kemudian mengundurkan
diri aktif diberbagai kegiatan di bidang pendidikan, bisnis
dan penelitian-konsultan. Yang bersangkutan merupakan
salah satu pengagas Konsep Hexagonal Pengembangan
Ekonomi Lokal yang dikembangkan Bappenas dalam
pembangunan daerah, dan peneliti, pemerhati dan pendidik
| Small Medium Entreprise di Indonesia, sangat aktif dalam

pemberdayaan ekonomi kerakyatan berbasis teknologi.
Menyelesaikan pendidikan pada Sarjana Geografi Universitas Indonesiazdan
Doktorandus Geografi dengan spesialisasi Regional Ekonomi pada Umniyersitas
Indonesia, kemudian memperdalam pada program sertifikasi Management
Bussiness Administration yang diselenggarakan IPPM Jakarta, dan nteéxaih gelar
Magister Ekonomi pada Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia»Disertasi
pada gelar tertinggi Doktor Manajemen diraih pada Universitas Negeri Jakarta.
Sekarang aktif sebagai Peneliti Senior di P2M Mesin FTUI, merupdkan mantan
middle dan top manajemen diberbagai perusahaan “hiswis nasional dan
multinasional, hingga saat ini disamping berkedudukan/sebagai tenaga pengajar
di almaternya pada tahun 1985-1986 Departemen) Geografi Universitas
Indonesia dan berbagai perguruan tinggi lainnyayhingga sekarang, beliau
mencapai karir pendidikan sebagai Dekan Fakultas” Ekonomi PTS di Jakarta
dan Wakil Rektor PTS di Bogor. Saat ini beliau aktif sebagai fasilitator program
One Village One Product dan Kluster<Value Chain, disamping sedang
mempersiapkan berbagai buku teks untuk*mahasiswa program Magister Ilmu
Ekonomi dan Manajemen.

Retno «Windari. Lahir di Jakarta 12 Maret 1968,
menyelesaikan pendidikan S1 jurusan Hukum Internasional
dari*Universitas Indonesia tahun 1991. Melanjutkan study di
World Maritime University, Malmo - Swedia dan
menyelesaikan M.Sc di bidang Maritime Affairs tahun 2001.
Kemudian mengikuti Ocean Governance Study di Dalhousie
University, Canada tahun 2003. Terakhir menyelesaikan
Graduate Diploma study bidang Port and Maritime
Management di National University of Singapore tahun
2007, Pernah bekerja selama 12 tahun di Departemen Perhubungan (1996 -
akhiz '2007). Pengalaman kerja luar negerinya termasuk menjadi staf Atase
Perhubungan pada KBRI London (2001-2002), sebagai anggota tetap Delegasi
Indonesia pada berbagai pertemuan internasional, negosiasi, konferensi, dll di
Asia, Australia, Eropa, Amerika Utara dan Afrika; sebagai penanggung jawab
dan narasumber dalam berbagai pertemuan internasional, misi-misi bantuan
teknis dan pelatihan yang diselenggarakan di Indonesia. Aktivitas sekarang
selain sebagai narasumber di Bakorkamla juga aktif sebagai Konsultan
International Maritime Organization (IMO) untuk Technical Assistance bidang
Maritime Safety Administration.
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Safaat Widjajabrata: Pria, lahir di Subang, Jawa Barat,
pada tanggal 25 Agustus 1939. Latar belakang pendidikannya
adalah akuntan lulusan Institut Ilmu Keuangan, Departemen
Keuangan. Menapak karir dari bawah, dimulai dari asisten
akuntan, ajun akuntan dan akuntan pada Direktorat Jendral
Pengawasan Keuangan Negara, Departemen Keuangan yang
kemudian berubah menjadi Badan Pengawasan Keuangan
dan Pembangunan (BPKP). Di BPKP ini pernah menduduki
berbagai jabatan antara lain Kepala Perwakilan Propvinsi Sulawesi Tengah,
Direktur Perencanaan, Kepala Perwakilan Provinsi DKI Jakarta Raya, dan
setahun sebelum pensiun menjabat sebagai Kepala Pusdiklat BPKP. Sételah
pensiun dia lebih aktif di organisasi profesinya, yaitu Ikatan Akuntan Indohesia,
sebagai Ketua IAI Wilayah Jakarta, 1998 — 2002 dan Anggota Majelis
Kehormatan, Ikatan Akuntan Indonesia, 2002 — sekarang.

Begi Hersutanto : lahir di Surabaya pada 1 Januari 1976,
adalah Sarjana Hukum dari Fakultas YHukum, Universitas
Airlangga (1999), dan melanjutkan ‘studinya ke program S-2
di bidang Hubungan Internasional dengan kekhususan pada
bidang Diplomasi dan Studi’ Pertahanan di City University of
New York, City College of'New York (2004). Semenjak tahun
2004 sampai dengam akhir awal 2008, beliau bekerja sebagai
peneliti bidang Hubungan Intermational di Centre for Strategic and
International Studies (CSIS), Jakarta¥ Pada tahun 2005-2006, atas undangan
dari Association for the Promotion~of International Cooperation (APIC), Tokyo,
dan Ushiba Memorial Program, Tokyo) beliau melakukan penelitian di Tokyo
tentang Prospect Pembentukan Komunitas Asia Timur. Saat ini beliau adalah
Staf Ahli Komisi I bidang Pertahanan, Dosen Tetap di President University,
Faculty of Businessand International Relations, JABABEKA, serta aktif sebagai
Direktur Eksekutif;“Indonesian Institute for Strategic Studies (IISS), Jakarta.

Tati Sri Haryati, kelahiran Kuningan, Jawa Barat, tanggal 4
Juli 1959, telah berkiprah di lingkungan pemerintahan di
Sekretariat Dewan Pertimbangan Agung RI sejak tahun 1982
— 2004 dan sejak tahun 2004 sampai sekarang mengabdikan
dirinya di Sekretariat Wakil Presiden RI, Sekretariat Negara.
Untuk memperluas wawasan, telah mengikuti berbagai
latihan, penataran dan forum diskusi antara lain Seminar on
Law Enforcement at Sea Training Course di Ningbo, Republik
Rakyat China (Tahun 2008), alumnus Sekolah Tinggi Publistik, Jakarta tahun
1986

137



Elva Susanti : Kelahiran Bukittinggi tanggal 20 Maret 1975,
latar belakang pendidikan : Sarjana Ekonomi Jurusan
Manajemen Universitas Muhammadiyah Yogyakarta tahun
2000 dan Akta IV tahun 2005. Pendidikan Non Formal
kursus Brevet A & B pada lembaga PPA UMY tahun 2000.
Pada tahun 2001-2003 bekerja di perusahan Jerman di
Lobam Bintan Kep. Riau. Dan sekarang menjadi Staf Badan
Koordinasi Keamanan Laut sebagai Staf Administrasi Tenaga
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